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MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK JNDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 115/PMK.02/2015 

TENT ANG 

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2 016 

· DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2 010 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pasal 16 ayat (3 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
71/PMK.02 /2 013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar 
Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja 
Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
5 1/PMK.02 /2 014 , perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2 016; 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 010 Nomor 152 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5178 ); 

2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02 /2 013 tentang 
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan 
Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
5 1/PMK.02 /2014 ; 

MEMUTUSKAN:· 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA 
KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2 016. 

Pasal 1 

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan 
un tuk menghasilkan keluaran (output)/ sub keluaran 
(sub output). 
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Pasal 2 

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran · 
Tahun Anggaran 2 016 berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian 
negara/lembaga Tahun Anggaran 2 016; 

b. referensi penyusunan prakiraan maju; 

c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian 
negara/lembaga Tahun Anggaran 2 017; dan/atau 

d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran 
(output) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang 
berbeda. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran 
berfungsi sebagai estimasi. 

(2 ) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, 
antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/ atau 
penggunaaff satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. 

(3 ) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2 ) memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. ketersediaan alokasi anggaran; dan 

c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. 

(4 ) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2 ) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaarinya 
mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai rev1s1 anggaran. 

Pasal4 

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2 016 adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan · 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Juni 2015 

Ditetapkan di Jakarta 
pad a tanggal 1 9 Jun i 2 0 1 5 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 914 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) 

Ko de Uraian 

1 2 

004.0 1  Sekretariat Jenderal 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 

LAMPIRAN ��i;:��Mj'. rgTJ1J1>M�G612/P2'.�1I I�DONESIA 

TENTANG 
STANDAR mAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2016 

Volume dan 
Satuan _Ukur 

3 

Besaran 

4 

(dalam rupiah) 

Keterangan 

5 

( Output ) 

1 Assessment Center 400 Laporan 3 .  955 .46 1 .00 O 400 Laporan 

2 Lapor:;m Reviu SPM Kelembagaan 

3 Laporan Reviu atas Konsep Laporan Keuangan BPK 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output )  

4 Laporan Pemberkasan 

5 Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan 

6 LHPI Inspektorat Utama 

7 Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa 

8 Dikiat Sertifikasi Akuntan Publik 

9 Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara 

1 0  Diklat Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Negara 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Diktat Peningkatan Keterampilan 

1 1  Diklat Peningkatan Keterampilan Kelembagaan 

12 Diklat Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Keuangan 
Negara 

004.02 BPK Pusat 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 

1 LHP LK Pemerintah Pusat 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

2 Laporan Hasil .Evaluasi KAP 

3 LHP AKN I 

4 LHP AKN II 

5 LHP AKN III 

6 LHP AKN IV 

7 LHP AKN V 

8 LHP AKN VI 

9 LHP AKN VII 

10 LHP Tematik 

1 1  LHP Investigatif 

12 LHP BPI( Perwakilan Provinsi Aceh 

13 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumut 

14 LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau 

15 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepri 

1 6  LHP BPK Perwakilan Provinsi Jam bi 
i 

17 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sum bar 

1 Laporan 

2 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Angkatan 

1 Angkatan 

LHP 

1 Laporan 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

2 . 246.337 .000 

2 .826 .688 .000 

103 .497.000 

1 8 6 . 1 1 7 . 000 

1 8 2 . 927 .000 

729 .883 .000 

9 1 .275 .000 

89 . 1 87 . 000 

88 .987 .000 

177 .443 . 000 

1 77 . 1 77 . 000 

9 . 974.874.000 

166 .0 1 4 .000 

820 .738 .000 

1 .362 . 0 1 1 .000 

655 .304.000 

1 .900 .468 .000 

1 . 585 .  906.000 

1 .838 .867 .000 

928 .462 .000 

7.047 .790 .000 

7 1 6 .75 1 .000 

4 1 5 .395 .000 

368 . 1 30 . 000 

376. 589.000 

3 1 5 . 823 .000 

345 .732 .000 

348 . 737.000 

Assesi yang Di 
assessment 

1� www.jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) 

Volume dan Kode Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

1 8  LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumsel 1 LHP 

19  LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung 1 LHP 

20 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 1 LHP 

2 1  LHP BPK Perwaldlan Provinsi Kepulauan Babel 1 LHP 

22 LHP BPK Perwakilan Provinsi Ban ten 1 LHP 

23 LHP BPK Perwaldlan Provinsi Jabar 1 LHP 

24 LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 1 LHP 

25 LHP BPK Perwakilan Provinsi J ateng 1 LHP 

26 LHP BPK Perwakilan Provinsi DI Y ogyakarta 1 LHP 

27 LHP BPK Perwaldlan Provinsi J atim 1 LHP 

28 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali 1 LHP 

29 LHP BPK Perwakilan Provinsi NTB 1 LHP 

30 LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT 1 LHP 

3 1  LHP BPK Perwaldlan Provinsi Kalbar 1 LHP 

32 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalteng 1 LHP 

33 LHP BPK Perwaldlan Provinsi Kalsel 1 LHP 

34 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltim 1 LHP 

35 LHP BPK Perwaldlan Provinsi Sulut 1 LHP 

36 LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 1 LHP 

37 LHP BPK Perwaldlan Provinsi Sul bar 1 LHP 

38 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulsel 1 LHP 

39 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulteng 1 LHP 

40 LHP BPK Perwaldlan Provinsi Sultra 1 LHP 

4 1  LHP BPK Perwaldlan Provinsi Maluku 1 LHP 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

404.646.000 

345 .027 .000 

332 . 197 .000 

355 .663 .000 

349 . 590 .000 

383.79 1 .000 

508 .642 .000 

368.95 1.000 

350 .270 .000 

359.087.000 

456 . 1 7 1 .000 

352.752 .000 

4 1 0 .287 .000 

369 .956 . 000 

336 .807 .000 

405.002 .000 

4 1 6 .459.000 

434.049 .000 

306 .229 .000 

37 1 .  790.000 

427 .860 .000 

345.348 .000 

376. 1 82 .000 

43 1 . 579.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) 

Ko de 

1 

Uraian 

2 

42 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 

43 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua 

44 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 

45 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Laporan Pemantauan AKN I 

46 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
4 7 Laporan Pemantauan Penyelesaian Gan ti Kerugian 

Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan AKN II 

48 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

49 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan A.KN Ill 

50 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

51 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan AKN IV 

52 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
53 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan AKN V 

54 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
55 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan A.KN VI 

56 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

57 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan Auditorat Keuangan Negara VII 

58 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

59 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Aceh 

60 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

61 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Volume dan 
Satuan Ukur 

3 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 LHP 

1 Laporan 
1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 
1 Laporan 

1 La po ran 
1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 La po ran 

1 Laporan 

1 Laporan 

Besaran 

4 

328.835 .000 

440 .44 1.000 

425 .325 .000 

4 1 5 .940 . 000 

3 5 . 1 49.000 
47 .299 .000 

34 .009 . 000 

47.299 . 000 

34.868 . 000 

46.133 .000 

3 3 . 59 1 .000 
47.299 . 000 

35 .6 1 3 . 000 
99.853 . 000 

3 5 .768 .000 

46.376.000 

3 3 . 7 1 6 .000 

47 . 299 .000 

7 . 0 1 3 .000 

25 .259 .000 

(dalam rupiah) 

Keterangan 

5 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) 

Volume dan Kode Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumut 

62 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 La po ran 

63 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Riau 

64 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 

65 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepri 

66 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 
67 Laporan Pemantauan Penydesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 

Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi 

68 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 

69 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar 

70 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 

71 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel 

72 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 La po ran 

73 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 La po ran 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung 

74 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 La po ran 

75 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/Daerah 
Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 

76 Laporan Pemantauan Tindal{ Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 

77 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/Daetah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan 
Babel 

78 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 

79 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

80 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 

8 1  Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/Daerah 
Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar 

82 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 Laporan 

83 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 1 Laporan 
Negara/Daerah 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

6 . 773 .000 

27.051.000 

6 . 533 .000 

23 . 095.000 

6 .893 .000. 
26 .427 .000 

6 . 758 .000 

2 2 . 760 .000 

6 . 833 .000 

25 .847.000 

7 . 013 .000 

25 .607 .000 

6.713 . 000 

2 2 . 259.000 

6 . 833 .000 

25.127 .000 

6 . 7 1 3 . 000 

22 .9 1 5 .000 

6 .773 . 000 

29 .67 1 .000 

6 .773 .000 

26 .615.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) 

Ko de Uraian 

1 2 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI 
Jakarta 

84 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

85 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng 

86 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
87 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi DI 
Yogyakarta 

88 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

89 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provins! Jatim 

90 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

9 1  Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali 

92 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

93 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB 

94 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

95 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT 

96 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

97 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar 

98 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

99 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng 

100 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

1 0 1  Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

(dalam rupiah 
Volume dan 

Besaran 
Satuan Ukur Keterangan 

3 4 5 

1 Laporan 26 .049.000 

1 Laporan 35.5 1 8 .000 

1 La po ran 6 .233 .000 
1 La po ran 22. 1 7 5 .000 

1 Laporan 6 . 1 73 .000 

1 La po ran 27 .079.000 

1 La po ran 6 . 773 .000 

1 Laporan 24. 1 43 .000 

1 Laporan 6 . 893 .000 

1 Laporan 3 5 . 007 .000 

1 Laporan 6 . 723 .000 

1 La po ran 29 .497.000 

1 Laporan 6 .953 . 000 

1 Laporan 30 .487.000 

1 La po ran 7 . 003 . 000 

1 Laporan 24. 1 1 9 .000 

1 Laporan 6 . 533 .000 

1 Laporan 28.379 .000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) 

Ko de Uraian 

1 2 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel 

102 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

103 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim 

104 Laporan Pemantauan Tindal{ Lanjut Hasil Pemeriksaan 

105 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut 

106 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemerilrnaan 

107 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi 
Gorontalo 

108 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

109 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Suthar 

1 10 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

1 1 1  Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel 

1 12 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

1 13 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng 

1 14 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

1 1 5 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sultra 

1 1 6 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

1 17 Laporan Peman:tauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku 

1 18 Laporan Pemantauan Tindal{ Lanjut Hasil Pemeriksaan 

1 1 9 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

(dalam rupiah) 

Volume dan 
Be saran Keterangan 

Satuan Ukur 

� 4 5 

1 Laporan 6 . 773 .000 

1 La po ran 25 .739 .000 

1 La po ran 6 .723 .000 

1 Laporan 28 .905 .000 

1 Laporan 7 .073 . 000 

1 Laporan 26.835.000 

1 Laporan 7 . 409.000 

1 Laporan 23 .407 .000 

1 Laporan 6 . 833 .000 

1 La po ran 25 .879.000 

1 Laporan 6 . 773 .000 

1 Laporan 28.259 .000 

1 Laporan 6 . 593 .000 

1 La po ran 26 . 1 39 .000 

1 Laporan 6 . 953 .000 

1 Laporan 25 .835 .000 

1 La po ran 7 . 1 93 . 000 

1 Laporan 3 5 . 53 1 .000 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) 

Ko de Uraian 

1 2 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku 
Utara 

120 Laporan Perhantauan Tindal< Lanjut Hasil Pemeriksaan 

1 2 1  Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua 

1 22 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

123 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua 
Barat 

124 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

125 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/ Daerah 

Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi 
Kalimantan Utara 

126 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

127 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian 
Negara/Daerah 

. ·1' 

(dalam rupiah) 

Volume dan 
Besaran 

Satuan Ukur 
Keterangan 

3 4· 5 

1 Laporan 7 . 853 . 000 

1 Laporan 3 1 .923 . 000 

1 Laporan 8 . 693 . 000 

1 La po ran 58 .083 . 000 

1 Laporan 8 . 1 53 .000 

1 Laporan 37 .747.000 

1 Laporan 6 . 7 1 3 .000 

1 La po ran 25 .875 .000 

www.jdih.kemenkeu.go.id



i\/iENTF:!:li l<EUANGAt\J 
HL.l)UH! .. lf< ll\JOONESI/\ 

- 8 -

Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan RI (006) 

Volume dan 
Kode Uraian 

Satuan Ukur 
1 2 3 

006.01 Kejaksaan RI 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 1 Angkatan 
yang Diselenggarakan 

2 Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara 1 Angkatan 
Tindak Pidana Khusus yang Diselenggarakan 

3 Ju.mlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara 1 Angkatan 
Tindak Pidana Umum yang Diselenggarakan 

4 Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara 1 Angkatan 
Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselenggarakan 

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Laporan Pengaduan Yang Ditindaldanjuti dan Diselesaikan 1 Lapdu 
Melalui Klarifikasi pada Wilayah I 

2 Laporan Pengaduan Yang Ditindaldanjuti dan Diselesaikan 1 Lap du 

3 
Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah I 
Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan 1 Lapdu 
Melalui Klarifikasi pada Wilayah II 

4 Laporan Pengaduan Yang Ditindaldanjuti dan Diselesaikan 1 Lapdu 

5 
Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah II 
Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan 1 Lap du 
Melalui Klarifikasi pada Wilayah III 

6 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesail{an 1 Lapdu 
Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah III 

7 Laporan Pengaduan Yang Ditindaldanjuti dan Diselesaikan 1 Lapdu 
Melalui Klarifilrnsi pada Wilayah IV 

8 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan 1 Lap du 
Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah IV 

9 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan 1 Lapdu 
. Melalui Klarifilrnsi pada Wilayah V 

1 0  Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan 1 Lap du 
Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah V 

1 1  Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui 1 Lapdu 
Klarifikasi pada Kejalrnaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang 

1 2  
terdapat Cabang Keiaksaan Negeri 
Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi 1 Lapdu 
Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang 
terdapat Cabang Keialrnaan Negeri 

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output )  

1 Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ekonomi, 1 LHK 
Keuangan dan Pembangunan 

2 Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, 1 Laporan 
Keuangan dan Pembangunan 

3 Laporan Hasil Kegiatan Produksi dan Sarana Terhadap 1 LHK 
Pelaksanaan Intelijen 

4 Laporan Hasil Kegiatan Intelijen di Bidang Ideologi, Sosial 1 LHK 
Politik, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Umum 

5 Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/ 1 LHK 
Penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Tinggi 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

34 .29 1 . 580 .000 

509 .820 . 000 

509 .820 .000 

509 .820 .000 

3 . 700 .000 

8 . 300 .000 

3 .700 . 000 

8 .300.000 

3 .700.000 

8 .300 .000 

3 .700.000 

8 .300 .000 

3 . 700. 000 

8 . 300 .000 

3 . 400 .000 

7 .460 .000 

1 7  . .  980.000 

2 1 . 160 . 000 

2 1 .880.000 

2 1 .880 .000 

17 .672.000 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan RI (006) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

6 Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ 
Penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang 

1 LHK 

Keiaksaan Negeri 
7 Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada 1 Lembaga 

Keiaksaan Tinggi 
8 Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada 1 Lembaga 

Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri 
9 Kelompok Masyarakat yang diberi Penyuluhan Hukum di 1 Kelompok 

Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Masyarakat 

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 

1 Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda yang 1 Perkara 
Diselesaikan di Kejaksaan Agung RI 

2 Perkara Tindak Pidana Keamanan Negara yang 1 Perkara 
Diselesaikan di Keiaksaan Agung RI 

3 Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang Diselesaikan 1 Perkara 
di Keiaksaan Agung RI 

4 Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra 1 Perkara 
Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi 

5 Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam Pra 1 Perkara 
Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang 
Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan 

6 Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam Tahap 1 Perkara 
Pra Penuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi di Kejaksaan 
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tidak Satu 
Kota/Pulau dengan Pengadilan Negeri dan atau Lembaga 
Permasyarakatan 

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 

1 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam 1 Perkara 
Tahap Penyelidikan & Penyidikan 

2 Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Diselesaikan 1 Perkara 
dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan 

3 Perkara Pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam 1 Perkara 

4 
tahap penyidikan 
Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam 1 Kasus 
Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung 

5 
( displitsing) 
Penanganan Pra Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi 1 Perkara 
di Kejaksaan Agung 

6 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan 

7 Perkara Tindak Pidana HAM berat yang Diselesaikan 1 Perkara 
dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan 

8 Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diselesaikan dalam 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan 

9 Pelaksaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana 1 Perkara 
Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya/Pelanggaran 
HAM yang berat Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah 
Tahanan di Kejaksaan Agung 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

1 3 . 640.000 

9 .460 .000 

9 .460 .000 

9 .460.000 

29 .880 .000 

29 .880.000 

29 .880 .000 

3 . 700 .000 

3 . 500 .000 

6 . 350 .000 

139 .680 .000 

139 .680 .000 

100 .000 .000 

1 1 4 .740.000 

9 . 8 1 0 .000 

66 .900 .000 

54 .200 .000 

54.200 .000 

44.500.000 

" 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan RI (006) 

Kode Uraian 

1 2 

1 0  Pelaksaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana 
Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya/Pelanggaran 
HAM yang berat Terpidana Ditahan dalam Rumah 
Tahanan di Kejaksaan Agung 

1 1  Pelaksanaan Eksaminasi Umum Perkara Tindak Pidana 
Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya/ Pelanggaran 
HAM yang Berat di Kejaksaan Agung 

1 2  Pelaksanaan Eksaminasi Khusus Perkara Tindak Pidana 
Korupsi/Tindal{ Pidana Khusus Lainnya/Pelanggaran 
HAM yang Berat di Kejaksaan Agung 

13  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang 
Kejaksaan Negeri 

1 4  Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi 

1 5  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada . 
Tahap Pra Penunt.utan dan Pe.nuntutan di Kejaksaan 
Tinggi 

16  Perkara Tindak Pidana Khusus yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Tinggi 

17  Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejalrnaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri 

18  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutari di Kejalrnaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah I) 

19  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah II) 

20 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah III - Jawa Barat) 

2 1  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah III - Jawa 
Tengah) 

22 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejalrnaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah III - Jawa 
Timur) 

23 Perkara Tindal{ Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah III - Aceh) 

24 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah III - Sumut) 

25 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah III - Sum bar) 

(dalam rupiah) 

Volume dan 
Besaran Keterangan 

Satuan Ukur 
3 4 5 

1 Perkara 1 .900 .000 

1 Perkara 5 . 000.000 

1 Perkara 6 1 .300.000 

1 Perkara 96 .500.000 

1 Perkara 150 .000.000 

1 Perkara 44. 1 90 .000 

1 Perkara 37 .9 1 0 . 000 

1 Kasus 150 .000 . 000 

1 Perkara 44. 1 90 .000 

1 Perkara 47 .400.000 

1 Perkara 83 .500.000 

1 Perkara 83 . 500.000 

1 Perkara 96. 500 .000 

1 Perkara 103 .000.000 

1 Perkara 103 .000 .000 

1 Perkara 83 .500 .000 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan RI (006) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

26 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Riau) 

27 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Jambi) 

28 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Periuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III" Sumsel) 

29 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Lampung) 

30 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Kalbar) 

3 1  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Kalteng) 

32 Perkara Tindal{ Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Kalsel) 

33 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Kaltim) 

34 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Sulut) 

35 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Sulteng) 

36 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Sulsel) 

37 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Wilayah III - Sult�a) 

38 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Maluku) 

39 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - NTB) 

40 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 

Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - NTT) 

(dalam rupial 

Besaran Keterangan 

4 5 

83 . 500 .000 

8 1 .550 .000 

83 .500.000 

93 .250 .000 

109 .500 .000 

99 .750 .000 

83 .500 .000 

168 .000 .000 

103 .000 . 000 

96 .500 .000 

1 0 3 . 000 .000 

1 0 3 . 000 .000 

200 . 500 .000 

1 0 3 .000.000 

200.500.000 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 2 -

Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan RI (006) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

4 1  Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Papua) 

42 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Bengkulu) 

43 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Maluku 
Utara) 

44 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Kep. 
Bangka Belitung) 

45 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (wilayah III - Gorontalo) 

46 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan 
Negeri/Cabang Kejalrnaan Negeri (wilayah III - Kepulauan 
Riau) 

47 Perkara Tindalc Pidana Khusus yang Diselesaikan pada 1 Perkara 
Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejalrnaan 
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri 

48 Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana 1 Perkara 
Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak 
Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 

49 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam 1 Perkara 
Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi 
( displitsing) 

50 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam 1 Perkara 
Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri, 
Cabang Kejaksaan Negeri (displitsing) 

5 1  Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana 1 Perkara 
Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana 
Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejalrnaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang 1 Perkara 
Diselesaikan pada Keiaksaan Ag1mg 

2 Perkara Perdata yang Diselesaikan pada Kejaksaan Agung 1 Perkara 

3 Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan pada 1 Perkara 
Keiaksaan Agung 

4 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan 1 Perkara 
di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan 
Negeri (Litigasil 

5 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan 1 Perkara 
di Kejalrnaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejalrnaan 
Negeri (Non Litigasi) 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

2 1 3 . 500.000 

82 .200 .000 

200 .500 .000 

90 .000 .000 

80 .250 .000 

242.200.000 

37 .9 1 0 .000 

50 .000 .000 

75 .000 .000 

75 .000 .000 

2 5 . 000 .000 

1 6 .955 .000 

1 6 . 955 .000 

1 6 . 955 .000 

1 2 . 1 1 5 . 000 

3 . 000.000 

. 
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Kementerian Negara/Lembaga: Dalam Negeri (010) (dalam rupial 

Ko de Vraian Volume dan 
Besaran Satuan Ukur Keterangan 

1 2 3 4 5 

010.01 Sekretariat Jenderal 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 

1 Penyusunan Literatur Pengajaran Program D4 dan 50 Literatur 2 . 090.03 1 .000 
S 1 Semester Ganji! dan Genap 

2 Penyusunan Garis Eesar Pokok Pengajaran 1 5  GEPP/ SAP 499.442 .000 
(GEPP) / SAP/ Sylabus (Program D4 dan S l) Semester 
Ganji! dan Genap 

3 Penyusunan Garis Eesar Program Pelatihan 1 2  GEPP/ SAP 249 . 895 .000 
(GEPP) / SAP/ Sylabus (Program D4 dan S l )  

010.02 Inspektorat Jenderal 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output )  

1 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Kementerian 5 Laporan 124 . 580.000 
Dalam Negeri Inspektorat I 

2 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian 5 Laporan 62 . 290 .000 
Dalam Negeri Inspektorat I 

3 Laporan Hasil Audit Keuangan Dan Kinerja 5 Laporan 3 10 . 0 1 5 . 000 
Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I 

4 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Kementerian 7 Laporan 240 .672 .000 
Dalam Negeri Inspektorat II  

5 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian 7 Lap or an 1 2 0 .336 .000 
Dalam Negeri Inspektorat II 

6 Laporan Hasil Audit Keuangan Dan Kinerja 7 Laporan 1 .0 1 2 . 1 3 2 . 000 
Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II  

7 Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Urusan 1 8  La po ran 3 . 907 .60 1 .000 
Pemerintahan di Daerah Inspektorat III 

8 Laporan Audit Penyelenggaraan Urusan 1 6  Laporan 3 .62 1 .828 .000 
Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV 

010.03 Ditjen Politik dan Pemerintah Umum 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Earituan Keuangan Parpol 1 2 2 . 003 .650 Suara 1 3 . 925 .300 .000 

010.06 Ditjen Bina Keuangan Daerah 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 

1 Evaluasi Ranperda tentang APED 34 Peraturan 5 1 0 . 000 .000 

2 Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APED 34 Peraturan 5 1 0 .000.000 

3 Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban 34 Peraturan 5 1 0 .000 .000 
Pelaksanaan APED 

www.jdih.kemenkeu.go.id



M E. f\ITE R I  f\ EUAl\I G/\N 
H F P \ .J B l _ l l< I N DO N E S I /\  

- 14 -

Kementerian Negara/Lembaga: Luar Negeri (0 1 1) 

Ko de Uraian 

1 2 

0 1 1 . 0 1  Sekretariat Jenderal 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Media Informasi Bidang Keuangan Kementerian Luar 
Negeri dan Perwakilan RI 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Jurnal Ilmiah Diplomasi 

2 Penerbitan Jurnal Ilmiah Diplomasi 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

3 SPM Perwakilan RI 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 

Nota Hasil Verifika�i (NHV) 
4 Nota Hasil Verifikasi 

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri dan 
Perwakilan RI 

5 Laporan Penelaahan Rekening Satker Pusat dan 
Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pengolahan Aplikasi 
Data Rekening 

6 Laporan Hasil Sistem Pengendalian dan Penyelesaian 
BPPR Perwakilan RI di Luar Negeri 

7 Laporan Perhitungan dan Pembayaran PPh Pasal 2 1  Home 
Staff pada Kantor Perwakilan Kemlu 

8 Laporan Peningkatan Manajemen Arsip Dinamis 
9 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana 

yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) 

10 Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri TA 20 1 5  dan 
LK dan Kementerian Luar Negeri Semester I TA 20 1 6  

1 1  Laporan Rekonsiliasi Data Perkembangan Penyelesaian 
TP /TGR di lingkungan Kementerian Luar Negeri 

12 Penelitian Naskah BAPK dan Lampiran Pendukungnya di 
lingkungan Kementerian Luar Negeri 

13 Laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Data Realisasi 
Anggaran SAI Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
Anggaran eselon I (UAPPA E.I ) ,  Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran (UAKPA) , Unit Akuntansi Pengguna 
Anggaran (UAPA) 

14 Laporan Penyelesaian Perbedaan Kas Bendahara 
Pengeluaran Antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

15 Laporan Monitoring dan Evalua:si PNBP Pusat dan 
Perwakilan RI di Luar Negeri 

Layanan Diklat Diplomatik 

16 Pelaksanaan Diklat Sesparlu / Diplomat Utama 

4 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

Volume dan 
Satuan Ukur 

3 

Edisi 

Edisi 

Lem bar 

NHV 

Laporan 

Laporan 

La po ran 

Laporan 
Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

La po ran 

Laporan 

Laporan 

Orang 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

287. 1 03 .000 

288. 1 00 .000 

32 . 1 67 

2 . 095 . 7 1 3  

127 .390.000 

48.446 .500 

93 .935.250 

4 1 .480 .000 
288. 542 .000 

9 . 125 .3 19  

54.553.333 

54.592.500 

4 .525 .972 

177 .3 1 6 .000 

90.962.800 

264.820 . 875 
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Kementerian Negara/Lembaga: Luar Negeri (01 1) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

17 Pelaksanaan Diklat Sesdilu / Diplomat Madya 1 Orang 

Kerjasama Diklat 
18 Pelaksanaan Diklat Sesparlu Internasional 1 Orang 
19 Pelaksanaan Diklat Sesdilu Internasional l Orang 
20 Pelaksanaan Diplomatic Training On Development Of 1 Orang 

ASEAN Community / CLMV Diplomats 

2 1  Pelaksanaan The Promotion of Indonesian Language and 1 Orang 
Introduction to Indonesia 

22 Pelaksanaan Capacity Building for NAASP'S Diplomats 1 Orang 

23 Pelaksanaan Pelatihan Diplomatik dengan Lembaga 1 Orang 
Internasional 

24 Pelaksanaan Sekolah Indonesia di LN yang berkualitas 1 sekolah 

25 Pelaksanaan Rintisan Pendidikan Gelar dan Non Gelar di 1 Laporan 
Dalam dan Luar Negeri 

Layanan Diklat Non Diplomatik dan Teknis 
26 Pelaksanaan Diklat Bahasa Asing 1 Orang 

27 Pelaksanaan Diklat Pengamanan Informasi dan 1 Orang 
Komunikasi 

28 Pelaksanaan Diklat Pengembangan Pejabat Pengamanan 1 Orang 
Informasi dan Komunikasi 

29 Pelaksanaan Diklat Pengembangan Aparatur Pengelola 1 Orang 
Keuangan 

30 Pelaksanaan Diklat Pengembangan Aparatur Pengawas 1 Orang 

3 1  Pelaksanaan Orientasi Istri / Suami Keppri / Wakeppri 1 Orang 

32 Pelaksanaan Orientasi Sekpri/ KRT/ Pegawai Setempat 1 Orang 

33 Pelaksanaan Diklat Arsiparis dan Pengembangannya 1 Orang 

34 Pelaksanaan Diklat Ahli Pengadaan Barang / Jasa 1 Orang 
Pemerintah 

35 Pelaksanaan Pelatihan Diplomasi bagi Pejabat 1 Orang 
Kementerian / Lembaga Teknis dan Pemerintah Daerah 

0 1 1 .03 Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Sumber Daya 
Manusia 

1 Pemantapan Substansi bagi PDLN dan Pejabat Perbantuan 2 Laporan 

Majalah Mengenai Peluang Pasar Produk Indonesia di 
Kawasan Amerika & Eropa dan Indonesia Regional 

Eco�omic Potentials 

2 Majalah Peluang 2 Edisi 
3 Maialah Indonesia Invites 2 Edisi 

(dalain rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

60.828 . 4 1 0  

60 . 1 53 .07 1 
1 0 6 . 565 . 555 

5 1 .266 . 4 1 6  

48 .33 1 . 800 

46 .270 . 000 

2 .069 . 140 

58 .609 .000 

956 . 334.230 

5 . 044 . 533 

45 .593 . 100 

5 . 8 1 6 . 666 

3 . 700 .000 

1 . 984.833 

8 .32 1 . 533 

2 . 483 .900 

7 .275 .650 

4 . 502 .640 

9 . 1 96 . 9 1 2  

606 .662 . 000 

1 5 0 . 260 .000 
236 . 789.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Luar Negeri (0 1 1) 

Kode 

1 

Uraian 

2 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 

Kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerika 
Selatan dan Karibia 

4 Kesepakatan Ker:jasama 
5 Kesepakatan Kerjasama yang 

Ditindaklanjuti/Diimplementasikan 

Kerjasama dengan Negara-Negara di Kawasan Amerika 
Utara dan Tengah 

6 Kesepakatan Kerjasama 

Kerjasama dengan Negara-Negara di Kawasan Eropa 
Barat 

7 Kesepakatan Kerjasama 
8 Kesepakatan Kerjasama yang Ditindaklanjuti 

Kerjasama dengan Negara-Negara di Kawasan Eropa 
Tengah dan Timur 

9 Kesepakatan Kerjasama 

Rekomendasi/Prakarsa Indonesia yang Diterima dan 
Ditindaklanjuti di Forum Kerjasama Intrakawasan 
Amerika dan Eropa 

10 Pralmrsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada 
Forum Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa 

0 1 1 .04 Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Masyarakat Domestik yang Memberikan Dukungan dan 
Berpartisipasi Terhadap Pembentukan Komunitas 
ASEAN 2015 Bidang Ekonomi 

1 Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 20 1 5 
2 Workshop dan FGD Implementasi MEA 20 1 5  

Masyarakat Domestik yang Memberikan Dukungan dan 
Berpartisipasi Terhadap Pembentukan Komunitas 
ASEAN 20 15 Bidang Sosial Budaya 

3 Perancangan Saran Kebijakan 

4 Pemasyaralmtan kesepakatan ASEAN 

Rekomendasi Dan Prakarsa Indonesia yang Diterima 
Dalam Setiap Sidang dengan Mitra Wicara ASEAN 
Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

5 Sidang Mitra Wicara ASEAN di Luar Negeri Prioritas 

Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang Diterima 
dalam Setiap Sidang ASEAN Bidang Politik dan 
Keamanan 

6 Sidang ASEAN Bidang Polkam Prioritas Dalam Negeri 
7 Sidang ASEAN Bidang Polkam Prioritas Luar Negeri 

Volume dan 
Satuan Ukur 

1 
1 

3 

Dokumen 
Dokumen 

Dokumen 

Dokumen 
Dokumen 

Dokumen 

1 Rekomendasi 

1 

1 

Orang 
Orang 

Orang 

Orang 

1 Rekomendasi 

1 Rekomendasi 

1 Rekomendasi 

Be saran 

4 

175 .475 .000 
67 .700 .000 

1 8 1 .  779 .400 

1 2 2 . 857.000 
135 .723 .375 

139 .588.750 

124 . 1 04 .578 

566.853 
826 . 1 98 

1 . 256 .455 

784 .4 14 .750 

37 . 1 32 . 952 

14 . 139.750 

9 .234 .469 

(dalam rupiah) 

Keterangan 

5 
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Kementerian Negara/Lembaga: Luar Negeri (0 1 1) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Masyarakat Domestik yang Memberikan Dukungan dan 
Berpartisipasi Terhadap Pembentukan Komunitas 
ASEAN 2015 Bidang Politik dan Kealilanan 

8 Jumlah Saran Kebijakan yang disampaikan kepada 1 Orang 
pemangku kepentingan bidang politik Keainanan 

Laporan Kegiatan dan Pembinaan 
9 Majalah Masyarakat ASEAN 20 1 6  1 Laporan 

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan 
Anggaran/Barang 

1 0  Penyusunan Perencanaan Program 1 Dokumen 
1 1  Penyusunan Pelaksanaan Program Kei:ia 1 Dokumen 
1 2  Penyusunan Pelaporan Program Kerja 1 Dokumen 

0 1 1 . 1 1  Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri RI Terkait lsu 
Polugri di Kawasan Amerika dan Eropa 

1 Rekomendasi Policy Planing Dialogue di Dalam Negeri 1 Rekomendasi 

2 Rekomendasi Policy Planing Dialogue di Luar Negeri 2 Rekomendasi 

3 Rekomendasi Pemantauan / Partisipasi/ Pengum pulan Data 7 Rekomendasi 
Informasi di Dalam dan Luar Negeri 

4 Rekomendasi Hasil Studi Kajian Dengan 1 Rekomendasi 
Universitas/Lembaga Think Tank 

5 Rekomendasi Kajian Mandiri 1 Rekomendasi 

6 Rekomendasi Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri 4 Rekomendasi 

Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri RI Terkait lsu 
Polugri di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan 
Afrika 

7 Rekomendasi Policy Planing Dialogue di Dalam Negeri 2 Rekomendasi 

8 Rekomendasi Policy Planing Dialogue di Luar Negeri 2 Rekomendasi 

(dalam rupial: 

Be saran Keterangan 

4 5 

1 . 586 .923 

189 .507 .750 

1 5 1 . 034.500 
6 1 . 139 .000 

1 3 1 .633 .333 

30 .930 .000 Terkait Isu di 
Kawasan Amerika 
dan Eropa 

394.8 1 0 . 000 Terkait Isu di 
Kawasan Amerika 
dan Eropa 

535 .960 .000 Terkait Isu di 
Kawasan Amerika 
dan Eropa 

172 . 1 1 0 .000 Terkait Isu di 
Kawasan Amerika 
dan Eropa 

1 .074.858 . 000 Terkait Isu di 
Kawasan Amerika 
dan Eropa 

59 1 . 596 .000 Terkait Isu di 
Kawasan Amerika 
dan Eropa 

75 .254 .000 Terkait Isu di 
Kawasan Asia 
Pasifik, Timur 
Tengah, dan Afrika 

322 .665 .000 Terkait Isu di 
Kawasan Asia 
Pasifik, Timur 
Tengah, dan Afrika 

( Ifft/ 
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Kementerian Negara/Lembaga: Luar Negeri (0 1 1) 

Volume dan Kode Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

9 Rekomendasi Pemantauan/Partisipasi/Pengumpulan Data 5 Rekomendasi 
Informasi di Dalam dan Luar Negeri 

10  Rekomendasi Hasil Studi Kajian Dengan 2 Rekomendasi 
Universitas/Lembaga Think Tank 

1 1  Rekomendasi Kajian Mandiri 1 Rekomendasi 

12 Rekomendasi Forum Kajian Kebijal{an Luar Negeri 4 Rekomendasi 

Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri RI Terkait Isu 
Polugri pada Organisasi Regional dan Internasional 

13 Rekomendasi Policy Planing Dialogue di  Luar Negeri 2 Rekomendasi 

1 4  Rekomendasi Pemantauan/Partisipasi/Pengumpulan Data 8 Rekomendasi 
Informasi di Dalam dan Luar Negeri . 

1 5  Rekomendasi Hasil Studi Kajian Dengan 1 Rekomendasi 
Universitas/Lembaga Think Tank 

1 6  Rekomendasi Kajian Mandiri 1 Rekomendasi 

17 Rekomendasi Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri 4 Rekomendasi 

Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri RI Terkait Isu 
Khusus 

18  Rekomendasi Hasil Lokalrnrya Forum Komunikasi 3 Rekomendasi 
Kelitbangan 

19  Rekomendasi Hasil Forum Debriefing Report Mantan 6 Rekomendasi 
Kepala Perwakilan RI 

20 Rekomendasi Hasil Studi Kajian Dengan 1 Rekomendasi 
Universitas/Lembaga Think Tank 

2 1  Rekomendasi Kajian Mandiri 1 Rekomendasi 
22 Rekomendasi Hasil Seminar/ Forum Diskusi 5 Rekomendasi 
23 Rekomendasi Hasil Lokakruya Internasional 1 Rekomendasi 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

423 .47 1 .00 0 Terkait Isu di 
Kawasan Asia 
Pasifik, Timur 
Tengah, dan Afrika 

357 .222 .00 0 Terkait Isu di 
Kawasan Asia 
Pasifik, Timur 
Tengah, dan Afrika 

1 .455.  722.000 Terkait Isu di 
Kawasan Asia 
Pasifik, Timur 
Tengah, dan Afrilrn 

3 1 4 . 600 .000 Terkait Isu di 
Kawasan Asia 
Pasifik, Timur 
Tengah, dan Afrilrn 

357 .230 .000 Terkait Isu pada 
organisasi Regional 
dan Internasional 

505 .602 .000 Terkait Isu pada 
organisasi Regional 
dan Intemasional 

379.64 1 . 000 Terkait Isu pada 
organisasi Regional 
dan Intemasional 

935.623 .000 Terkait Isu pada 
organisasi Regional 
dan Intemasional 

549 .945.000 Terkait Isu pada 
organisasi Regional 
dan Internasional 

355 .054.000 

283 . 240.000 

438 . 1 04 .000 Terkait Isu Khusus 

687.887.000 Terkait Isu Khusus 
58 1 .0 1 0 . 000 
466 . 479.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (0 12) 

Ko de 

1 

0 1 2 . 0 1  

Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

2 

Kementerian Pertahanan 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada K�luaran 
( Output ) 

1 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan 
Tk. Pertama Pertahanan 

2 Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan 
3 Lulusan Kursus Kepemimpinan dan Manajemen 

Pertahanan 
4 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan 

Penganggaran Pertahanan 
5 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan 

Tk. Muda Pertahanan 
6 Lulusan Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan 

Pertahanan 
7 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan Strategis 

Pertahanan 
8 Lulusan Kursus Manajemen Penanggulangan Bencana 

9 Lulusan Kursus Manajemen Pembangunan Kader Bela 

1 0  
Negara 
Lulusan Kursus Manajemen Pembangunan Karakter 
Bangs a 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer 

1 1  Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer Tk. I 

1 2  Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer Tk. Banding 

13 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer Tk. Kasasi 

14 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer Tk. PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat. Hukum Perkara Pidana 
Umum 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 5  Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 1 
Umum Tk. I 

1 6  Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 1 
Umum Tk. Banding 

17 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 1 
Umum Tk. Kasasi 

18 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 1 
Umum Tk. PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Penggugat 

1 9  Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 
Perdata/TUN Penggugat Tk. I 

20 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 
Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding 

2 1  Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 
Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi 

22 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 
Perdata/TUN Pemohon Tk. PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Tergugat 

23 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 
Perdata/TUN Tergugat Tk. I 

24 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 
Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding 

3 

Orang 

Orang 
Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

La po ran 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

La po ran 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

La po ran 

(dalam rupial 

Besa ran Keterangan 

4 5 

4.092 . 000 Orang per kegiatan 

4 .030 .000 Orang per kegiatan 
5 . 890 .4 1 1  Orang per kegiatan 

4 . 0 1 2 .000 Orang per kegiatan 

4 . 036 .200 Orang per kegiatan 

3 . 9 1 4 .655 Orang per kegiatan 

4 .926 .000 Orang per kegiatan 

5 .068 . 8 1 6  Orang per kegiatan 

4 . 846 .650 Orang per kegiatan 

5 .439 .225 Orang per kegiatan 

3 . 162 .000 Per perkara 

1 .393.000 Per perkara 

1 .393 .000 Per perkara 

1 .756 .000 Per perkara 

9 .507 .000 Per perkara 

2 . 836 .000 Per perkara 

2 . 008 . 000 Per perkara 

4 . 183 .000 Per perkara 

1 4 . 1 79 . 000 Per perkara 

5 . 6 1 6 .000 Per perkara 

6 . 892 .000 Per perkara 

8 . 4 1 7 .000 Per perkara 

1 1 . 97 1 .000 Per perkara 

4 .658 .000 Per perkara 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) 

Volume dan 
Kode Uraian 

Satuan Ukur 
1 2 3 

25 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 La po ran 
Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi 

26 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 1 Laporan 
Perdata/TUN Termohon Tk. PK 
Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan 
Perdamaian 

27 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan 1 Orang 
Perdamaian 
Lulusan K�rsus Intensif Bahasa Inggris Wilayah 

28 Lulusan Kursus Intensif Bahasa lnggris Wilayah 1 Orang 
Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar 

29 Kibina Tk. Dasar Sesko TNI 1 Orang 
30 Kibina Tk. Dasar Sesko Matra 1 Orang 

Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa 

3 1  
Inggris 
Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris 1 Orang 
Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris 

32 KIBI Reguler 1 Orang 
33 KIBI Executive , PNS,  Satpur, Alih Bahasa, IELTS 1 Orang 

Lulusan Kursus Persiapan Casis Sesko 
34 Lulusan Kursus Persiapan Casis Sesko 1 Orang 

Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. 

35 
Menengah 
Lulusan Kursus lntensif Bahasa Indonesia Tk. Menengah 1 Orang 
Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia PA SAF 

36 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia PA SAF 1 Orang 
Lulusan Kursus Intensif Bahasa Asing (Non Inggris) 

37 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Asing (Non lnggris) 1 Orang 

Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Pengelolaan 
BMN Pertahanan 

38 Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan 1 Orang 
39 Kursus Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Orang 
40 Lulusan Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan 1 Orang 

Anggaran Pertahanan 
Lulusan Diklat Minu 

4 1  Lulusan Diklat Minu 1 Orang 
Lulusan Diktat Teknis Administrasi Jabatan Penyusun 
dan Jabatan Setingkat 

42 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Penyusun 1 Orang 
dan Jabatan Setingkat 
Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengolah 
dan Jabatan Setingkat 

43 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengolah dan 1 Orang 
J abatan Setingkat 
Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan 
Pengadministrasi dan Jabatan Setingkat 

44 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan 1 Orang 
Pengadministrasi dan Jabatan Setingkat 
Lulusan Diklat Teknis Ahli Golongan dari Golongan II 
ke Golongan III bagi PNS 

45 Lulusan Diklat Teknis Ahli Golongan dari Golongan II ke 1 Orang 
Golongan III bagi PNS 

012.21  Markas Besar TNI 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 

Peserta Penggelaran Satgas Operasi Tempur TNI 
1 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Tempur TNI 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

5 .692 .000 Per perkara 

7 . 592 .000 Per perkara 

3 . 904.00 O Orang per kegiatan 

3 . 904.000 Orang per kegiatan 

5 .704.000 Orang per kegiatan 
5 . 704.000 Orang per kegiatan -

3 . 904.000 Orang per kegiatan 

3 . 904.000 Orang per kegiatan 
3 . 904.000 Orang per kegiatan 

5 .704.000 Orang per kegiatan 

5 .704.000 Orang per kegiatan 

5 .704.000 Orang per kegiatan 

3 . 904.000 Orang per kegiatan 

3 .708 .983 Orang per kegiatan 
3 .883 .400 Orang per kegiatan 

3 .772 . 2 1 1  Orang per kegiatan 

3 . 287 . 000 Orang per kegiatan 

3 . 832 .000 Orang per kegiat� 

3 . 832 .000 Orang per kegiatan 

3 . 832 .000 Orang per kegiatan 

3 , 832 .000 Orang per kegiatan 

250.355 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI 
2 Perbatasan/Pulau Terluar 1 Orang 
3 Daerah Rawan (Rahwan) 1 Orang 

Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelejen Taktis TNI 
4 Peserta Satgas Operasi Intelejen Taktis TNI 1 Orang 

Peserta Operasi Rutin Integratif 
5 Peserta Operasi Rutin Integratif 1 Orang 

Peserta Operasi Intelejen Rutin 
6 Rayon I 1 Orang 
7 Rayon II 1 Orang 
8 Rayon III 1 Orang 
9 Rayon IV 1 Orang 
1 0  Rayon V 1 Orang 

Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Strategis TNI 
1 1  Peserta Satgas Ops Intelejen Strategis TNI 1 Orang 

Calon Perwira Karier (PAPK) 
1 2  Seleksi Penerimaan ( Werving) Calon Perwira Prajurit Karier 1 Orang 

TNI 
Calon PSDP Penerbang 

1 3  Seleksi penerimaan ( Werving) Calon Perwira PSDP Pnb TNI 1 Orang 

Calon Mahasiswa Beasiswa PAPK 
14  Seleksi Penerimaan ( Werving) Mahasiswa Beasiswa <:;alon 1 Orang 

PA PK TNI 
Lulusan Dikma Candradimuka Capratar 

1 5  Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Pria) 1 Orang 

1 6  Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Wanita) 1 Orang 
Lulusan Dikma Candradimuka Pratar 

1 7  Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar 1 Orang 
Lulusan Dikma Candradimuka Koptar 

1 8  Lulusan Dikma Candradimuka Koptar 1 Orang 
Lulusan Dikma PSDP Penerbang 

19  Pendidikan Pertama (Dikma) PSDP Penerbang TNI 1 Orang 
Lulusan Diklan PSDP Penerbang 

20 Pendidikan Lanjutan PSDP Penerbang TNI 1 Orang 
Lulusan Dikma Pa PK Pria 

2 1  Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria TNI 1 Orang 
Lulusan Dikma Pa PK Wanita 

22 Pendidikan Pertama Pa PK Wanita TNI 1 Orang 
Calon Taruna 

23 Seleksi Penerimaan ( Werving) Calon Taruna/Taruni 1 Orang 
Akademi TNI 
Peserta .Sesko TNI 

24 Seleksi Dikreg Sesko TNI 1 Orang 
25 Lulusan Sesko TNI 1 Orang 

Lulusan Pendidikan Spesialisasi/Pengembangan Profesi 
TNI 

26 Lulusan Dikbangspes Sus Pa TNI 1 Orang 
27 Lulusan Dikbangspes Sus Ba TNI 1 Orang 
28 Lulusan Dik SIP TNI 1 Orang 
29 Lulusan Sm�iab Kimil 1 Orang 
30 Lulusan Susiab Ormil TNI 1 Orang 
3 1  Lulusan Suspa Minlakhara 1 Orang 
32 Lulusan Suspa Masmil 1 Orang 
33 Lulusan Suspa Humas TNI 1 Orang 
34 Kursus Perwira Dasara Intelejen 1 Orang 
35 Kursus Perwira Kontra IntelUen 1 Orang 
36 Kursus Perwira Intel�jen Strategis Tk.I  1 Orang 
37 Kursus Perwira Ass Athan 1 Orang 
38 Kursus Perwira Sandi dan Intelijen TNI 1 Orang 
39 Kursus Bintara Sandi dan Intelijen TNI 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

240 . 172 
257 . 172 

3 1 4.783 

55 .66 1 

1 44 .483 
147 .483 
1 53 .483 
1 54 .483 
162 .483 

407.038 

1 3 . 1 50 . 000 

26 .250 .000 

1 3 . 1 50 . 000 

7 . 973 .796 
8 . 693 . 7 1 3  

4 .854 .636 

5 . 103 . 1 59 

9 . 223 .693 

8 . 306 .945 

7 .827 .003 

7 .959 .667 

22 .380 .000 

97 1 .000 
5 .732 .323 

3 .934.783 
3 . 337 .383 

1 1 . 18 1 .277 
4 . 1 05 .240 
4 . 1 05 .240 
4 .085 .240 
4 . 085 . 240 
4 . 06 1 .040 
4 . 2 1 2 .333 
4 .487 . 6 1 3  
4 .289 .533 
5 .844.506 
4 . 1 1 2 .364 
3 . 8 1 5 . 1 9 1  
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

40 Kursus Bintara Dasar Intelijen TNI 1 Orang 
4 1  Sekolah Perwira Manajemen dan Analisis Intelijen 1 Orang 

Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri 

42 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri 1 Orang 
Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri 

43 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri 1 Orang 
Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana 
Militer 

44 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer 1 Laporan 

45 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara 1 Laporan 
Pidana Militer 

46 Penuntutan dan pengolahan upaya Kasasi Perkara Pidana 1 Laporan 
Militer 

47 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara 1 Laporan 
Pidana Militer 

48 Penuntutan dan Pengolahan Pelanggaran Pidana Militer 1 Laporan 

Laporan Pembinaan Napi 
49 Pembinaan Napi Prajurit TNI I Laporan 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer 

50 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I 1 Laporan 
5 1  Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 La po ran 

Banding 
52 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Laporan 

Kasasi 
53 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK 1 Laporan 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Um um 

54 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I 1 Laporan 
55 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 La po ran 

Banding 
56 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 

Kasasi 
57 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 

PK 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Penggugat 

58 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Penggugat Tk. I 

59 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Pembanding Tk. Banding 

60 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Pemohon Tk. Kasasi 

6 1  Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN I Laporan 
Pemohon Tk. PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Tergugat 

62 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Tergugat Tk. I 

63 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Terbanding Tk. Banding 

64 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Termohon Tk. Kasasi 

65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Termohon Tk. PK 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

3 . 847 .775 
7 .365 .647 

1 . 1 62 . 8 1 6  

106 .938 

1 .792 .000 
284.000 

284.000 

1 .07 1 .000 

432 . 000 

1 6 .0 1 1  

3 . 162 .000 
1 .393 .000 

1 .393 .000 

1 .756. 000 

9 . 507 .000 
2 . 836 .000 

2 . 008 .000 

4 . 1 83 . 000 

1 4 . 179 .000 

5 .623 .000 

6 . 892 .000 

8 . 4 1 7 .000 

1 1 .97 1 .000 

4 .658 .000 

5 .692 . 000 

7 . 592 .000 

I 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

0 12.22 MARKAS BESAR TNI AD 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output) 

1 Lulusan Dik Secapa Reguler Matra Darat 1 Orang 
2 Lulusan Diksargolan Secapa 1 Orang 
3 Lulusan Seskoad 1 Orang 
4 Lulusan Selapa Matra Darat 1 Orang 
5 Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Darat 1 Orang 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 
Peserta Latihan Kematraan 

6 Latihan Perorangan Rayon I 1 Orang 
7 Latihan Perorangan Rayon II 1 Orang 
8 Latihan Perorangan Rayon III 1 Orang 
9 Latihan Perorangan Rayon IV 1 Orang 
1 0  Latihan Perorangan Rayon V 1 Orang 
1 1  Latihan Satuan Rayon I 1 Orang 
1 2  Latihan Satuan Rayon II 1 Orang 
13  Latihan Satuan Rayon III 1 Orang 
1 4  Latihan Satuan Rayon I V  1 Orang 
1 5  Latihan Satuan Rayon V 1 Orang 
1 6  Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon I 1 Orang 
1 7  Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon II 1 Orang 
18  Latihan an tar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon Ill 1 Orang 
1 9  Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon IV 1 Orang 
20 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon V 1 Orang 
2 1  Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon I 1 Orang 
22 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon II 1 Orang 
23 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon III 1 Orang 
24 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon IV 1 Orang 
25 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon V 1 Orang 

Peserta Latihan Bersama Interilasional di Luar Negeri 
26 Latma Internasional di Luar Negeri GUN Pesawat Komersiil 1 Orang 
27 Latma Internasional di Luar Negeri GUN Pesawat TNI AU 1 Orang 
28 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri 
29 Latma Internasional di dalam Negeri dengan Pelibatan 1 Orang 

Alutsista 
30 Latma Internasional di dalam Negeri tanpa Pelibatan 1 Orang 

Alutsista 
Lulusan Dikma Sertar 

3 1  Sersan Taruna Pria 1 Orang 
32 Sersan Taruna Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Sermadatar 
33 Sermadatar Pria 1 Orang 
34 Sermadatar Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Sermatutar 
35 Sermatutar Pria 1 Orang 
36 Sermatutar Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat 
37 Secaba Pria Rayon I 1 Orang 
38 Secaba Pria Rayon II 1 Orang 
39 Secaba Pria Rayon Ill 1 Orang 
40 Secaba Pria Rayon IV 1 Orang 
4 1  Secaba Pria Rayon V 1 Orang 

Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat 
42 Secaba Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Secatam Matra Darat 
43 Secata Rayon I 1 Orang 
44 Secata Rayon II 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

3 . 370 .000 
4 . 1 89 .700 
4 .264.400 
3 .487 .000 
3 . 227 .500 

64 .359 
65 .894 
68 .704 
7 1 .984 
78 . 584 
47 .395 
49 .763 
5 1 .428 
53 . 9 1 4  
58 .096 

408.343 
439 . 3 1 8  
469.547 
503 .04 1 
564.946 
96 1 .947 

1 .002.095 
1 .033 .298 
1 .090 .2 1 6  
1 . 162 . 1 2 1  

3 . 1 38 . 773 
1 .647.037 

288 .6 1 6  

170 .079 

5 . 586 . 100 
5 .735 .600 

5 .830 .500 
5 .979.900 

6 .27 1 .000 
6 . 4 1 9 .400 

4 . 588.600 
4 .653 . 100  
4 .803 . 1 00 
4 .837 . 500 
5 .02 1 .900 

4 .927 .900 

4 .467 .600 
4 .53 1 .300 

f NY www.jdih.kemenkeu.go.id



- 24 -

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) (dalam rupiah) 

Ko de Uraian 
Volume dan Besaran · Keterangan 
Satuan Ukur 

1 2 3 4 5 

45 Secata Rayon III 1 Orang 4 .68 1 .300 
46 Secata Rayon IV 1 Orang 4 .7 1 5 . 100 
47 Secata Rayon V 1 Orang 4 .898.900 

Calon Bintara Matra Darat 
48 Calon Bintara Matra Darat 1 Orang 5 .600 .000 

Calon Tamtama Matra Darat 
49 Calon Tamtama Matra Darat 1 Orang 4 .000 .000 

Lulusan Diksargolan Perwira Matra Darat 
50 Diksargolan Perwira 1 Orang 4.86 1 . 200 

Lulusan Diksargolan Bintara Matra Darat 

5 1  Diksargolan Bintara Pria Rayon I 1 Orang 2 . 846.700 
52 Diksargolan Bintara Pria Rayon II 1 Orang 2 . 9 1 0 .000 
53 Diksargolan Bintara Pria Rayon III 1 Orang 2 .999.400 
54 Diksargolan Bintara Pria Rayon IV 1 Orang 3 .034.200 
55 Diksargolan Bintara Pria Rayon V 1 Orang 3 . 2 1 7 . 500 

Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Darat 
56 Diksargolan Tamtama Rayon I 1 Orang 2 . 695.800 
57 Diksargolan Tamtama Rayon II 1 Orang 2 . 762 .300 
58 Diksargolan Tamtama Rayon III 1 Orang 2 .845 .800 
59 Diksargolan Tamtama Rayon IV 1 Orang 2 .887.000 
60 Diksargolan Tamtama Rayon V 1 Orang 2 .974. 100 

Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat 
6 1  Rayon I 1 Orang 3 . 073 . 500 
62 Rayon II 1 Orang 3 . 1 35 .800 
63 Rayon III 1 Orang 3 . 233 .900 
64 Rayon IV 1 Orang 3 .293 .200 

65 Rayon V 1 Orang 3 .450 .600 
Peserta Secapareg Matra Darat 

66 Rayon I 1 Orang 1 . 508 .000 
67 Rayon II 1 Orang 1 . 5 1 8 . 000 
68 Rayon III 1 Orang 1 . 527 .000 
69 Rayon IV 1 Orang 1 .532 .000 
70 Rayon V 1 Orang 1 . 536 .000 

Peserta Secabareg Matra Darat 
7 1  ·Rayon I 1 Orang 1 . 126 .000 
72 Rayon II 1 Orang 1 . 140 .000 
73 Rayon III 1 Orang 1 . 1 73 .000 
74 Rayon IV 1 Orang 1 . 1 80 .000 
75 Rayon V 1 Orang 1 .220 .000 

Peserta Seskoad 
76 Rayon I 1 Orang 5 . 670.000 
77 Rayon II 1 Orang 5 .696 .000 
78 Rayon III 1 · orang 5 . 672 .000 
79 Rayon IV 1 Orang 5 .686 .000 
80 Rayon V 1 Orang 5 . 765 .000 

Peserta Selapa Matra Darat 
8 1  Rayon I 1 Orang 3 .770.000 
82 Rayon II 1 Orang 3 . 795 .000 
83 Rayon III 1 orang 3 . 859.000 
84 Rayon IV 1 Orang 3 .87 1 .000 
85 Rayon V 1 Orang 3 .898.000 

Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Darat 
86 Rayon I 1 Orang 2 . 708.800 
87 Rayon II 1 Orang 2 .768.800 
88 Rayon III 1 Orang 2 . 9 1 8 . 800 
89 Rayon IV 1 Orang 2 .95 1 . 500 
90 Rayon V 1 Orang 3 . 084.400 

Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat 
9 1  Rayon I 1 Orang 2 . 597 . 500 
92 Rayon II 1 Orang 2 . 660 .700 
93 Rayon III 1 Orang 2 .745 . 000 I 

? /Jf?I/ www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 2 5  -

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)  

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

94 Rayon IV 1 Orang 
95 Rayon V 1 Orang 

Peserta Dikbangspes Matra Darat 
96 Rayon I 1 Orang 
97 Rayon II 1 Orang 
98 Rayon III 1 Orang 
99 Rayon IV 1 Orang 
100 Rayon V 1 Orang 

Lulusan Pendidikan Keahlian 
1 0 1 Rayon I 1 Orang 
102 Rayon II 1 Orang 
103 Rayon III 1 Orang 
104 Rayon IV 1 Orang 
105 Rayon V 1 Orang 

Lulusan Dik Iptek 
106 Dik Iptek S- 1 1 Orang 
107 Dik lptek D-3 (Rayon I )  1 Orang 
1 08 Dik Jptek D-3 (Rayon II) 1 Orang 
109 Dik Iptek D-3 (Rayon III) 1 Orang 
1 10 Dik Iptek D-3 (Rayon IV) 1 Orang 
1 1 1  Dik Iptek D-3 (Rayon V) 1 Orang 
1 12 Dik Iptek SMK (Rayon I) 1 Orang 
1 1 3 Dik Iptek SMK (Rayon II) 1 Orang 
1 14 Dik lptek SMK (Rayon III) 1 Orang 
1 1 5 Dik lptek SMK (Rayon IV) 1 Orang 
1 16 Dik lptek SMK (Rayon V) 1 Orang 

Peserta Dik Profesi dan Keahlian 
1 17 Rayon I 1 Orang 
1 18 Rayon II 1 Orang 
1 19 Rayon III 1 Orang 
120  Rayon IV 1 Orang 
1 2 1  Rayon V 1 Orang 

Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit 
122  Penyidikan Perkara Pidana Prajurit 1 La po ran 

Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit 
123 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit 1 Laporan 

Laporan Pengurusan Tahanan Sementara 
1 24 Pengurusan Tahanan Sementara 1 Laporan 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer 

125 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I 1 Laporan 
126 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Mi1iter Tk. 1 La po ran 

Banding 
127 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 La po ran 

Kasasi 
128 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK 1 Laporan 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Um um 

129 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I 1 Laporan 
130 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 

Banding 
13 1 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 

Kasasi 
132 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 

PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Penggugat 

133 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Penggugat Tk. I 

134 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Penggugat Tk. Banding 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

2 . 780 .300 
2 . 977 .200 

1 .07 1 .000 
1 .085 .000 
1 . 1 1 8 . 000 
1 . 1 2 5 .000 
1 . 1 6 5 .000 

3 .327 . 500 
3 .44 1 .000 
3 . 44 1 .000 
3 .474. 500 
3 . 658 .000 

3 .237 .200 
2 . 759.600 
2 . 822 .900 
2 . 872 .900 
2 . 906 .300 
3 . 089 .700 
2 .696 . 400 
2 . 759 .700 
2 . 809.700 
2 . 842 .900 
3 .026 .200 

1 .642 .000 
1 .656 .000 
1 .679 .000 
1 .686.000 
1 .699 .000 

4 .026 .000 

1 .432.000 

1 1 .587 

3 . 1 6 2 . 000 
1 .393 .000 

1 .393 .000 

1 .756 .000 

9 . 507 .000 
2 . 836 .000 

2 . 008 .000 

4 . 1 83 .000 

14 . 1 79 .000 

5 .623 .000 

/ 
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Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

135 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Penggugat Tk. Kasasi 

136 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Penggugat Tk. PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Tergugat 

137 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
138 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
139 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 

Tergugat Tk. Kasasi 
140 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Lap or an 

Tergugat Tk. PK 

0 12.23 MARKAS BESAR TNI AL 
SBK Indeks Biaya Keluaran pada Sub Keluaran ( Sub 

Output I 
Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Taktis TNI 

1 Penggelaran Satgas Operasi Intel Taktis TNI 1 Orang 
Calon Bintara Matra Laut 

2 Calon Bintara Matra Laut 1 Orang 
Calon Tamtama Matr!l Laut 

3 Calon Tamtama Matra Laut 1 Orang 
Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL 

4 Latihan Matra Laut (Rayon I) 1 Orang 
5 Latihan Matra Laut (Rayon II) 1 Orang 
6 Latihan Matra Laut (Rayon III) 1 Orang 
7 Latihan Matra Laut (Rayon IV) 1 Orang 
8 Latihan Matra Laut (Rayon V) 1 Orang 

Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri 
9 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri 1 Orang 

Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri 
10  Latihan Bersama Internasional di  Dalam Negeri 1 Orang 

Peserta Diklapa 
1 1  Peserta Diklapa 1 Orang 

Peserta Diktukpa 
1 2  Peserta Diktukpa 1 Orang 

Peserta Diktukba 
13  Peserta Diktukba 1 Orang 

Lulusan Dikma Serkad 
14 Dikma Sertar Pria 1 Orang 
1 5  Dikma Sertar Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Sermadakad 
16  Dikma Sermadatar Pria 1 Orang 
1 7  Dikma Sermadatar Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Sermatukad 
18  Dikma Sermatukar Pria 1 Orang 
19  Dikma Sermatukar Wanita 1 Orang 

Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut 
20 Diksargolan Perwira Pa PK Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut 
2 1  Dikma Bintara Pria Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut 
22 Dikma Bintara Wanita Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut 
23 Diksargolan Bintara Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Dikma Secatam Matra Laut 
24 Dikma Tamtama Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut 
25 Diksargolan Tamtama Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Dik Seskoal 
26 Dik Seskoal 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

6 .892 .000 

8 . 4 1 7 .000 

1 1 .97 1 .000 
4.658 .000 
5 . 692 .000 

7 . 592 .000 

Orang per hari 
404.066 

Orang per kegiatan 
5 .250 .000 

Orang per kegiatan 
3 . 500 .000 

Orang per hari 
76 .683 
77 .883 
8 1 .483 
83 .883 
89.883 

Orang per hari 
1 . 292 .994 

Orang per hari 
1 17 . 583 

Orang per kegiatan 
3 . 489. 520 

Orang per kegiatan 
2 . 787.730 

Orang per kegiatan 
3 . 179 .350 

Orang per bulan 
6 . 967.660 
7 . 1 76 .383 

Orang per bulan 
7 . 1 88 .997 
7 . 408 .300 

Orang per bulan 
7 . 936 .3 1 6  
8 . 169 .650 

Orang per bulan 
4.635 .000 

Orang per bulan 
7 .034.473 

Orang per bulan 
7 . 197 .833 

Orang per bulan 
3 . 240.000 

Orang per bulan 
6 . 8 1 6 .833 

Orang per bulan 
3 . 0 1 5 .000 

Orang per bulan 
5 . 249.833 

J 
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1 2 3 

Lulusan Diklapa 
27 Diklapa Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Diktukpa 
28 Diktukpa Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Diktukba 
29 Diktukba Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Dikbangspes Perwira/PNS Sederajat Matra Laut 
30 Dikbangsus Perwira Matra Laut 1 Orang 

Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS Sederajat Matra Laut 

3 1  Dikbangsus Bintara Matra Laut 1 Orang 
Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS Sederajat Matra 
Laut 

32 Dikbangsus Tamtama Matra Laut I Orang 
Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut 

33 Diksus Managemen Strategik Matra Laut I Orang 
Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut 

34 Diksus Penerbang Matra Laut 1 Orang 
Lulusan Diksus Brevet Matra Laut 

35 Diksus Brevet Matra Laut 1 Orang 
Lulusan Dik Lainnya 

36 Dik STTAL D-3 1 Orang 
37 Dik STTAL S- 1 1 Orang 
38 Dik STTAL S-2 1 Orang 

Peserta Kursus Manajemen Strategik 
39 Peserta Kursus Mana,jemen Strategik 1 Orang 
40 Peserta Seskoal 1 Orang 

Peserta STTAL 
4 1  Seleksi Dik D-3 STTAL 1 Orang 
42 Seleksi Dik S- 1 STTAL 1 Orang 

Peserta Dikspespa 
43 Peserta Dikspespa 1 Orang 

Peserta Dikspesba 
44 Peserta Dikspesba 1 Orang 

Peserta Dik Brevet 

45 Peserta Dik Brevet 1 Orang 
Peserta Penerbang TNI AL 

46 Peserta Penerbang TNI AL 1 Orang 
Laporan Pembinaan Hukum 

47 Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut 1 Laporan 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer 

48 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I 1 Laporan 
49 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Laporan 

Banding 
50 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Laporan 

5 1  
Kasasi 
Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK 1 Laporan 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Um um 

52 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I 1 Laporan 

53 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 
Banding 

54 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 La po ran 
Kasasi 

55 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 La po ran 
PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hokum Perkara 
Perdata/TUN Penggugat 

56 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Penggugat Tk. I 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

Orang per bulan 
3 . 537 . 166 

Orang per bulan 
4 . 045 .750 

Orang per bulan 
3 . 844. 1 56 

Orang per bulan 
3 .640 . 142 

Orang per bulan 
3 . 1 3 3 . 200 

Orang per bulan 

2 .920 .833 
Orang per bulan 

4 .065 .000 
Orang per bulan 

5 . 093 .39 1 
Orang per bulan 

4 .277 . 4 1 5  
Orang per bulan 

3 . 024.583 
3 . 325 .000 
3 . 680 .000 

Orang per kegiatan 
4 .265 .860 
4 .502 .460 

Orang per kegiatan 
3 . 3 1 7 .860 
3 . 445.360 

Orang per kegiatan 
2 . 445.860 

2 .344.860 
Orang per kegiatan 

3 . 8 62 . 150  
Orang per kegiatan 

3 .862 . 1 50 
Laporan 

1 1 . 5 1 8 . 000 
Laporan 

3 . 1 62 . 000 
1 .393.000 

1 . 393 .000 

1 .756 .000 

La po ran 

9 . 507 .000 
2 . 836 .000 

2 . 008 .000 

4 . 1 83 . 000 

Laporan 

14 . 1 79 .000 

,, 
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1 2 3 

57 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 

58 
Penggugat Tk. Banding 
Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Penggugat Tk. Kasasi 

59 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Penggugat Tk. PK 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Tergugat 

60 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Tergugat Tk. I 

6 1  Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Tergugat Tk. Banding 

62 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Lap or an 
Tergugat Tk. Kasasi 

63 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Tergugat Tk. PK 
Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit 

64 Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit 1 Laporan 
Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit 

65 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit 1 Laporan 
Pengurusan Tahanan Sementara 

66 Pengurusan Tahanan Sementara 1 Laporan 

0 1 2.24 MARK.AS BESAR TNI AU 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub OUtput ) 
Operasi Bhakti TNI 

1 Operasi Rutin Udara Integratif 1 Frekuensi 
Dokumen Giat Intelijen 

2 Operasi Intelijen 1 Dokumen 
Peserta Latihan Kematraan 

3 Latihan Matra U dara 1 Orang 
Peserta Latihan Bersama Internasional di Loar Negeri 

4 Latma Internasional Luar Negeri Matra Udara 1 Orang 
Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri 

5 Latma Internasional Dalam Negeri Matra .Udara 1 Orang 
Peserta Sesko Matra Udara 

6 Seleksi Seskoau dan Sustaf Matra Udara 1 Orang 
Peserta Sekkau 

7 · Seleksi Sekkau dan Suspa,iemen Matra Udara 1 Orang 
Peserta Setukpa 

8 Seleksi Setukpa Matra udara 1 Orang 
Peserta Setukba 

9 Seleksi Setukba Matra Udara 1 Orang 
Lulusan Dikma Serkar 

1 0  Pendidikan Serkar Pria 1 Orang 
1 1  Pendidikan Serkar Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Sermadakar 
1 2  Pendidikan Sermadakar Pria 1 Orang 
13  Pendidikan Sermadakar Wanita 1 Orang 

Lulusan Dikma Sermatukar 
14 Pendidikan Sermatukar Pria 1 Orang 
1 5  Pendidikan Sermatukar Wanita 1 Orang 

Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara 
1 6  Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara 1 Orang 

Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara 
17  Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara 1 Orang 

Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara 
1 8  Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

5 . 623 .000 

6 . 892 .000 

8 . 4 17 .000 

Laporan 

1 1 . 97 1 .000 

4 .658 .000 

5 .692 .000 

7 . 592 .000 

Laporan 
4 . 026 .000 

1 .432 . 000 

1 1 . 587 

9 1 .738 Orang per hari 

305.855 Orang per hari 

75 . 1 1 6 Orang per hari 

6 .367 .2 1 4  Orang per hari 

149 .400 Orang per hari 

2 . 239 .050 Orang per kegiatan 

1 . 545.650 Orang per kegiatan 

1 .395.060 Orang per kegiatan 

1 . 205 .480 Orang per kegiatan 

6 . 576.009 Orang per bulan 
6 . 729 .275 Orang per bulan 

6 . 828 .256 Orang per bulan 
6 .982 . 195  Orang per bulan 

7 .757.223 Orang per bulan 
7 .9 1 0 . 085 Orang per bulan 

5 .0 1 1 .8 1 0  Orang per bulan 

4 .5 13 .330 Orang per bulan 

4.683.330 Orang per bulan 
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Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara 
19  Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD 1 Orang 
20 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD 1 Orang 

Lulusan Dikma Secatam Matra Udara 
2 1  Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara 1 Orang 

Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara 
22 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara 1 Orang 

Lulusan Dikma Sekbang/Seknav 
23 Pendidikan Pertama Sekbang/ Seknav 1 Orang 

Lulusan Dikma SIN/SIP 
24 Pendidikan SIP/ SIN 1 Orang 

Lulusan Seskoau 
25 Pendidikan Seskoau 1 Orang 
26 Pendidikan Susstaf 1 Orang 

Lulusan Sekkau 
27 Pendidikan Sekkau 1 Orang 
28 Pendidikan Suspa,jemen 1 Orang 

Lulusan Setukpa 
29 Pendidikan Setukpa 1 Orang 

Lulusan Setukba 
30 Pendidikan Setukba 1 Orang 

Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Udara 
3 1 Dikbangspes Perwira Matra Udara 1 Orang 

Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara 
32 Dikbangspes Bintara Matra Udara 1 Orang 

Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara 
33 Dikbangspes Tamtama Matra Udara 1 Orang 

Peserta Dikbangspes Perwira 
34 Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara 1 Orang 

Peserta Dikbangspes Bintara Tamtama 
35 Seleksi Dikbangspes Bintara/Tamtama Matra Udara 1 Orang 

Caton Bintara Matra Udara 
36 Werving Bintara Matra Udara 1 Orang 

Caton Tamtama Matra Udara 
37 Werving Tamtama Matra Udara 1 Orang 

Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit 
38 Laporan Penyidikan Perkara Pidana Pra,jurit 1 Laporan 

Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit 
39 Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Pra,jurit 1 Laporan 

Pengurusan Tahanan Sementara 
40 Pengurusan Tahanan Sementara 1 La po ran 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Militer 

4 1  Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I 1 Laporan 

42 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara pidana militer Tk. 1 Laporan 

43 
Banding 
Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Laporan 
Kasasi 

44 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk PK 1 Laporan 
Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana 
Um um 

45 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I 1 Laporan 

46 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 
Banding 

47 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 La po ran 
Kasasi 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

2 . 996 .408 Orang per bulan 
2 .996 .408 Orang per bulan / 
4.3 1 2 .060 Orang per bulan 

2 . 727 .575 Orang per bulan 

8 . 744 .258 Orang per bulan 

1 1 . 1 58 .705 Orang per bulan 

4 .709 .836 Orang per bulan 
4 .600 .800 Orang per bulan 

3 .644.483 Orang per bulan 
3 .600.580 Orang per bulan 

3 . 4 1 9 .703 Orang per bulan 

3 .090 . 545 Orang per bulan 

3 .423 .375 Orang per bulan 

2 . 808.075 Orang per bulan 

2 .706.700 Orang per bulan 

7 10 . 1 2 0  Orang per kegiatan 

6 1 1 .280 Orang per kegiatan 

3 .4 19 .003 Orang per kegiatan . 

2 . 5 1 7 .468 Orang per kegiatan 

4.026 .000 Per perkara 

1 .432.000 Per perkara 

1 1 .587 Orang per hari 

3 . 1 62 . 000 Per perkara 
1 .393.000 Per perkara 

1 . 393 .000 Per perkara 

1 .756.000 Per perkara 

9 .507.000 Per perkara 

2 . 836 .000 Per perkara 

2 . 008 .000 Per perkara 
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48 Bantuan dan Nasihat. Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Laporan 
PK 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Penggugat 

49 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Penggugat Tk. I 

50 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Penggugat Tk. Banding 

5 1  Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Penggugat Tk. Kasasi 

52 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Penggugat Tk. PK 

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara 
Perdata/TUN Tergugat 

53 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Tergugat Tk. I 

54 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Terbanding Tk. Banding 

55 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 Laporan 
Terbanding Tk. Kasasi 

56 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN 1 La po ran 
Terbanding Tk. PK 

(dalarn rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

4 . 1 83 .000 Per perkara 

14 . 1 79 .000 Per perkara 

5 .623 .000 Per perkara 

6 . 892 .000 Per perkara 

8 . 4 1 7 .000 Per perkara 

1 1 .97 1 . 000 Per perkara 

4 .658 .000 Per perkara 

5 .692 .000 Per perkara 

7 .592 . 000 Per perkara 
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Ko de Uraian Volume dan 
Be saran Keterangan Satuan Ukur 

1 2 3 4 5 

013.05 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 

1 Penyelesaian Pengaduan 1 Pengaduan 1 0 . 824.000 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Standar Hunian 
2 Standarisasi Hunian dan Keamanan Lapas/Rutan 5 UPI' PAS 322 . 1 70 . 000 

SBK Indeks Biaya �eluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 

Tindak Lanjut MoU 
3 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut MoU Penyelesaian 1 Dokumen 37 .954.000 

Pengaduan 
Penegakkan Kode Etik 

4 Rekomendasi Penegakan Kode Etik 1 Rekomendasi 5 .980 .000 

013.06 Direktorat Jenderal Imigrasi 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output ) 

Operasi Intelijen Keimigrasian 
1 Operasi Intel�jen Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi 1 LHK 72 .956 .000 

Pengawasan dan Pendataan Orang Asing 
2 Pengawasan Orang Asing 1 LHK 73 . 1 06 .000 

Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian yang Disidik 
3 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian 1 Orang 95 .293 .000 

Pendetensian dan Pendeportasian 

4 Pendeportasian oleh Ditjen Imigrasi 1 Orang 3 . 770 .000 
Pengawasan Keimigrasian 

5 Operasi Intelijen Keimigrasian di Aceh 1 LHK 34.670.000 
6 ciperasi Inte4ien Keimigrasian di Sumatera Utara 1 LHK 34.970.000 
7 Operasi Intel�jen Keimigrasian di Riau 1 LHK 34.870.000 
8 Operasi Inte4ien Keimigrasian di Kepulauan Riau 1 LHK 35 .480.000 
9 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jambi 1 LHK 34.440.000 
10 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Barat 1 LHK 35 . 170 .000 
1 1  Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Selatan 1 LHK 35 .450 .000 
12 Operasi Intelijen Keimigrasian di Lampung 1 LHK 32 .070 .000 
13 Operasi Intelijen Keimigrasian di Bengkulu 1 LHK 30 .730 .000 
14 Operasi Intelijen Keimigrasian di Bangka Belitung 1 LHK 3 2 . 580 .000 
1 5  Operasi Intelijen Keimigrasian d i  Banten 1 LHK 30 .250 .000 
16 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Barat 1 LHK 30 .840.000 
17 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jakarta 1 LHK 28 . 550.000 
18 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Tengah 1 LHK 30 .7 1 0 .000 

1 9  Operasi Intelijen Keimigrasian d i  Yogyakarta 1 LHK 29 .050.000 
20 Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Timur 1 LHK 3 1 .330 .000 
2 1  Operasi Intelijen Keimigrasian di Bali 1 LHK 33 .430.000 
22 Operasi Intelijen Keimigrasian di NTB 1 LHK 36 .320 .000 
23 Operasi Intel�jen Keimigrasian di NIT 1 LHK 36 .260 .000 
24 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Barat 1 LHK 34.920 .000 
25 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Tengah 1 LHK 35 .4 1 0 . 000 

26 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Selatan 1 LHK 35 .240. 000 
27 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Timur 1 LHK 36 . 1 50 .000 
28 Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Utara 1 LHK 35 .360 .000 
29 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Utara 1 LHK 35 .600 .000 
30 Operasi Intelijen Keimigrasian di Gorontalo 1 LHK 32 .020 .000 
3 1  Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Barat 1 LHK 34.960.000 

� 
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32 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Selatan 1 LHK 35 .950 .000 
33 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tengah 1 LHK 35 . 1 80 . 000 

34 Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tenggara 1 LHK 3 5 . 1 50 . 000 

35 Operasi Intelijen Keimigrasian di Maluku 1 LHK 36 .220 .000 
36 Operasi Intelijen Keimigrasian di Maluku Utara 1 LHK 36 .490 .000 
37 Operasi Intelijen Keimigrasian di Papua 1 LHK 42.7 1 0 .000 
38 Operasi Intelijen Keimigrasian di Papua Barat 1 LHK 4 1 .475.000 

39 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Aceh 1 LHK 34.670.000 

40 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Utara 1 LHK 34.970 .000 
4 1  Operasi Pemantauan Keimigrasian di Riau 1 LHK 34.870.000 
42 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kepulauan Riau 1 LHK 35 .480.000 

43 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jambi 1 LHK 34.440 .000 
44 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Barat 1 LHK 35 . 170 .000 

45 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Selatan 1 LHK 35.450.000 

46 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Lampung 1 LHK 32 .070 .000 

47 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bengkulu 1 LHK 30 .730 .000 

48 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bangka Belitung 1 LHK 32 .580.000 
49 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Banten 1 LHK 30 .250 .000 
50 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Barat 1 LHK 30 .840.000 
5 1  Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jakarta 1 LHK 28 .550 .000 
52 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Tengah 1 LHK 30 .7 1 0 . 000 
53 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Yogyal{arta 1 LHK 29 .050 .000 
54 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Timur 1 LHK 3 1 .330 .000 
55 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bali 1 LHK 33 .430 .000 

56 Operasi Pemantauan Keimigrasian di NTB 1 LHK 36 .320 .000 
57 Operasi Pemantauan Keimigrasian di NTT 1 LHK 36 .260 . 000 
58 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Barat 1 LHK 34.920.000 

59 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Tengah 1 LHK 35 .4 1 0 .000 

60 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Selatan 1 LHK 35 . 240 .000 

6 1  Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Timur 1 LHK 36 . 1 5.0 .000 
62 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Utara 1 LHK 35 .360.000 

63 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Utara 1 LHK 35 .600 .000 
64 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Gorontalo 1 LHK 32 .020.000 
65 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Barat 1 LHK 34.960 . 000 

66 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Tengah 1 LHK 35 . 140 .000 

67 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara 1 LHK 35 . 1 50 . 000 

68 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Maluku 1 LHK 36 .220 .000 
69 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Maluku Utara 1 LHK 30 .7 1 0 .000 
70 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Papua 1 LHK 42 . 7 1 0 .000 
7 1  Operasi Pemantauan Keimigrasian di Papua Barat 1 LHK 4 1 .475 . 000 
72 Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Selatan 1 LHK 35 .950.000 

73 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Aceh 1 LHK 93.240 . 000 
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74 Operasi. Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera 1 LHK 82 .520 .000 
Utara 

75 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Riau 1 LHK 95 .560 .000 
76 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di 1 LHK 97.430.000 

Kepulauan Riau 

77 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jambi 1 LHK 79.680 .000 
78 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera 1 LHK 97.750 . 000 

Barat 
79 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera 1 LHK 84.470.000 

Sela tan 
80 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Lampung 1 LHK 93 .630 .000 

8 1  Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bengkulu 1 LHK 8 1 .250.000 

82 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bangka 1 LHK 96 .720 .000 
Be Ii tung 

83 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di B'.Ulten 1 LHK 97 . 180 .000 

84 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di J awa 1 LHK 87 .600 .000 
Barat 

85 Operasi Gabungan Pengawasari Keimigrasian di J a:karta 1 LHK 97 . 130 .000 

86 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di J awa 1 LHK 93.650 .000 
Tengah 

87 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di 1 LHK 82 . 540 .000 
Y ogya:karta 

88 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa 1 LHK 97 .270 .000 
Timur 

89 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bali 1 LHK 1 1 6 .680 .000 

90 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di NTB 1 LHK 106 .640.000 

9 1  Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di NTT 1 LHK 104 . 2 1 0 .000 

92 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di 1 LHK 9 5 . 6 1 0 .000 
Kalimantan Barat 

93 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Tengah 1 LHK 82 .270 .000 

94 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di 1 LHK 98 .240.000 
( Kalimantan Selatan 

95 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di 1 LHK 104 . 1 00 .000 
Kalimantan Timur 

96 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di 1 LHK 1 00 . 1 60 . 000 
Kalimantan Utara 

97 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi 1 LHK 98.390 . 000 
Utara 

98 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Gorontalo 1 LHK 9 1 .660 .000 

99 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sukawesi 1 LHK 97 .600 .000 
Barat 

100 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di  Sulawesi 1 LHK 104 .530 . 000 
Sela tan 

10 1 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi 1 LHK 97 .300 .000 
Tengah 

102 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi 1 LHK 96. 260.000 
Tenggara 

103 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Maluku 1 LHK 100 .060.000 

www.jdih.kemenkeu.go.id



!··;11 r. � )  t · 1 .:_ r·� i t··_ E � t J .1\ l\iC:11, r\1 
� ! :  _ _  - ' .; · 1 . {·n i i <. ; ; · J C: (� d\! F �:-::: 1 /\ · 

- 34 -

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013) (dalam rupiah) 

Ko de Uraian 
Volume dan 

Be saran Keterangan 
Satuan Ukur 

1 2 3 4 5 

104 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Maluku 1 LHK 1 02 .970.000 
Utara 

105 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Papua 1 LHK 130 .223 .000 
106 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Papua 1 LHK 1 20 .348 . 000 

Barat 

Penindakan Keimigrasian 
107 Penyidikan Keimigrasian di Aceh 1 LHK 103 .948.000 
108 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Utara 1 LHK 106 .232 .000 
109 Penyidikan Keimigrasian di Riau 1 LHK 103 .870.000 
1 10 Penyidikan Keimigrasian di Kepri 1 LHK 105 .62 1 .000 
1 1 1  Penyidikan Keimigrasian di Jambi 1 LHK 103 .283 .000 
1 12 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Barat 1 LHK 105 .446.000 
1 13 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Selatan 1 LHK 106 .3 1 2 . 000 
1 14 Penyiqikan Keimigrasian di Lampung 1 LHK 94.906 .000 
1 1 5 Penyidikan Keimigrasian di Bengkulu 1 LHK 96 .9 1 6 .000 
1 16 Penyidikan Keimigrasian di Bangka Belitung 1 LHK 96. 1 36 . 000 
1 17 Penyidikan Keimigrasian di Banten 1 LHK 93 .054.000 
1 18 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Barat 1 LHK 89. 598.000 
1 1 9 Penyidikan Keimigrasian di Jakarta 1 LHK 95 .293.000 
120 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Tengah 1 LHK 89 . 033 .000 
12 1 Penyidikan Keimigrasian di Yogyakarta 1 LHK 88.602 .000 
122 Penyidikan Keimigrasian di  Jawa Timur 1 LHK 92 .994.000 
123 Penyidikan Keimigrasian di Bali 1 LHK 96 .778 .000 
124 Penyidikan Keimigrasian di NTB 1 LHK 108 . 165 .000 
125 Penyidikan Keimigrasian di  NTT 1 LHK 108 .223 .000 
126 Penyidikan Keimigrasian di  Kalimantan Barat 1 LHK 1 0 5 .074.000 
127 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Tengah 1 LHK 104 .840.000 
128 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Selatan 1 LHK 105 .493 . 000 
129 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Timur 1 LHK 1 07 . 696.000 
130 Penyidikan Keimigrasian di  Kalimantan Utara 1 LHK 105 .874.000 
13 1 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Utara 1 LHK 106 .080.000 
132 Penyidikan Keimigrasian di Gorontalo 1 LHK 103 .562 .000 
133 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Barat 1 LHK 105 .599.000 
134 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Selatan 1 LHK 107 .775 .000 
135 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tengah 1 LHK 1 04.72 1 .000 
136 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara 1 LHK 106 .042.000 
137 Penyidikan Keimigrasian di Maluku 1 LHK 107 .6 1 5 . 000 
138 Penyidikan Keimigrasian di Maluku Utara 1 LHK 1 09 .827 .000 
139 Penyidikan Keimigrasian di Papua 1 LHK 30 .7 1 0 .000 
140 Penyidikan Keimigrasian di Papua Barat 1 LHK 128 .47 1 .000 

Penanganan Deteni 
1 4 1  Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Aceh 1 Orang 25 .688.000 
142 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Sumatera 1 Orang 24.326.000 

Utara 
143 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Riau 1 Orang 1 3 . 590 .000 
144 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Kepri 1 Orang 1 2 .450.000 
145 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Jambi 1 Orang 1 2 . 180 .000 
1 46 Pemindahan Detenioleh Kantor Imigrasi di Sumatera 1 Orang 2 1 .898 . 000 

Barat 
147 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Sumatera 1 Orang 1 9 . 9 18 .000 

Sela tan 
148 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Bengkulu 1 Orang 1 1 .960.000 

149 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Lampung 1 Orang 17 .268.000 

. 
Zi¥YY 
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Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)  

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

150 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Bangka 1 Orang 
Belitung 

1 5 1  Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Banten 1 Orang 
1 52 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Jawa Barat 1 Orang 

153 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Jakarta 1 Orang 
1 54 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah 1 Orang 

1 55 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Yogyakarta 1 Orang 

156 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Jawa Timur 1 Orang 

1 57 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Bali 1 Orang 

158 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  NTB 1 Orang 
159 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  NTT 1 Orang 

160 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Kalimantan 1 Orang 
Barat 

16 1 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan 1 Orang 
Tengah 

162 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Kalimantan 1 Orang 
Sela tan 

163 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan 1 Orang 
Timur 

1 64 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan 1 Orang 
Utara 

165 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Sulawesi Utara 1 • Orang 

166 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Gorontalo 1 Orang 

167 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Sulawesi Barat 1 Orang 

1 68 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi 1 Orang 
Sela tan 

169 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Sulawesi 1 Orang 
Teng ah 

170 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Sulawesi 1 Orang 
Tenggara 

1 7 1 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Maluku 1 Orang 

172 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Maluku Utara 1 Orang 

173 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di  Papua 1 Orang 

174 Pemindahan Deteni oleh Kantor Imigrasi di Papua Barat 1 Orang 

1 75 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di Riau 1 Orang 

176 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di  1 Orang 
Jakarta 

1 77 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jawa 1 Orang 
Teng ah 

178 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di  Jawa 1 Orang 
Timur 

179 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di  Bali 1 Orang 

1 80 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di NTT 1 Orang 

1 8 1  Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 
Kalimantan Barat 

(dalam rupial: 

Be saran Keterangan 

4 5 

1 1 .660 .000 

1 6 . 848 . 000 
1 7 . 979 .000 

1 5 . 864.000 
1 8 .373 . 000 

1 8 . 874.000 

20 .022 .000 

2 2 . 562 .000 

1 1 .490.500 
3 1 .907.000 

24.38 i .OOO 

2 1 . 584.000 

2 1 . 974.000 

2 3 . 885 .000 

23 . 555 .000 

27 .446.000 

3 1 . 1 56 . 000 

3 1 .483 .000 

24 .3 1 1 .000 

28 .907 .000 

24 .557 .000 

3 1 . 1 2 5 . 000 

37 .042 . 000 

43 . 542.000 

50 .385 .000 

1 3 . 590 .000 

1 5 . 864.000 

1 8 . 373 .000 

20 .022 .000 

2 2 . 562.000 

3 1 .907 . 000 

24 .38 1 .000 

,, 
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Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013) 

Volume dan 
Kode Uraian 

Satuan Ukur 
1 2 3 

182 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 
Kalimantan Timur 

1 83 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 
Sulawesi Utara 

184 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 
Sulawesi Selatan 

185 Pemindahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di  Papua 1 Orang 

186 Pemin,dahan Deteni oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 
Sumatera Utara 

187 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Aceh 1 Orang 

188 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Utara 1 Orang 

189 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Riau 1 Orang 

190 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kepri 1 Orang 

1 9 1  Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jambi 1 Orang 
192 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di  Sumatera Barat 1 Orang 

193 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Selatan 1 Orang 

194 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Lampung 1 Orang 

195 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di  Bengkulu 1 Orang 

196 Pendeportasian oleh Kantor lmigrasi di  Bangka Belitung 1 Orang 

197 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Banten 1 Orang 

198 Pendeportasian oleh Kantor Imtgrasi di Jawa Barat 1 Orang 

199 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jakarta 1 Orang 

200 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah 1 Orang 

20 1 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Y ogyakarta 1 Orang 

202 Pendeportasian oleh Kantor Imigr:::i.si di Jawa Timur 1 Orang 

203 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Bali 1 Orang 

204 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di NTB 1 Orang 

205 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di NTT 1 Orang 

206 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Barat 1 Orang 

207 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Tengah 1 Orang 

208 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan 1 Orang 
Sela tan 

209 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Timur 1 Orang 

2 10 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Utara 1 Orang 

2 1 1  Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Utara 1 Orang 

2 1 2 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Gorontalo 1 Orang 

2 13 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Barat 1 Orang 

2 14 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Selatan 1 Orang 

2 1 5  Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Tengah 1 Orang 

2 1 6  Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Tenggara 1 Orang 

2 1 7  Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Maluku 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

23 .885 .000 

27 .446 .000 

24 .3 1 1 .000 

43 .542 .000 

24 .326 .000 

22 .776.000 

2 1 .222 .000 

1 8 . 058.000 

1 9 . 954.000 

1 6 .480 .000 
1 8 . 536 .000 

1 6 .334.000 

1 3 . 489.000 

1 6 .743 .000 

1 4 .997.000 

8 .444 . 000 

7 .490 .000 

3 .770.000 

14 .756 .000 

1 5 . 290 .000 

1 6 . 6 14 .000 

1 9 .296.000 

1 9 .682 . 000 

24.663 .000 

17 .383 .000 

1 8 . 222 .000 

1 8 . 335 .000 

25 .305 .000 

24.975.000 

24.726.000 

23 .9 1 2 .000 

24.239 .000 

2 1 .207 .000 

24.499.000 

1 7 . 892.000 

30 .867.000 
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Kementerian Negara/ Lembaga: Hukum dan HAM (013) 

Ko de Uraian 
Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

2 1 8  Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Maluku Utara 1 Orang 
2 1 9  Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Papua 1 Orang 

220 Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Papua Barat 1 Orang 
22 1 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sumatera 1 Orang 

Utara 
222 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Riau 1 Orang 
223 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 

Kepulauan Riau 
224 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jakarta 1 Orang 
225 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di J awa 1 Orang 

Tem!'ah 
226 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jawa 1 Orang 

Timur 
227 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Bali 1 Orang 

228 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di NTT 1 Orang 

229 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 
Kalimantan Barat 

230 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di 1 Orang 
Kalimantan Timur 

23 1 Pendeportasian oleh Rumal1 Detensi Imigrasi di Sulawesi 1 Orang 
Utara 

232 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sulawesi 1 Orang 
Sela tan 

233 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Papua 1 Orang 

0 13.07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada 
Keluaran ( Output) 

1 Dokumen Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana di 1 Dokumen 
Bidang HKl 

0 1 3 . 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu 30 Orang 

(dalam rnpiah 

Besaran Keterangan 

4 5 

29.798 . 000 
36 .298 .000 
43 . 1 4 1 .000 
2 1 .222 .000 

1 8 . 058 .000 
1 7 .854.000 

3 .770.000 
1 4 . 756 .000 

1 6 . 6 14 .000 

1 9 .296.000 
24.663.000 
1 7 . 383 . 000 

25 .305 .000 

24 .726 .000 

2 1 .207 .000 

36 .298 . 000 

1 0 8 . 1 0 0 . 000 

307 .500 .000 
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· Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)  

Ko de Uraian 
Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

015 .01  Sekretariat Jenderal 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Laporan Pembinaan dan Pemeriksaan Akuntan, KJA, AP, 
KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris 

1 Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 60 Laporan 
Publik (AP / KAP) 

2 Laporan Pemeriksaan Penilai Publik dan Kantor Jasa Penilai 54 Laporan 
Publik (PP/ KJPP) 

0 1 5.02 Inspektorat Jenderal 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Laporan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi 85 La po ran 
2 Laporan Pengawasan Inspektorat I 1 05 Laporan 
3 Laporan Pengawasan Inspektorat II 1 1 5 Laporan 
4 Laporan Pengawasan Inspektorat III 1 1 0 La po ran 
5 Laporan Pengawasan Inspektorat IV 108 Laporan 
6 Laporan Pengawasan Inspektorat V 109 Laporan 
7 Laporan Pengawasan Inspektorat VI 105 Laporan 
8 Laporan Pengawasan Inspektorat VII 129 Laporan 

0 15 .03 Direktorat Jenderal Anggaran 
. SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Peraturan Bidang Penganggaran 
1 PMK tentang Standar Biaya Masukan 1 PMK 
2 PMK tentang Standar Biaya Keluaran 1 PMK 
3 PMK Tata Cara Revisi Anggaran 1 PMK 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

4 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 680 Orang 

0 1 5.04 Direktorat Jenderal Pajak 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Dokumen di Bidang Intelijen dan Penyidikan 
1 Penyidikan Tindal{ Pidana di Bidang Perpajakan 1 5  Dokumen 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 
2 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 1 Berkas 

0 1 5.05 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Laporan Hasil Audit 500 Dokumen 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

2 . 860 .035 .000 

2 . 3 1 4 .460.000 

3 . 579.343 .000 
4 .850.280.000 
4 .038 .23 1 .000 
4 .026 .44 1 .000 
4 .0 1 4.324.000 
3 . 827 .622 .000 
4 . 1 57 . 496.000 
3 . 283 .49 1 .000 

1 .620.  735.000 
826 . 6 1 5 .000 
557 .730 .000 

3 .065 .973.000 

3. 705.444.000 

20 1 .850.000 

40.369.920 .000 

/ Mj/ . ·  
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Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)  

Volume dan Kode uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

015.0 8 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun p!lda Sub Ke!uaran 
(Sub Output ) 

Laporan Kegiatan/Rapat/Keuangan/Realisasi 
DIPA/Sakip/Barang Milik Negara/Tindak Lanjut LHP 

1 Laporan Keuangan UAPPA Eselon I ( Unaudited TA 2 La po ran 
sebelumnya dan Semester I TA berjalan) 

2 Laporan Keuangan Satker Kantor Pusat DJPBN (Unaudited 2 La po ran 
TA sebelumnya dan Semester I TA berjalan) 

3 Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran Lalu (Laporan 2 Laporan 
Tingkat Satker dan Eselon I) 

0 1 5.09 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Laporan Penatausahaan BMN 

1 Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Tahun 20 1 5  Unaudited 1 Laporan 

2 Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Tahun 20 1 5  Audited 1 Laporan 

3 Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semester I Tahun 20 1 6  1 La po ran 

Dokumen Anggaran dan Keuangan 

4 Dokumen RKA-KL/DIPA 1 Dokumen 

5 Dokumen Perbendaharaan 1 Dokumen 

6 Dokumen Laporan Keuangan 5 Dokumen 

0 15 . 1 1  Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Jumlah Peserta Diklat 

1 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 3 s .d .  5 1 Peserta 
Hari 

2 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 6 s .d .  1 Peserta 

3 
1 2  Hari 
Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 1 3  s .d .  1 Peserta 
16 Hari 

4 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 1 7  s .d .  1 Peserta 
19 Harl 

Jumlah Peserta Diklat 

5 Diklat Fungsional Pemeriksa Dokumen Bea dan Cukai 1 Peserta 

6 Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai 1 Peserta 

7 Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai (Di 1 Peserta 
Luar Kantor) 

8 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Kesamaptaan 1 Peserta 

9 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Kesamaptaan (Di 1 Peserta 
Luar Kantor) 

1 0  Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Ketrampilan 1 Peserta 
Senjata 

(dalam rupial 

Besaran Keterangan 

4 5 

1 .764.830.000 

125 . 100 .000 

444 . 1 80 . 000 

878 . 1 89 .000 

1 72 . 525 .000 

307 . 520 .000 

2 . 968 .090 . 000 

688.470.000 

969.560.000 

2 . 384. 133 

4 .652 . 533 

5 . 60 1 .433 

6 .888 .200 

1 0 .609 . 1 66 

2 1 .9 1 9 . 566 
53 .379 .566 

14 . 1 27 . 200 

24 .956 .366 

3 . 47 1 .600 
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Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015) (dalam rupiah) 

Ko de Uraian 
Volume dan 

Besaran . Keterangan 
Satuan Ukur 

1 2 3 4 5 

Jumlah Peserta Diktat 

1 1  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai 1 Peserta 1 9 . 198 . 533 
Post Clearance Auciit 

1 2  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Penindal{an Kepabeanan 1 Peserta 19 .387 . 166 
dan Cukai 

13  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai 1 Peserta 1 0 .438 .800 
Selama 24 s.d. 28 Hari 

14  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai 1 Peserta 8 .484.066 
Selama 20 s .d .  23 Hari 

1 5  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea d an  Cukai 1 Peserta 6 . 849.800 
Selama 16 s.d. 19 Hari 

1 6  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai 1 Peserta 6 .5 1 1 . 100 
Selama 13  s .d .  1 5  Hari (Dengan Praktek Kerja Lapangan) 

1 7  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea d an  Cukai 1 Peserta 5 . 1 58 .433 
Selama 13  s .d .  15 Hari (Tanpa Praktek Kerja Lapangan) 

18  Diklat Teknis Substantif Spesialisasi/ Diklat Teknis Umum 1 Peserta 4 .627.333 
Bidang Bea dan Cukai Selama 9 s .d .  1 2  Hari 

19 Workshop Bidang Bea dan Cukai (Di  Luar Kantor) 1 Peserta 8 . 773 .966 

20 Workshop Bidang Bea dan Cukai (Dengan Praktek Kerja 1 Peserta 2 .625 . 100 
Lapangan) 

2 1  Workshop Bidang Bea dan Cukai (Tanpa Pral{tek Kerja 1 Peserta 3 . 1 04 .233 
Lapangan) 

Jumlah Peserta Diklat 

22 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 Peserta 1 .927.800 
Selama 3 s .d .  5 Hari (Tidak Diasramakan) 

23 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 Peserta 2 . 544. 1 33 
Selama 3 s .d .  5 Hari (Diasramakan) 

24 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 Peserta 4 .963 . 133 
Selama 3 s .d .  5 Hari (Di  Luar Kantor) 

25 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 Peserta 3 . 629 .600 
Selama 6 s.d. 10 Hari (Diasramakan) 

26 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangart Keuangan 1 Peserta 6 . 676 .333 
Selama 1 1  s .d .  20 Hari (Diasramal{an) 

27 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 Peserta 9 .274.366 
Selama 2 1  s .d .  25 Hari (Diasramakan) 

28 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 Peserta 1 1 .680.900 
Selama 26 s.d. 29 Hari (Diasramakan) 

29 Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 Peserta 1 2 .767.900 
Selama 3 1  s .d .  35 Hari (Diasramakan) 

Jumlah Peserta Diktat 

30 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 3 Hari 1 Peserta 1 . 590.666 

3 1  Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 4 Hari 1 Peserta 1 .797 . 200 

32 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 5 Hari 1 Peserta 2: 197 .900 

33 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 7 Hari 1 Peserta 3 .043 . 133 
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Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)  

Ko de Uraian 

1 2 

Jumlah Peserta Diklat 

34 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 8 Hari 

35 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 10 Hari 

36 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 1 1  Hari 

37 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 15 Hari 

38 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 20 Hari 

39 Diklat Fungsional Bidang Keuangan Umum Penjenjangan 
Pranata Komputer Terampil 

40 Diklat Fungsional Bidang Keuangan Umum Penjenjangan 
Pranata Komputer Ahli 

4 1  Diklat Fungsional Bidang Keuangan Umum Calon 
Widyaiswara 

42 Diklat Pengelolaan Website Dinamis (e-Leaming) 

Jumlah Peserta Diklat 

43 Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s .d .  5 Hari (Tidak 

44 
Diasramakan) 
Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s .d .  5 Hari (Diasramakan) 

45 Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s .d .  5 Hari (Di Luar 

46 
Kantor) 
Diklat Bidang Perpajakan Selama 1 0  s .d .  12 Hari 
(Diasramakan) 

47 Diklat Bidang Perpajakan Selama 10 s .d.  12 Hari Asrama 
Eksternal (Di Luar Kantor) 

48 Diklat Bidang Perpajakan Selama 15 s .d .  19 Hari 
(Diasramakan) 

49 Diklat Bidang Perpajakan Selama 15 s .d .  19  Hari (Di Luar 
Kantor) 

50 Diklat Bidang Perpajakan Orientasi 

5 1  Diklat Teknis Substantif Dasar Bidang Perpajakan Selama 22  
Hari 

52 Diklat Teknis Substantif Dasar Bidang Perpajakan Selama 32 
Hari 

Jumlah Peserta Diklat 

53 Diklat Ujian Dinas 

54 Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) 

55 Diklat Bidang Pengembangan SDM Capacity Building 

56 Diklat Bidang Pengembangan SDM Selama 5 Hari 

57 Diklat Bidang Pengembangan SDM Intermediate Leadership 
Training 

58 Diklat Bidang Pengembangan SDM Persiapan Ke Luar Negeri 

59 Diklat Bidang Pengembangan SDM One Day Alumni 
Dissemination Class 

60 Diklat Bidang Pengembangan SDM Two Days Leadership 
Workshop Class For Executive 

(dalam rupiat 
Volume dan 

Besaran 
Satuan Ukur Keterangan 

3 4 5 

1 Peserta 3 .384.666 

1 Peserta 4 .694.900 

1 Peserta 4 . 3 1 8 . 100 

1 Peserta 5 . 660 .733 

1 Peserta 7 .485 .566 

1 Peserta 5 .955 .366 

1 Peserta 6 . 4 1 6 .833 

1 Peserta 23 .769 .566 

1 Peserta 1 .733 . 066 

1 Peserta 1 .758 .900 

1 Peserta 2 .569 .233 

1 Peserta 6 .055 .233 

1 Peserta 4.766 . 666 

1 Peserta 1 1 . 430 .900 

1 Peserta 7 .294 . 133 

1 Peserta 1 7 .862 .600 

1 Peserta 6 . 240.866 

1 Peserta 5 . 648.233 

1 Peserta 7 . 509.733 

1 Peserta 3 .759.600 

1 Peserta 3 . 585 . 166  

1 Peserta 946 .750 

1 Peserta 6 . 495 .200 

1 Peserta 3 2 . 539.800 

1 Peserta 64.245 . 185 

1 Peserta 2 .473 .866 

1 Peserta 3 . 055 .800 
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Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (0151  

Ko de Uraian 
Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Jumlah Mahasiswa 

6 1  Program Pendidikan Diploma I Reguler Sekolah Tinggi 1 Mahasiswa 
Akuntansi Negara 

62 Program Pendidikan Diploma III Reguler Sekolah Tinggi 1 Mahasiswa 
Akuntansi Negara 

63 Program Pendidikan Diploma IV Reguler Sekolah Tinggi 1 Mahasiswa 
Akuntansi Negara 

Penelitian dan Pengembangan 

64 Kajian Akademis Sadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1 Laporan 

65 Jurnal Sadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 1 Laporan 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Layanan BLU 

66 Layanan Program Diploma I Kerja Sama 1 Lay an an 

67 Layanan Program Diploma III  Kerja Sama 1 Layanan 

68 Layanan Pelatihan 3 Hari 1 Layanan 

69 Layanan Pelatihan 5 Hari 1 Lay an an 

70 Layanan Pelatihan 1 0  Hari 1 Layanan 

7 1  Layanan Pelatihan 1 5  Hari 1 Layanan 

72 Layanan Pelatihan 30 Hari 1 Lay an an 

73 Layanan Pelatihan 60 Hari 1 Layanan 

74 Layanan Ujian Saringan Masuk Program Pendidikan Diploma 1 Layanan 
I dan III Reguler 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

1 2 . 522 .93 1 

1 3 . 145 . 027 

1 3 .96 1 .033 

1 83 . 5 10 . 000 

176 .436.000 

80 1 .960.000 

1 .600.  977 .000 

64. 1 56.000 

9 1 .784.000 

1 60 .804.000 

243 .364.000 

450.424.000 

878 . 930.000 

1 5 .385 .992 .000 

!Afr/ 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (0 18)  

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

0 18 .01  Sekretariat Jenderal 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output ) 
1 Kompendium Hukum Himpunan Peraturan Menteri dan 6 Laporan 

Penempatan Dalam Serita Negara 
2 Dokumen Peraturan Perundangan Bidang Tanaman, 4 Dokumen 

Pengolahan Pemasaran Basil Pertanian, SDM dan Sumber 
Daya Sarana Prasarana yang Diterbitkan 

3 Dokumen Peraturan Perundangan Bidang Ternak, Kesehatan 2 Dokumen 
Hewan, dan Karantina Pertanian yang Diterbitkan 

4 Layanan Infonnasi Publik, Pameran, dan Perpustakaan 6 Laporan 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kementerian 
Pertanian, Proses Penyelesaian Kerugian Negara, dan 
Realisasi Pendapatan PNBP 

5 Penyelesaian Kerugian Negara 1 Dokumen 
Verifikasi Dokumen Sumber Laporan Keuangan dengan 
SAKIP Lingkup Kementerian Pertanian 

6 Laporan Verifikasi Dokumen Sumber dan Laporan Keuangan 1 Laporan 
Lingkup Badan 

7 Laporan Verifikasi Dokumen Sumber dan Laporan Keuangan 1 Laporan 
Lingkup Ditjen 
Penyelesaian Usulan Penghapusan, Pemanfaatan dan 
Pengelolaan BMN Kementerian Pertanian 

8 Penyusunan Laporan BMN Kementerian Pertanian 1 Dokumen 
9 Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian 1 Dokumen 

Laporan Pengelolan Keuangan Sekretariat Negara 

1 0  Laporan Keuangan (SAIBA) Tingkat UAKPA Satker Biro KP 1 Laporan 
1 1  Laporan Keuangan (SIMAK-BMN) Tingkat UAKPA Satker Biro 1 Laporan 

KP 
1 2  Laporan Keuangan (SAIBA) Tingkat Eselon I (UAPPA-E l )  1 Laporan 

Sekretariat Jenderal 
1 3  Laporan Keuangan (SIMAK-BMN) Tingkat Eselon I (UAPPB- 1 Laporan 

E l )  Sekretariat Jenderal 
Dokumen Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran 

1 4  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 1 Dokumen 
20 1 6  

Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro 
1 5  Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 1 Laporan 

Kementerian Pertanian 
1 6  Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Sekretariat 1 Laporan 

Jenderal Kementerian Pertanian 
Laporan Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data 
dan Informasi Pertanian 

1 7  Publikasi Statistik Pertanian 1 Laporan 

Laporan Kegiatan dan Pembinaan 

1 8  Pembinaan Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata 1 Laporan 
Komputer 
Jumlah Layanan Proses Permohonan Hak PVT 

1 9  Jumlah Layanan Proses Permohonan Hak PVT 50 Varietas 

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT 

20 Jumlah Penerbitan Sertlfikat Hak PVT 45 Sertifikat 

Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar 
Varietas dan SDG Tanaman 

2 1  Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas 1 7 5  Tanda Daftar 
dan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman 

(dalam rupial-i) 

Be saran Keterangan 

4 5 

1 . 496 . 1 1 5 . 000 

3 . 1 2 0 . 1 70 . 000 

1 . 6 7 5 . 4 1 0 .000 

4 . 8 2 8 . 76 0 . 000 

586.450.000 

1 . 1 65 . 6 8 0 . 000 

1 . 2 2 6 . 60 0 . 000 

1 . 3 5 1 . 40 0 . 000 
659.660. 000 

3 1 2 . 0 1 0 .000 

2 5 6 . 600.000 

845 . 9 5 0 . 000 

566.950.000 

8 1 7 . 750. 000 

1 5 0 . 750.000 

1 3 6 . 500.000 

1 6 9 . 2 60 . 000 

2 69 . 1 80 . 000 

2 . 749 . 200 . 000 

499 .050.000 

85 1 . 90 0 . 000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (0 18)  (dalam rupiah) 

Ko de Uraian 
Volume dan Besaran Keterangan 
Satuan Ukur 

1 2 3 4 5 

0 1 8 .0 2 Inspektorat Jenderal 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 

1 Reviu Laporan Keuangan Eselon I Lingkup Setjen, Oitjen 8 Laporan 739. 596. 000 

Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SOM 
Pertanian serta Reviu LK Kementerian 

2 Pengawalan Kegiatan Strategis Lingkup Setjen, Oitjen 1 Laporan 1 . 40 3 . 934.000 

Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SOM 
Pertanian 

3 Audit Kinerja pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, 
Oirektorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan 

99 Laporan 4. 459. 1 1 0 . 000 

Pengembangan SOM Pertanian 
4 Evaluasi terhadap AKIP Eselon I Lingkup Sekretariat 4 Laporan 528. 654. 000 

Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SOM Pertanian dan Reviu 
Laporan Kinerja Kementerian 

5 Evaluasi Kegiatan Strategis Lingkup Sekretariat Jenderal, 1 Laporan 1 :084. 644. 000 

Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SOM Pertanian 

6 Reviu Laporan Keuangan Eselon I Lingkup Ditjen Tanaman 6 Laporan 487 . 65 6 . 000 

Pangan, Oitjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan 
Ketahanan Pangan 

7 Pengawalan Kegiatan Strategis Lingkup Oitjen Tanaman 1 Laporan 1 . 403. 934.000 

Pangan, Oitjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan 
Ketahanan Pangan 

8 Audit Kinerja pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, 99 Laporan 4 . 470.630. 000 

Oitjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan 
Ketahanan Pangan 

9 Evaluasi terhadap AKIP Eselon I Lingkup Oitjen Tanaman 3 Laporan 426 . 6 84. 000 

Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan 
Ketahanan Pangan 

1 0  Evaluasi Kegiatan Strategis Lingkup Oitjen Tanaman Pangan, 1 Laporan 1 . 084. 644. 000 

Oitjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan 
Ketahanan Pangan 

1 1  Reviu Laporan Keuangan Eselon I Lingkup Oitjen 6 Laporan 487 . 6 5 6 . 000 

Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian 
1 2  Pengawalan Kegiatan Strategis Lingkup Oitjen Perkebunan, 1 Laporan 1 . 403. 934.000 

Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian 
1 3  Audit Kinerja pada Satker Lingkup Oitjen Perkebunan, Oitjen 99 Laporan 4 . 482 . 1 50 . 000 

P2HP dan Badan Litbang Pertanian 
1 4  Evaluasi terhadap AKIP Eselon I Lingkup Ditjen Perkebunan, 3 Laporan 426. 684.000 

Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian 
1 5  Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup Ditjen Perkebunan, Oitjen 1 Laporan 1 . 088. 644.000 

P2HP dan Badan Litbang Pertanian 
1 6  Reviu Laporan Keuangan Eselon I Lingkup Inspektorat 6 Laporan 469 . 6 5 6 . 000 

Jenderal, Oitjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan 
Karantina Pertanian 

17  Pengawalan Kegiatan Strategis Lingkup Inspektorat Jenderal, 1 Laporan 1 . 403. 934.000 

Oitjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina 
Pertanian 

18 Audit Kinerja pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, 99 Laporan 4 . 46 1 . 1 50 . 000 

Ditjen Peternalcan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina 
Pertanian 

1 9  Evaluasi terhadap AKIP Eselon I Lingkup Inspektorat 3 Laporan 408 .684. 000 

Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta 
Badan Karantina Pertanian 

20 Evaluasi Kegiatan Strategis Lingkup Inspektorat Jenderal, 1 Laporan 1 . 088. 644.000 

Oitjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina 
Pertanian 

2 1  Audit Khusus/ Investigasi 2 4  Laporan 1 . 2 97 . 430.000 

22 Audit dengan Tujuan Tertentu 2 Laporan 1 . 40 0 . 58 8 . 000 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 45 -

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)  

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

0 18.0 4 Direktorat Jenderal Holtikultura 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output ) 

1 Sekolah Lapang GAP Buah 1 Kelompok 
2 Sekolah Lapang GHP Buah 1 Kelompok 
3 Sekolah Lapang GAP Florikultura 1 Kelompok 
4 Sekolah Lapang GHP Florikultura 1 Kelompok 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Sekolah Lapang GAP 
5 Sekolah Lapang GAP Sayuran 1 Kelompok 
6 Sekolah Lapang GAP Tanaman Obat 1 Kelompok 

Sekolah Lapang GHP 
7 Sekolah Lapang GHP Sayuran 1 Kelompok 
8 Sekolah Lapang GHP Tanaman Obat 1 Kelompok 

SLPHT 
9 SLPHT Wilayah Barat (Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan) 1 Kelompok 
10 SLPHT Wilayah Timur (Wilayah Papua, Papua Barat, Maluku , 1 Kelompok 

Maluku Utara, Bali, NTB, NTT, Sulawesi) 
0 18.05 Direktorat Jenderal Perkebunan 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

SL-PHT Perkebunan 
1 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Barat 1 KT 
2 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1 KT 
3 SL-PHT Perkebunan Provinsi D . l  Yogyakarta 1 KT 
4 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Timur 1 KT 
5 SL-PHT Perkebunan Provinsi Aceh 1 KT 
6 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 1 KT 
7 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 1 KT 
8 SL-PHT Perkebunan Provinsi Riau 1 KT 
9 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jambi 1 KT 
1 0  SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 1 KT 
1 1  SL-PHT Perkebunan Provinsi Lampung 1 KT 
1 2  SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat 1 KT 
1 3  SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 KT 
1 4  SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan 1 KT 
1 5 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 1 KT 
1 6  SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 1 KT 
1 7  SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah 1 KT 
1 8  SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 1 KT 
1 9  SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara 1 KT 
20 SL-PHT Perkebunan Provinsi Maluku 1 KT 
2 1  SL-PHT Perkebunan Provinsi Bali 1 KT 
22 SL-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 KT 
23 SL-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 KT 
2 4  SL-PHT Perkebunan Provinsi Papua 1 KT 
2 5  SL-PHT Perkebunan Provinsi Bengkulu 1 KT 
2 6  SL-PHT Perkebunan Provinsi Maluku Utara 1 KT 
2 7  SL-PHT Perkebunan Provinsi Banten 1 KT 
2 8  SL-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 KT 
29 SL-PHT Perkebunan Provinsi Gorontalo 1 KT 
30 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau 1 KT 
3 1  SL-PHT Perkebunan Provinsi Papua Barat 1 KT 
32 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat 1 KT 
33 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara 1 KT 

0 1 8 .06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Pengembangan Kualitas SDM Bidang Pakan 
1 Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan di Sumatera, Jawa, 30 Orang 

Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi 
2 Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan di Maluku, Maluku 30 Orang 

Utarn, Papua, dan Papua Barat 

(dal 'ah) am rup1 

Besaran Keterangan 

4 5 

35.820.000 

3 1 . 1 1 0 . 000 
38.000.000 

23. 000. 000 

2 9 . 700.000 
2 9 . 700. 000 

1 7 .350.000 
1 7 .350.000 

39.050.000 
45.075.000 

9 7 . 67 0 . 000 

1 0 0 . 580. 000 
9 9 . 380. 000 
9 8 . 2 7 0 . 000 

1 0 7 . 7 9 0 . 000 
1 0 4 . 0 9 0 . 000 
1 04 . 0 9 0 . 000 
1 0 5 . 690.000 
1 0 1 . 2 9 0 . 000 
1 03 . 9 9 0 . 000 
1 0 2 . 89 0 . 000 
1 0 3 . 78 0 . 000 
1 1 9 . 580.000 
1 0 2 . 58 0 . 000 
1 12 . 0 9 0 . 000 

1 0 5 . 89 0 . 000 

1 0 8 . 090.000 

1 1 0 . 0 9 0 . 000 

104.090.000 

1 3 0 . 2 1 0 ,000 
9 0 . 6 50 . 000 
9 8 .040.000 

1 1 5 .9 0 0 . 000 
1 57 . 76 0 . 000 
1 0 1 . 440.000 
1 36 . 1 20 . 000 

9 7 . 070.000 
1 0 6 . 89 0 . 000 
1 0 4 . 2 9 0 . 000 
1 0 8 . 590.000 
1 53 . 1 40 . 000 
1 0 6 . 090.000 
1 0 6 . 9 8 0 . 000 

5 9 . 8 2 2 . 000 

6 9 . 48 2 . 000 

. 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (0 18)  

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR 
3 Peningkatan Kapasitas Petugas IB 1 Orang 
4 Peningkatan Kapasitas Petugas PKB/ATR 1 Orang 

0 1 8.09 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Bibit _Unggul Ternak Unggas dan Aneka Ternak 
1 Bibit Unggul Ternak Ayarn KUB- 1 600 Ek or 

2 Bibit Unggul Teniak Itik PMp 600 Ek or 

Bibit Unggul Ternak Rumunansia 

3 Bibit Unggul Ternak Domba Compass Agrinak 1 3 0  Ek or 

Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi 

4 Konservasi dan Karakterisasi Mikroba Veteriner yang 
Berpotensi Sebagai Kandidat Vaksin, Bahan Diagnostik dan 

100 Jenis 

Probiotik 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disu�mn pada Sub Keluaran 
(Sub Output I 

Komponen Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Laban 
(Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian) 

5 Pe�elitian Sifat Fisik, Kimia dan Biologi Tanah di Rumah Kaea 1 Teknologi 

Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan 
6 Bahan Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi 

Rumusan Alternatif Kebijakan Responsif dan Antisipatif 
Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian 

7 Analisis Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual 1 Rekomendasi 
Pembangunan Pertanian 

Benih Inti dan Benih Sumber Kentang 
8 Benih Sumber Kentang 1 GO 

Benih Inti/Benih Sumber Bawang Merah dan Sayuran 
Generatif 

9 Benih Sumber Bawang Merah 1 Kilogram 

VUB Bibit Tebu 
1 0  VUB Bibit Tebu 1 Budset 

Benih Sumber (BS, FS d�n SS) 
1 1  Produksi Benih Penjenis Padi (Bs) 1 Ton 

1 2  Produksi Benih Dasar Padi (Fs) 1 Ton 
1 3  Produksi Benih Pokok Padi (Ss) 1 Ton 
1 4  Produksi Benih Penjenis Jagung (Bs) 1 Ton 
1 5  Produksi Benih Dasar Jagung (Fs) 1 Ton 
1 6  Produksi Benih Pokok Jagung (Ss) 1 Ton 
1 7  Produksi Benih Penjenis Kedelai (Bs) 1 Ton 
1 8  Produksi Benih Dasar Kedelai (Fs) 1 Ton 
1 9  Produksi Benih Pokok Kedelai (Ss) 1 Ton 

Publikasi yang Diterbitkan 
20 Penerbitan Publikasi Hasil Litbang Pertanian Berbahasa 1 Judul 

lnggris 

Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan 
2 1  Kerjasarna Lisensi Inovasi Balitbangtan 1 Lisensi 

(dalarn rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

1 5 . 268. 066 
1 4 . 38 6 . 900 

244.790.000 

360.475.000 

2 8 2 .040.000 

2 1 1 . 6 7 2 . 000 

6 5 . 000. 000 

1 1 8 .800.000 

1 0 3 . 588 .000 

3 . 363 

2 2 . 787 

32 1 

30 . 945.000 

2 0 . 325.000 

1 4 . 565.000 

43 . 47 5 . 000 

3 6 . 2 1 5 . 000 

3 1 .600.000 

2 6 . 1 8 5 . 000 

2 2 . 2 2 5. 000 

1 6 . 80 0 . 000 

134. 1 45. 000 

8 5 . 00 0 . 000 ;/ 

i !W  
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (0 18)  (dalam rupiah) 

Ko de Uraian Volume dan 
Be saran Satuan Ukur Keterangan 

1 2 3 4 5 

0 1 8 . 1  0 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian 
1 Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong di BBPKH Cinagara 1 Orang 5 . 1 09 . 333 
2 Diklat Teknis Pemeriksaan Kesehatan Daging (Keunnaster) 1 Orang 5 . 7 89 . 1 6 6  

Bagi Petugas, di BBPKH Cinagara 
3 Diklat Teknis Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) pada Sapi Bagi 1 Orang 9 . 1 6 2 . 766 

Petugas, di BBPKH Cinagara 
4 Diklat Teknis Kesehatan Hewan Bagi Asisten Dokter Hewan, 1 Orang 6 . 6 3 1 . 500 

di BBPKH Cinagara 
5 Diklat Teknis Ins.eminasi Buatan (IB) Bagi Calon Inseminator, 1 Orang 1 0 . 1 53 . 600 

di BBPKH Cinagara 
6 Diklat Teknis Kesehatan Hewan Bagi Petugas, di BBPKH 1 Orang 5 . 2 7 5 . 000 

Cinagara 
7 Diklat Kultur Jaringan BBPP Lembang 1 Orang 3 . 1 98 . 333 

8 Diklat Pasca Panen dan Pengolahan Buah dan Sayur BBPP 1 Orang 3 . 1 98 . 333 
Lem bang 

9 Diklat Teknis Produksi Cabe. Merah BBPP Lembang 1 Orang 3 . 1 9 8 . 333 

1 0  Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian BBPP Lem bang 1 Orang 3 . 1 98 . 333 

1 1  Diklat Teknis Budidaya Krisan BBPP Lembang 1 Orang 3 . 6 1 8 . 333 

12 Diklat Teknis Budidaya Kedelai di BBPP Ketindan 1 Orang 7 . 2 42 . 666 

1 3  Diklat Teknis Pengolahan Limbah Ternak di BBPP Batu 1 Orang 5 . 640.833 

1 4  Diklat Teknis Pemeriksaan Kebµntingan (PKB) di  BBPP Batu 1 Orang 8 . 572 . 500 

1 5  Diklat Insemirtasi Buatan d i  BBPP Batu 1 Orang 1 2 . 508. 500 

16 Diklat Agribisnis Sapi Perah di BBPP Batu 1 Orang 5 . 5 2 1 . 166 

1 7  Diklat Pakan Ternak di BBPP Batu 1 Orang 5 . 640 . 833 

18 Diklat Sapi Potong di BBPP Batu 1 Orang 5 . 6 27 . 1 6 6  

1 9  Diklat Pasca Panen dan Pengelolaan Daging di  BBPP Batu 1 Orang 5 . 52 1 . 166 

20 Diklat Pasca Panen dan Pengelolaan Susu di BBPP Batu 1 Orang 5 . 48 7 . 833 

2 1  Diklat Butcher di BBPP Batu 1 Orang 6 . 593.833 

22 Diklat Teknis Budidaya Kedelai di BBPP Binuang 1 Orang 6 . 457 . 166 

23 Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Pangan di BBPP 1 Orang 6 . 473. 000 

Binuang 
24 Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Perkebunan di BBPP 1 Orang 6 . 47 3 . 000 

Binuang 
25 Diklat .Teknis Budidaya Jagung di BBPP Binuang 1 Orang 6 . 47 0 . 500 

26 Diklat Teknis Cabe di BBPP Binuang 1 Orang 6 . 47 0 . 500 

27 Diklat Teknis Budidaya Kakao di BBPP Binuang 1 Orang . 6 . 48 9 . 666 

28 Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit di BBPP Binuang 1 Orang 6 . 48 9 . 666 

29 Diklat Teknis Budidaya Padi Sawah Tadah Hujan dan Lahan 1 Orang 6 . 456. 333 

Kering di BBPP Binuang 
30 Diklat Teknis Budidaya Padi Lal1an Rawa di BBPP Binuang 1 Orang 7 . 02 6 . 333 

3 1  Diklat Teknis Budidaya Padi di BBPP Binuang 1 Orang 6 . 45 6 . 333 

32 Diklat Penanganan Pasca Panen Jagung di BBPP Binuang 1 Orang 6 . 45 6 . 333 

33 Diklat Teknis Agribisnis Padi di BBPP Batangkaluku 1 Orang 6 . 049. 333 

34 Diklat Teknis Tata Guna Air (TGA) di BBPP Batangkaluku 1 Orang 7 . 09 7 . 000 

35 Diklat Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Padi di BBPP 1 Orang 6 . 356.333 

Batangkaluku 
36 Diklat Teknol�gi Budidaya Jagung di BBPP Batangkaluku 1 Orang 6 . 358.666 

37 Diklat Penanganan Pasca Panen Kakao di BBPP 1 Orang 6 . 2 58 . 333 

38 Diklat Teknologi Budidaya Kaka:o di BBPP Batangkaluku 1 Orang 6 . 2 9 3 . 666 

39 Diklat Teknologi Budidaya Melon di BBPP. Batangkaluku 1 Orang 6 . 2 93 . 666 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (0 18)  

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

40 Diklat Pengolahan Limbah Pertanian dan Pupuk Organik di 1 Orang 
BBPP Batangkaluku 

4 1  Diklat Pasca Panen d an  Pengolahan Hasil Pertanian di BBPP 1 Orang 
Batangkaluku 

42 Diklat Penanganan Alat Mekanisme Pertanian di BBPP 1 Orang 
Batangkaluku 

43 Diklat Operator Mesin Pertanian di BBPP Batangkaluku 1 Orang 

44 Diklat Bongkar Pasang Mesin Pertanian di BBPP 1 Orang 
Batangkaluku 

45 Diklat Teknis Pemanfaatan Limbah Ternal{ Menjadi Biogas 1 Orang 
dan Pupuk Organik BBPP Batangkaluku 

46 Diklat Teknis Pemeriksaan Kebuntingan di BBPP Kupang 1 Orang 

47 Diklat Agribisnis Sapi Potong di BBPP Kupang 1 Orang 

48 Diklat Pengolahan Hasil Ternal{ di BBPP Kupang 1 Orang 

49 Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak di BBPP Kupang 1 Orang 
50 Diklat Perawatan Jnduk dan Pedet di BBPP Kupang 1 Orang 

5 1  Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak di 1 Orang 
BBPP Kupang 

52 Diklat Agribisnis Ternal{ Kambing di BBPP Kupang 1 Orang 
53 Diklat Teknis Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas 1 Orang 

dan Pupuk Organik di BBPP Kupang 

54 Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan Di BPP Jambi 1 Orang 

55 Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Pangan Di BPP Jambi 1 Orang 

56 TOT Agribisnis Padi, Jagung, Kedele Di BPP Jambi 1 Orang 

57 Diklat Teknis Terakreditasi Karet di BPP Jambi 1 Orang 

58 Diklat Teknis Teralrreditasi Kelapa Sawit di BPP Jambi 1 Orang 

59 Diklat Teknis Terakreditasi Pasca Panen Kakao di BPP Jambi 1 Orang 

60 Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Jamur Tiram di BPP 1 Orang 
Jam bi 

6 1  Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Buah Naga di BPP 1 Orang 
Jam bi 

62 Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Durian di BPP Jambi 1 Orang 

63 Diklat Teknis Agribisnis Kedelai di BPP Lampung 1 Orang 

64 Diklat Teknis Agribisnis Jagung di BPP Lampung 1 Orang 
65 Diklat Teknis Agribisnis Padi di BPP Lampung 1 Orang 

66 Diklat Teknis Agribisnis Tebu di BPP Lampung 1 Orang 

67 Diklat Teknis Agribisnis Sayuran Organik di BPP Lampung 1 Orang 

68 Diklat Teknis Agribisnis Pisang di BPP Lampung 1 Orang 

69 Diklat Teknis Agribisnis Padi/Jagung/ Kedele/ Cabe/ Bawang 1 Orang 
Merah di Bapeltan Cihea 

70 Diklat Agribisnis Sapi Potong Bagi Petugas di BDP Kalasey, 1 Orang 
Sulut 

7 1  Diklat Ag'ribisnis Tanaman Pangan di BDP Kalasey, Sulut 1 Orang 
72 Diklat Pengolahan dan Pemasaran Holtikultura di BDP 1 Orang 

Kalasey, Sulut 

73 Diklat Budidaya Sayuran Bagi Petugas di BDP Kalasey, Sulut 1 Orang 

74 Diklat Operator Alat Mesin Pertanian Bagi Petugas di BDP 1 Orang 
Kalasey, Sulut 

75 Diklat Pengelolaan Pertanian Organik Bagi Petugas di BDP 1 Orang 
Kalasey, Sulut 

76 Diklat Diversifikasi Pangan dan Gizi Bagi Petugas di BDP 1 Orang 
Kalasey, Sulut 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

6 . 29 3 . 666 

7 . 054.666 

7 . 057 . 000 

6 . 2 9 3 . 666 

6 . 2 9 3 . 666 

8 . 68 8 . 666 

8 . 7 2 2 .000 

8 . 34 1 . 000 

6 . 9 9 0 . 000 

6 . 9 7 0 . 000 

6 . 970.000 

6 . 960.000 

6 . 957 . 500 

6 . 8 6 7 . 666 

5 , 1 1 2 . 966 

5,087,933 

6 . 5 6 1 .300 

5 , 1 0 7 , 133 

5 , 3 52 . 800 

5 ,  1 1 2 . 966 

5 . 0 96 . 1 3 3  
I 

5 . 099 . 633 

5 . 1 1 2 . 966 

5 . 1 97 . 000 

5 . 1 7 2 . 000 

5 , 1 97,000 

5 . 1 97 . 000 

5 . 1 97 . 000 

5 . 1 97 . 000 

3 . 559.666 

3 . 6 1 5 , 000 

3 . 6 1 5 . 000 

3 . 6 1 5 . 000 

3 . 6 1 5 .000 

3 . 6 1 5 . 000 

3 . 785.000 

3 . 785.000 
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Kementerian Negara/ Lembaga: Pertanian (018)  (dalam rupiah) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur Be saran Keterangan 

1 2 3 4 5 

Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan 
Kepemimpinan Pertanian 

77 Diklat Media Tercetak Bagi Penyuluh di PPMKP Ciawi 1 Orang 5 . 79 9 . 333 
78 Diklat Alat Bantu Presentasi di PPMKP Ciawi 1 Orang 5. 799.333 
79 Diklat Pembuatan Display Pameran di PPMKP Ciawi L Orang 5 . 7 9 9 . 3 3 3  
80 Diklat Audio Visual bagi Penyuluh Pertanian di PPMKP Ciawi 1 Orang 5 . 79 9 .333 

8 1  Diklat Pembuatan Website bagi Petugas di PPMKP Ciawi 1 Orang 6 . 324.333 

82 Diklat Penulisan Jlmiah Populer di PPMKP Ciawi 1 Orang 5 . 7 9 9 . 333 

83 Diklat Teknis Perencanaan Bagi Petugas di PPMKP Ciawi 1 Orang 6 . 324.333 

84 Diklat Keprotokoleran Bagi Petugas di PPMKP Ciawi 1 Orang 5 . 9 1 9 . 3 3 3  

Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian 

85 Diklat Dasar Alih Kelompok Penyuluh Pertanian di PPMKP 1 Orang 8 . 069. 666 
Ciawi 

86 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli di PPMKP Ciawi 1 Orang 9 . 80 3 . 000 

87 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil di PPMKP Ciawi 1 Orang 9 . 80 3 . 000 

88 Diklat Dasar Fungsional Medik Veteriner, di BBPKH Cinagara 1 Orang 8 . 024.833 

89 Diklat Dasar Fungsional Paramedik Veteriner, di BBPKH 1 Orang 6 . 63 1 . 500 
Cinagara 

90 Diklat Dasar Fungsional Pengawas Bibit Ternak Trampil, di 1 Orang 7 . 094.833 

BBPKH Cinagara 
9 1  Diklat Alih Kelompok Bagi Fungsional Pengawas Bibit Ternak, 1 Orang 6 . 954.833 

di BBPKH Cinagara 
92 Diklat Dasar Fungsional Pengawas Bibit Temak Ahli, di 1 Orang 8 . 024.833 

BBPKH Cinagara 
93 Diklat Dasar Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak 1 Orang 7 . 2 46 . 033 

Trampil, di BBPKH Cinagara 
94 Diklat Alih Kelompok Bagi Pengawas Mutu Pakan Ternak, di 1 Orang 6 . 954.833 

BBPKH Cinagara 
95 Diklat Dasar Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak Ahli, 1 Orang 8 . 024.833 

di BBPKH Cinagara 
96 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Trampil, di BBPKH Cinagara 1 Orang 7 . 99 0 . 666 

97 Diklat Alih Kelompok Bagi Fungsional Penyuluh Pertanian, di 1 Orang 
6 . 59 7 . 333 

BBPKH Cinagara 
98 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli, di BBPKH 1 Orang 

7 . 99 0 . 666 
Cinagara 

99 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli di BBPP 1 Orang 5 . 2 2 6 . 666 

Lem bang 

100 Diklat Fungsional Terampil di BBPP Lembang 1 Orang 4.550.000 

1 0 1  Diklat Fungsional Alih Kelompok 1 Orang 4. 550.000 

1 0 2  Diklat Dasar PMHP Ahli Tingkat Regional di BBPP Ketindan 1 Orang 1 0 . 500.666 

103 Diklat Dasar PMHP Ahli Tingkat Nasional di BBPP Ketindan 1 Orang 1 2 . 2 1 7 . 666 

104 Diklat Dasar POPT Terampil Tingkat Regional di BBPP 1 Orang 9 . 4 1 0 .666 

Ketindan 
1 0 5  Diklat Dasar POPT Terampil Tingkat Nasional di BBPP 1 Orang 1 1 . 1 2 7  . 666 

Ketindan 

106 Diklat Dasar PP Terampil Tingkat Regional di BBPP Ketindan 1 Orang 9 . 677.333 

107 Diklat Dasar PP Terampil Tingkat Nasional di BBPP Ketindan 1 Orang 1 1 .394. 333 

108 Diklat Dasar POPT Ahli Tingkat Regional di BBPP Ketindan 1 Orang 1 1 . 1 84.000 

109 Diklat Dasar POPT Ahli Tingkat Nasional di BBPP Ketindan 1 Orang 1 2 . 9 0 1 .000 

1 10 Diklat Alih Kelompok Bagi PBT Regional di BBPP Ketindan 1 Orang 8 . 0 2 6 . 666 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)  (dalam rupiah) 

Ko de Uraian 
Volume dan Besaran Keterangan 
Satuan Ukur 

1 2 3 ·  4 5 

1 1 1  Diklat Afih Kelompok Bagi PBT Tingkat Nasional di BBPP 1 Orang 9 . 743 .666 

Ketindan 

1 1 2 Diklat Afih Kelompok Bagi PP Tingkat Regional di BBPP 1 Orang 7 . 58 6 . 666 

Ketindan 

1 1 3 Diklat Afih Kelompok Bagi PP Tingkat Nasional di BBPP 1 Orang 9 . 303.666 

Ketindan 

1 14 Diktat Dasar PBT Terampil Tingkat Regional di BBPP 1 Orang 8 . 02 6 . 666 

Ketindan 
1 1 5 Diktat Dasar PBT Terampit Tingkat Nasional di BBPP 1 Orang 9 . 743 . 666 

Ketindan 
1 1 6 Diklat Afih Kelompok Bagi Penyutuh Pertanian di BBPP Batu 1 Orang 8 . 592 . 1 66 

1 1 7 Diktat Dasar Ahli Bagi Penyuluh Pertanian di BBPP Batu 1 Orang 1 0 . 9 1 3 .833 

1 1 8 Diklat Pengawas Mutu Pakan Ahli di BBPP Batu 1 Orang 8 . 276.666 

1 1 9 Diktat Pengawas Bibit Ternak Ahli di BBPP Batu 1 Orang 8 . 208 . 500 

120 Diktat Fungsional Medik Veteriner di BBPP Batu 1 Orang 8 . 0 6 8 . 500 

1 2 1 Diktat Fungsional Paramedik Veteriner di BBPP Batu 1 Orang 8 . 0 0 8 . 500 

122 Diktat Dasar Penyuluh Pertanian Terampit di BBPP Binuang 1 Orang 1 0 . 5 1 6 . 333 

123 Diklat Dasar Penyutuh Pertanian Ahli di BBPP Binuang 1 Orang 1 0 . 5 1 6 .333 

124 .Diktat Dasar Ahli Kelompok Penyuluh Pertanian di BBPP 1 Orang 8 . 749.666 

Binuang 
1 2 5  Diktat Dasar Terampil Pengawas Bibit Ternak di BBPP 1 Orang 9 . 067.000 

Ku pang 

1 2 6  Diktat Dasar Terampil Pengawas Mutu Pakan di  BBPP 1 Orang 8 . 7 3 3 . 000 

Ku pang 

127 Diktat Dasar Penyuluh Pertanian Trampil di  BBPP Kupang 1 Orang 1 0 . 804.000 

128 Diktat Dasar Terampil PBT di BPP Jambi 1 Orang 7 . 08 2 . 300 

129 Diktat Dasar Penyuluh Terampil dan Ahli di BPP Jambi 1 Orang 8 . 2 3 2 . 433 

130 Diktat Afih Kelompok di BPP Jambi 1 Orang 6 . 869.266 

1 3 1 Diklat Afih Ketompok bagi Penyuluh di BPP Jambi 1 Orang 7 . 23 2 . 266 

132 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli di  BPP Lampung 1 Orang 8. 997.333 

133 Diktat Fungsional Afih Ketompok Penyuluh Pertanian di BPP 1 Orang 7 . 6 7 8 . 333 
Lampung 

134 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil di BPP Lampung 1 Orang 8 . 9 9 7 . 333 
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MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 5 1 -

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan 
Kewirausahaan Pertanian 

1 3 5  Diklat ATC Bagi Pelajar di BBPP Kupang 1 Orang 

Aparatur dan Non Aparatur Pertanian yang Mengikuti 
Pendidikan Tinggi Kedinasan Pertanian 

136 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Medan 1 Orang 

137 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Perkebunan STPP Medan 1 Orang 

138 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Bogor 1 Orang 

139 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Peternakan STPP Bogor 1 Orang 

1 40 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Magelang di 1 Orang 
Yogyakarta 

1 4 1  Diploma I V  Jurusan Penyuluhan Peternakan STPP Magelang 1 Orang 

1 42 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Malang 1 Orang 

1 43 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Peternakan STPP Malang 1 Orang 

1 44 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Gowa 1 Orang 

1 45 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Peternakan STPP Gowa 1 Orang 

1 46 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Manokwari 1 Orang 

1 47 Diploma IV Jurusan Penyuluhan Peternakan STPP Manokwari 1 Orang 

018. 1 1  Badan Ketahanan Pangan 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG 
1 Penanganan SKPG 1 Lokasi 

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan 
Keuangan 

2 Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran 1 Dokumen 
Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/ Kota Wilayah Barat 

3 Sinkronisasi Persiapan Program Kerj a  dan Anggaran 1 Dokumen 
Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Wilayah Timur 

4 Sinkronisasi Persiapan Program Kerj a  dan Anggaran 1 Dokumen 
Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi 

5 Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan (Pagu Anggaran) 1 Dokumen 

6 Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan (Pagu Alokasi 1 Dokumen 
Anggaran) 

Sidang Pleno, Konferensi dan Sidang Regional Ketahanan 

7 
Pangan 
Sidang Regional Dewan Ketalw.nan Pangan Wilayah Tengah 1 Laporan 

8 Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Timur 1 Laporan 

9 Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Rarat 1 Laporan 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

5 . 1 67 . 666 

3 2 . 0 23 . 500 

3 2 . 683. 500 

2 7 . 840 . 000 

2 7 . 840.000 

2 7 . 8 2 1 . 2 50 

2 7 . 8 0 2 . 500 

2 7 . 8 2 1 . 250 

2 7 . 8 1 6 . 250 

34:947.250 

34.909. 750 

49.439.875 

49.439.875 

50. 000.000 

569.650.000 

6 9 8 . 7 7 5 . 000 

453 . 500.000 

524.060.000 

385. 996 . 000 

657 . 647 . 000 

703 . 0 3 7 . 000 

6 1 5 . 543. 000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)  (dalam rupiah) 

Ko de Uraian Volume dan Be saran Keterangan 
Satuan Ukur 

1 2 3 4 5 

0 1 8 . 12 Badan Karantina Pertanian 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Layanan Diklat Teknis/ Fungsional 

1 Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Ahli 2 Kegiatan 4. 803 . 424. 000 

2 Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Terampil 2 Kegfatan 5. 767 .664. 000 

3 Pelatihan Dasar Teknis Calon Medik Veteriner 2 Kegiatan 4 . 8 0 3 . 424.000 

4 Pelatihan Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner 2 Kegiatan 5 .  767 .664.000 

Rekomendasi T�knik dan Metoda Pemeriksaan 
Laboratorium 

5 Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium 8 Dokumen 2 . 8 2 7 .700.000 
KP 

6 Validasi Metode Pengujian Laboratorium KP 8 Dokumen 2 . 06 6 . 740 .000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027) 

Ko de Uraian 

1 2 

027.04 Ditjen Rehabilitasi Sosial 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan 1 
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial 
Pamardi Putra "Insyaf' Sumatera Utara 

2 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan 1 
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial 
Pamardi Putra "Galih Pakuan" Bogor 

3 Orang dengan Kecacatan Rungu Wicara yang Memperoleh 1 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati" Jakarta 

4 Orang dengan Kecacatan Rungu Wicara yang Memperoleh 1 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang 

5 Orang dengan Kecacatan Mental Eks Psikotik yang 1 
Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 
Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bcngkulu 

6 Orang dengan Kecacatan Eks Penyakit Kronis yang 1 
Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 
Sosial ' di Panti Sosial Bina Laras "Phala Martha" Sukabumi 

7 Orang dengan Kecacatan Mental Eks Psikotik yang 
Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 
Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarbaru 

8 Orang dengan Kecacatan Netra yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Netra "Wyata Guna" Bandung 

9 Orang dengan Kecacatan Netra yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Netra "Tan Miyat" Bekasi 

10 Orang dengan Kecacatan Netra yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou" Manado 

1 1  Orang dengan Kecacatan Netra yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya" Tabanan Bali 

12 Orang dengan Kecacatan Grahita yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara" Bogor 

13 Orang dengan Kecacatan Grahita yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" 
Temanggung 

14 Orang dengan Kecacatan Grahita yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti SosialBina Grahita "Nipotowe" Palu 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Volume dan 
Satuan Ukur 

3 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

1 8 . 900.000 

1 8 .000 . 000 

1 8 . 849 . 500 

24. 576 . 857 

14 .98 1 .325 

1 5 .685 . 000 

1 5 .920 . 7 1 4  

1 2 . 6 5 1 .880 

1 4 . 264. 882 

1 6 . 578 .000 

1 5 .839 . 160 

1 7 . 920 .000 

1 5 . 0 1 2 . 266 

1 9 . 62 2 . 828 
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Ko de 

1 

Uraian 

2 

1 5  Orang dengan Kecacatan Tubuh yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong 

1 6  Orang dengan Kecacatan Tubuh yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. Dr. 
Soeharso" Surakarta 

17 Orang dengan Kecacatan Tubuh yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Daksa "Bahagia" Sumatera Utara 

1 8  Orang dengan Kecacatan Tubuh yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang 

19 Orang dengan Kecacatan Tubuh yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya" Makassar 

20 Orang dengan Kecacatan Eks Penyakit Kronis yang 
Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 
Sosial di Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis "Wasana 
Bahagia" Ternate 

2 1  Orang dengan Kecacatan Rungu Wicara yang Memperoleh 
Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di 
Panti Sosial Rungu Wicara (PSBRW) Kendari 

22 Wanita Tuna Susila yang Mendapatkan Rehabilitasi dan 
Perlindungan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita "Mulya 
Jaya" Jakarta 

23 Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan 
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Bina 
Karya "Pangudi Luhur" Bekasi 

24 Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Berperilaku 
Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi 
Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Handayani" Jakarta 

25 Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Berperilaku 
Nal<al yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi 
Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang 

26 Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Berperilalru 
Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi 
Sosial di Panti Marsudi Putra "Toddopuli" Makassar 

27 Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Berperilaku 
Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi 
Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita" Mataram 

28 Anal< Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial dan Pengembangan Potensi diri di Pan ti .Sosial Bina 
Remaja "Bambu Apus" Jakarta 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

29 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan 1 
Sosial dan Pengembangan Potensi diri di Panti Sosial Bina 
Remaja "Rumbai" Pekanbaru 

30 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan 1 
Sosial dan Pengembangan Potensi diri di Panti Sosial Bina 
Remaja "Nai Bonat" Kupang 

Volume dan 
Satuan Ukur 

3 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

23 .403 . 9 1 7  

1 8 . 286.277 

20 .250 . 1 60 

1 9 . 502 .505 

1 5 . 526 .808 

22 .450. 000 

2 1 . 1 85 .428 

1 3 . 7 1 5 . 100 

7 . 960 .080 

1 4.768.235 

14 .786.628 

1 7 . 1 88 .437 

1 3 . 952 .642 

9 . 042 . 590 

10 .059.07 1 

1 1 .90 1 . 125  
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Kode Uraian Volume dan 

1 2 

3 1  Anak yang Mengalami Hambatan Penyesuaian diri yang 
Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi 
Sosial di Panti Sosial Petirahan Anak "Satria" Baturaden 

32 Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang 
Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Panti 
Sosial Asuhan Anak "Tunas Bangsa" Pati 

33 Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang 
Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Panti 
Sosial Asuhan Anak "Alyatama" Jambi 

34 Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Program 
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Rumah Sejahtera 
Darusaadah Banda Aceh 

35 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti 
Sosial Tresna Werdha "Budhi Dharma" Bekasi 

36 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Pani:i 
Sosial Tresna Werdha "Gau Mabaji" Gowa 

37 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti 
Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari 

027 .05 Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
( Output ) 

1 Korban Tindak Kekerasan yang Terlindungi di RPTC 
Bambu Apus 

027. 1 1  Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
( Sub Output ) 

Laporan Hasil Penelitian Terapan 
1 Laporan Hasil Penelitian Terapan Evaluasi Model 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

2 Laporan Hasil Penelitian Terapan Pengkajian Model 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (R&D I) 

3 Laporan Hasil Penelitian Terapan Ujicoba Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (R&D II) 

4 Laporan Hasil Penelitian Terapan Diseminasi Model 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

5 Laporan Hasil Quick Research Terapan Kebijakan 
Pembangunan Kesej ahteraan Sosial 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran ( Sub Output) 

TKSP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 
Sertifikasi dan Penjenjangan Jabatan Fungsional 

6 Diklat Sertifikasi Peksos Tk. Ahli di BBPPKS Makas;.;ar 

TKSP yang Mengikuti Diktat Penejenjangan Jabatan 
Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli 

7 Diklat Penjenjangan Jabfung Peksos Tk. Pertama di 
BBPPKS Yogyakarta ( 1 50 JPL, 17 Hari) 

8 Diklat Penjenjangan Jabfung Peksos Tk. Ahli di BBPPKS 
Bandung ( 1 50 JPL, 17 Hari) 

Satuan Ukur 
3 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

750 Orang 

1 La po ran 

1 Laporan 

1 La po ran 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Orang 

Orang 

Orang 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

1 . 577 .628 

14 .967 . 500 

1 5 . 244 . 700 

14 .653 .600 

1 3 . 229 .909 

1 4 .094.736 

14 .379 . 1 1 5 

2 .362 .389.000 

657 .952 .000 

1 .222 .630 .000 

1 .3 1 9 .652 .000 

572.554.000 

238 .700 .000 

1 5 . 27 1 . 100 

20 .007 . 233 

1 0 . 435 .866 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 56 -

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027) 

Ko de Uraian 
Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

TKSP yang Telah Mengikuti Diktat Penjenjangan 
Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Terampil 

9 Diklat Jabfung Peksos Pelaksana di BBPPKS Yogyakarta 1 Orang 
( 130 JPL, 1 5  Hari) 

1 0  Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Peksos Tingkat 1 Orang 
Terampil di BBPPKS Bandung ( 120  JPL, 14 Hari) 

1 1  Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Peksos Tingkat 1 Orang 
Terampil di BBPPKS Bandung ( 126 JPL, 1 4  Hari) 

1 2  Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Peksos Tingkat 1 Orang 
Terampil di BBPPKS Bandung ( 1 30 JPL, 15 Hari) 

TKSP yang Telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan 
Fungsional Tingkat Ahli 

13  Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tk. 1 Orang 
Ahli di BBPPKS Bandung ( 1 60 JPL, 19 Hari) 

TKSP yang Telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan 1 Orang 
Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Terampil 

14  Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tk. 1 Orang 
Terampil di BBPPKS Bandung ( 1 50 JPL, 17 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosiel 
(Peksos) yang telah mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Rehabilitasi Sosial di BBPPKS Padang 

1 5  Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial d i  BBPPKS 1 Orang 
Padang 180 JPL, 1 0  Hari) 

1 6  Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 
Padang I 100  JPL, 1 2  Hari) 

17  Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di  BBPPKS 1 Orang 
Padang ( 120 JPL, 14 Hari) 

18  Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di  BBPPKS 1 Orang 
Padang 12 1 0  JPL, 25 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang telah mengikuti Diktat Teknis Bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 
di BBPPKS Padang 

19 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial Dan 1 Orang 
Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Padang (80 JPL, 
10 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang telah mengikuti Diklat Teknis Bidimg 
Perlindungan dan Jaminan Sosial di BBPPKS Padang 

20 Diklat Teknis Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Padang (80 JPL, 10 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di Bidang 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang 

2 1  Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Padang (60 JPL,7 Hari) 

22 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Padang (80 JPL, 1 0  Hari) 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

1 7 . 624 .033 

9 .20 1 .766 

9 .648 . 800 

9 .23 1 .766 

1 1 . 1 64 .600 

10 .435 .866 

8 .68 1 .866 

1 0 . 0 1 0 .400 

1 0 . 796.600 

1 7 . 9 1 5 . 200 

8 . 68 1 .866 

9 . 0 1 3 .866 

5 .83 1 .733 

8 . 67 1 .866 
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23 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Padang (100 JPL, 12 Hari) 

24 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Padang ( 190 JPL, 23 Hari) 

25 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Padang (210 JPL, 25 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial jTKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Rehabilitasi Sosial di BBPPKS Bandung 

26 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 ·orang 

Bandung (80 JPL, 10 Hari) 

27 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 

Bandung (100 JPL, 12 Hari) 

28 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 

Bandung (120 JPL, 14 Hari) 

29 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 
Bandung (120 JPL, 16 Hari) 

30 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 
Bandung (210 JPL, 25 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial jTKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang telah mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial di BBPPKS Bandung 

31 DiklatTeknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 

BBPPKS Bandung (40 JPL, 5 Hari) 
32 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 

BBPPKS Bandung (80 JPL, 10 Hari) 

33 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 

BBPPKS Bandung (145 JPL, 17 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial jTKS)/Pekerja Sosial 
jPeksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS 
Bandung 

34 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesos di BBPPKS 1 Orang 

35 
Bandung (40 JPL, 5 Hari) 

Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesos di BBPPKS 1 Orang 

Bandung (95 JPL, 10 Hari) 

36 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesos di BBPPKS 1 Orang 

Bandung (80 JPL, 10 Hari) 

37 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesos di BBPPKS 1 Orang 

Bandung (100 JPL, 12 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial jTKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Rehabilitasi Sosial di BBPPKS Yogyakarta 

38 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 

Yogyakarta (120 JPL, 16 Hari) 

39 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 

Y ogyakarta ( 100 JPL, 12 Hari) 

40 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 

Yogyakarta (210 JPL, 25 Hari) 

41 Diklat Penjenjangan Jabfung Peksos Tk. Pertama di 1 Orang 

BBPPKS Yogyakarta (150 JPL, 17 Hari) 

42 Diklat Penjenjangan Jabfung Peksos Tk. Ahli di BBPPKS 1 Orang 

Bandung (150 JPL, 17 Hari) 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

9.636.400 

15.651.333 

16.877.866 

7.329.300 

8.184.033 

I 
8.989.433 

9.651.500 

13.730.800 

4.517.466 

7.329.300 

11.373.200 

4.763.133 

7.367.966 

7.329.300 

8.184.033 

9.999.400 

8.709.066 

13.254.366 

5.096.500 

7.939.100 
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Volume dan Ko de Uraian Satuan Ukur 
1 2 3 

43 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 

Yogyakarta (60 JPL, 7 Hari) 

44 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 

Yogyakarta ( 145 JPL, 17 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 
di BBPPKS Yogyakarta 

45 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 

Penanggulangan Kemiskinan 
.
di BBPPKS Yogyakarta (80 

JPL, 10 Hari) 

46 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 

Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Yogyakarta (60 
JPL, 7 Hari) 

47 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 

Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Yogyakarta (40 
JPL, 5 Hari) 

48 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 

Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Yogyakarta ( 100 
JPL, 12 Hari) 

49 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 

Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Yogyakarta (120 
JPL, 16 Hari) 

50 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 

Penariggulangan Kemiskinan di BBPPKS Yogyakarta (210 
JPL, 25 Hari) 

51 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 

Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Yogyakarta (145 
JPL, 17 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial di BBPPKS 
Yogyakarta 

52 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Yogyakarta (80 JPL, 10 Hari) 

53 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Yogyakarta (40 JPL, 5 Hari) 

54 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Yogyakarta (60 JPL, 7 Hari) 

55 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 

BBPPKS Yogyakarta (120 JPL, 16 Hari) 

56 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan J aminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Yogyakarta ( 100 JPL, 12 Hari) 

57 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Yogyakarta (145 JPL, 17 Hari) 

58 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Yogyakarta (210 JPL, 25 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) /Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS 
Yogyakarta 

59 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Yogyalcarta (40 JPL, 5 Hari) 

60 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Yogyakarta (60 JPL, 7 Hari) 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

6.091.100 

10.635.066 

7.939.100 

6.091.100 

5.096.500 

8.709.066 

9.999.400 

13.254.366 

10.635.066 

7.939.100 

5.096.500 

6.091.100 

9.999.400 

8.709.066 

10.635.066 

13.254.366 

5.096.500 

6.091.100 
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Ko de 

1 

Uraian 

2 

6 1  Diklat Teknis Bidang Pembangunan KeseJahteraan Sosial 
di BBPPKS Yoeyakarta (80 JPL, 1 0  Hari) 

62 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 
di BBPPKS Yoeyakarta ( 120 JPL, 1 6  Hari) 

63 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 
di BBPPKS Y oeyakarta ( 145 JPL, 1 7 Hari) 

64 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Keseja11teraan Sosial 
di BBPPKS Yogyakarta ( 1 00 JPL, 1 2  Hari) 

65 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 
di BBPPKS Yoeyakarta (2 1 0  JPL, 25 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Rehabilitasi Sosial di BBPPKS Banjarmasin 

66 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 
Banjarmasin (80 Jamlat, 10 Hari) 

67 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 
Baniarmasin ( 100 Jamlat, 1 2  Hari) 

68 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 
Baniarmasin (2 1 0  Jamlat, 25 Hari 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemi!1kinan 
di BBPPKS Banjarmasin 

1 

1 

1 

1 

1 

69 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 
Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Banjarmasin (60 
Jamlat, 8 Haril 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial di BBPPKS 
Banjarmasin 

70 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 
BBPPKS Banjarmasin (80 Jamlat, 1 0  Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) /Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS 
Banjarmasin 

7 1  Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 
di BBPPKS Banjarmasin ( 1 00 Jamlat, 1 2  Hari) 

72 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 
di BBPPKS Banjarmasin ( 1 50 J amlat, 17 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Rehabilitasi Sosial di BBPPKS Makassar 

73 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 
Makassar ( 100 Jamlat, 12 Hari) 

74 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 
Makassar (80 Jamlat, 1 0  Hari) 

75 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 
Makassar ( 120 Jamlat, 15 Hari) 

76 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 
Makassar (2 1 0  Jamlat, 25 Hari) 

1 

1 

Volume dan 
Satuan Ukur 

3 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

7 . 939 . 1 00 

9 .999 .400 

1 0 . 635 .066 

8 .709.066 

1 3 .254.366 

8 . 078 .366 

8 .8 1 1 .300 

1 3 . 895.366 

6 . 908.766 

8 .078 .366 

8 .8 1 1 .300 

1 1 .030.300 

9 . 597 .433 

8 . 8 1 9 .433 

1 0 .9 1 1 . 100 

1 5 .883 . 066 
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Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027) (dalam rupiah) 

Kode Uraian Volume dan Besaran Keterangan 
Satuan Ukur 

1 2 3 4 5 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) /Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 
di BBPPKS Makassar 

77 Diklat Telmis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 8 . 8 1 9 .433 
Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Makassar (80 
Jamlat, 1 0  Haril 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) /Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diktat Teknis Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosiat di BBPPKS Makassar 

78 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 6 .6 1 1 .400 
BBPPKS Makassar (40 Jamlat, 5 Hari) 

79 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 7 .403.733 
BBPPKS Makassar (60 Jamlat, 7 Hari) 

80 Diklat Telmis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 8 . 8 1 9 .433 
BBPPKS Makassar (80 Jamlat, 10 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosiat (TKS)/Pekerja Sosiat 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diktat Teknis Bidang 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS 
Makassar 

8 1  Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 9 .597.433 
di BBPPKS Makassar ( 100 Jamlat, 12 Hari) 

82 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Makassar (80 Jamlat, 10 Hari) 8 .8 19 .433 

83 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 6 . 57 1 . 100 
di BBPPKS Makassar (40 Jamlat, 5 Haril 

84 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 6 .794.066 
di BBPPKS Malrnssar (60 Jamlat, 7 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosiat (TKS),Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Tetah Mengikuti Diktat Teknis Bidang 
Rehabilitasi Sosial di BBPPKS Jayapura 

85 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 23 .465.233 
Jayapura (2 1 0  Jamlat, 2 1  Hari) 

86 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 17 .974.566 
Jayapura ( 120 Jamlat, 16 Hari) 

87 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 1 5 . 943 .900 
Jayapura ( 100 Jamlat, 1 2  Hari) 

88 Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS 1 Orang 14 .424.466 
Jayapura (80 Jamlat, 1 0  Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosiat (TKS)/Pekerja Sosiat 
(Peksos) yang Tetah Mengikuti Diktat Teknis Bidang 
Pemberdayaan Sosiat dan Penanggutangan Kemiskinan 
di BBPPKS Jayapura 

89 Diklat Teknis Bidang Pemberdayaan Sosial dan 1 Orang 1 4 . 424.466 
Penanggulangan Kemiskinan di BBPPKS Jayapura (80 
J amlat, 1 0  Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosiat (TKS)/Pekerja Sosiat 
(Peksos) yang Tetah Mengikuti Diktat Teknis Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosiat di BBPPKS Jayapura 

90 Diktat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 24.399 . 100 
BBPPKS Jayapura ( 1 45 Jamlat, 1 7  Hari) 
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Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027) 

Kode Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

9 1  Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Jayapura (80 Jamlat, 10 Hari) 

92 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Jayapura (60 Jamlat, 7 Hari) 

93 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Jayapura (40 Jamlat, 5 Hari) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) /Pekerja Sosial 
(Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS 
Jayapura 

94 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1 Orang 
di BBPPKS Jayapura ( 1 00 Jamlat, 12 Hari) 

95 Diklat Teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di 1 Orang 
BBPPKS Jayapura (40 Jamlat, 5 Hari) 

Pekerja Sosial yang Telah Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan TOT Manajemen Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial Di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Kesejahteraan Sosial 

96 TOT Manajemen Pelayanan Kes�jahteraan Sosial 1 Orang 

Laporan Hasil Penelitian Kebijakan Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial 

97 Laporan Penelitian Unggulan Kebijakan Pembangunan 1 La po ran 
Kesejahteraan Sosial 

98 Laporan Penelitian Mandiri Kebijakan Pembangunan 1 La po ran 
Kesejahteraan Sosial 

99 Laporan Penelitian Pemula Kebijakan Pembangunan 1 Laporan 
Keseiahteraan Sosial 

100 Laporan Penelitian Quick Survey Kebijakan Pembangunan 1 Laporan 
Keseiahteraan Sosial 

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Pekerjaan Sosial 
1 0 1  Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Terapan 1 Orang 

Pekeriaan Sosial 
1 02 Mahasiswa Program Pascasarjana Profesi Pekerjaan Sosial 1 Orang 

103 Mahasiswa Program Pascasarjana (SP- 1 )  Pekerjaan Sosial 1 Orang 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada 
Keluaran (output I 

1 04 Mahasiswa Program D .  IV Pekerjaan Sosial 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

14 .424.466 

1 2.756.466 

1 0 .973 .466 

1 5 .943.900 

1 0 . 973 .466 

14.828 .333 

90 1 .379 .000 

597 . 8 1 2 . 000 

355. 537.000 

169 .280.000 

22 .7 1 2 .000 

8 . 887 .000 

1 9 . 035 .076 

5.408.787 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032) 

Ko de Uraian 

1 2 

032.01 Sekretariat Jenderal 
SBK Total Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub 
Output) 

Dokumen Laporan SAi (SAK, SIMAK BMN dan Persediaan) 

Volume dan 
Satuan Ukur 

3 

1 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan 18 Dokumen 
BMN UAPA/B KKP 

2 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan 
BMN UAPPA/B El Setjen KKP 

3 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan 
BMN Lingkup Wilayah KKP 

Dokumen Revisi DIPA, Penyusunan SBK dan Pengelolaan 
PNBP 

4 Laporan Pengelolaan SBK KKP 
5 Laporan Pengelolaan Anggaran KKP 
6 Dokumen Pengelolaan PNBP 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Bilateral 

7 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Penjajakan 
(Wilayah Amerika dan Eropa) 

8 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Penjajakan 
(Wilayah Afrika dan Timur Tengah) 

9 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Penjajakan 
(Wilayah .Asia dan Pasifik) 

10 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Aktif Wilayah 
Amerika dan Eropa 

1 1  Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Aktif Wilayah 
Afrika dan Timur Tengah 

12 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Aktif Wilayah 
Asia dan Pasifik 

13  Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Pembaharuan 
(Wilayah Amerika dan Eropa) 

14 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Pembaharuan 
(Wilayah Afrika dan Timur Tengah) 

15 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Pembaharuan 
(Wilayah Asia dan Pasifik) 

16 Laporan Pedoman Diplomasi Delegasi RI. 

17  

1 8  

19 

20 

21 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama 
Multilateral 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Penjajakan 
(Sidang/Konferensi di Wilayah Amerika dan Eropa) 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Penjajal{an 
(Sidang/Konferensi di Wilayah Afrika dan Timur Tengah) 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Penjajal{an 
(Sidang/ Konferensi di Wilayah Asia dan Pasifik) 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Aktif 
(Sidang/ Konferensi di Wilayah Amerika dan Eropa) 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Aktif 
(Sidang/Konferensi di Wilayah Afrika dan Timur Tengah) 

1 8  Dokumen 

2 Dokumen 

1 Dokumen 
1 Dokumen 
5 Dokumen 

1 Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

La po ran 

1 La po ran 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 .  5 

858.  140 .000 

75 1 .280.000 

527 .840.000 

35 1 .365.000 
869 .4 1 5 .000 
929 .080 .000 

182 .085 .000 

1 52 .085.000 

132 .085 .000 

397.385.000 

337.385.000 

297.385 .000 

209.3 10 .000 

179 .3 1 0 .000 

1 59 .3 10 .000 

133 .650.000 

182 .085 .000 

1 52 . 085 .000 

132 .085 .000 

397 .385 .000 

337.385.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 

22 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Aktif 1 
(Sidang/Konferensi Di Wilayah Asia dan Pasifik) 

23 Laporan Pedoman Diplomasi Delegasi RI 1 

Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama 
Antarlembaga 

24 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Antarlembaga 1 
(Penjajakan) 

25 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Antarlembaga 1 
(Aktif) 

26 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Antarlembaga 1 
(Pembaharuan) 

27 Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Multilembaga 1 

Laporan Ketatausahaan 

28 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kerja Sama Teknik 1 
Kelautan dan Perikanan 

032.02 Inspektorat Jenderal 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 
Inspektorat I 

1 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 1 
Inspektorat I 

Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 
Inspektorat II 

2 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 1 
Inspektorat II 

Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 
Inspektorat III 

3 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 1 
lnspektorat III 
Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 
Inspektorat IV 

4 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 1 

Inspektorat IV 

Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 
Inspektorat V 

5 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Teknis pada Mitra 1 

Inspektorat V 

032.05 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) 

1 Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 100 

Kecil yang Kompeten 

2 Dokumen AKIP Ditjen PSDKP 4 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

3 Operasional Speedboat Pengawas 6 M (Wilayah Barat) 1 

4 Operasional Speedboat Pengawas 8 M (Wilayah Barat) 1 

5 Operasional Speedboat Pengawas > 1 2  M (Wilayah Barat) 1 
6 Operasional Speedboat Pengawas 6 M (Wilayah Timur) 1 

7 Operasional Speedboat Pengawas 8 M (Wilayah Timur) 

3 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

La po ran 

La po ran 

Laporan 

La po ran 

Laporan 

Orang 

Dokumen 

Hari Operasi 

Hari Operasi 

Hari Operasi 
Hari Operasi 

Hari Operasi 

Besaran 

4 

297 .385 .000 

133 .650.000 

102 .085 .000 

237 .385 .000 

1 29 . 3 1 0 .000 

397.385 .000 

44 1 . 100 .000 

3 .243 . 55 1 . 000 

2 . 988 . 170 .000 

2 .988 . 170 . 000 

2.988 . 1 70 . 000 

1 .393 . 44 1 .000 

3 . 878 .076.000 

830 . 430 .000 

2 .395.000 

4.215.000 

6 . 900 .000 
2 .395 .000 

4.2 1 5 . 000 

(dalam rupial: 

Keterangan 

5 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032) 

Ko de Uraian 

1 2 

8 Operasional Speedboat Pengawas > 1 2  M (Wilayah Timur) 1 

9 Tinda}{ Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik secara 1 
Akuntabel dan Tepat Wa}{tu 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Penangan Barang Bukti dan Awak Kapal yang Disidik 

10  Penanganan Harang Hukti dan Awa}{ Kapal Ukuran >60  GT 1 

1 1  Penanganan Harang Bukti dan Awa}{ Kapal Ukuran 30- 60 GT 1 

1 2  Penanganan Harang Bukti dan Awal{ Kapal Ukuran <30 GT 1 

1 3  Penanganan Harang Bukti selain Kapal 1 

032.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang IPTEK Pengolahan dan 
Produk Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 

1 Karya Tulis Ilmiah 1 
2 Karya Tulis Ilmiah Internasional 1 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang Penelitian Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan 

3 Karya Tulis Ilmiah 1 
4 · Karya Tulis Ilmiah Internasional 1 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang IPTEK Perikanan Budidaya 
5 Karya Tulis Ilmiah 1 
6 Karya Tulis Ilmiah Internasional 1 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang Penelitian Pengelolaan 
Perikanan dan Konservasi Somber Daya Ikan 

7 Karya Tulis Ilmiah 1 
8 Karya Tulis Ilmiah Internasional 1 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut yang Telah 
Teridentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan, Serta 
Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi dan Kapasitas 
Penangkapan lkannya 

9 Data Emunerasi Perikanan 1 
10 Data Saintifik Perikanan 1 

Data dan Informasi Somber Daya, Pemulihan Habitat, 
Konservasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 

1 1  Data Emunerasi Perikanan 1 
12 Data Saintifik Perikanan 1 

WPP RI yang Teridentifikasi Potensi, Alokasi, dan Kuota 
Sumberdaya lkannya 

13 Data Emunerasi Perikanan 1 
14 Data Saintifik Perikanan 1 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang Pengkajian dan 
Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan 

1 5  Karya Tulis Ilmiah 1 
1 6  Karya Tulis Ilmiah Internasional 1 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang IPTEK Kewilayahan, 
Dinamika, dan Somber Daya Laut dan Pesisir 

1 7  Karya Tulis Ilmiah 1 
1 8  Karya Tulis Ilmiah Internasional 1 

Volume dan 
Satuan Ukur 

3 

Hari Operasi 

Kasus 

Kasus 

Hari Operasi 

Hari Operasi 

Hari Operasi 

KTI 
KTI 

KTI 
KTI 

KTI 
KTI 

KTI 
KTI 

WPP 
WPP 

WPP 
WPP 

WPP 
WPP 

KTI 

KTI 

KTI 
KTI 

Besaran 

4 

6 .900.000 

28 .796.000 

56.760.000 

45. 590 .000 

25 . 420 . 000 

14 .940.000 

2 .633 .000 
1 8.500.000 

2 .633 .000 
1 8 . 500.000 

2 .633 .000 
1 8 . 500 .000 

2 .633 .000 
1 8 . 500.000 

27 .000 
45 1 .000 

27 .000 
45 1 .000 

27 .000 
45 1 . 000 

2.633 .000 
1 8 . 500.000 

2 . 633 .000 
1 8 . 500 .000 

(dalam rupiah) 

Keterangan 

5 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

032.12 Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Masyarakat KP yang dilatih 
1 Pelatihan KP di Balai Pelatihan KP 1 Orang 

2 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui P2MKP di 1 Orang 
Wilayah I 

3 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui P2MKP di 1 Orang 
Wilayah II 

4 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui P2MKP di 1 Orang 
Wilayah III 

5 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Safari 1 Orang 
Pelatihan di Wilayah I 

6 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Safari 1 Orang 
Pelatihan di Wilayah II 

7 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat melalui Safari 1 Orang 
Pelatihan di Wilayah III 

(dalam rupiah 

Besaran 
Keterangan 

4 5 

3 . 1 50 . 000 

1 . 932 .000 

2 . 1 2 1 .000 

2 .247.000 

3 . 045 .000 

3 .360.000 

3 . 570.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Pariwisata (040) 

Ko de Uraian 
Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

040.01 Kementerian Pariwisata 

Deputi Pengengembangan Kelembagaan Pariwisata 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

1 Penelitian Individu 1 Dokumen 

2 Penelitian Kelompok 1 Dokumen 
3 Penelitian Institusi 1 Dokumen 
4 Sertifikasi Profesi 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

1 1 .870.000 

1 42 . 4 1 0 .000 
427.860.000 

392 .000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (0541 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

054.01 Badan Pusat Statistik 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

1 Jumlah Laporan Monitoring Tinda}{ Lanjut Hasil Audit 67 Laporan 
Wilayah I 

2 Jumlah Laporan Monitoring Tinda}{ Lanjut Hasil Audit 69 Laporan 
Wilayah II 

3 Jumlah Laporan Monitoring Tinda}{ Lanjut Hasil Audii: 67 La po ran 
Wilayah III 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

2 . 792 .094.000 

3 .087 . 1 27 . 000 

3 .39 1 .458.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Perencanaan Pembangunan Nasional (055) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

055.01 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

1 Orang Terlatih Perencana Utama 1 Orang 

2 Orang Terlatih Perencana Madya 1 Orang 

3 Orang Terlatih Perencana Muda 1 Orang 

4 Orang Terlatih Perencana Pertama 1 Orang 

5 Orang Terlatih Diklat Substantif 1 Orang 

6 Orang Terlatih Perencana Pembangunan Daerah 1 Orang 

7 Orang Terlatih dalam bahasa Inggris (EAP) 1 Orang 

8 Orang Terlatih dalam bahasa Jepang 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

32 .267 .500 Setiap angkatan 
terdiri dari 1 0  orang 

16 .40 1 .500 Setiap angkatan 
terdiri dari 20 orang 

22 .399.750 Setiap angkatan 
terdiri dari 20 orang 

30 .782 . 250 Setiap angkatan 
terdiri dari 20 orang 

1 1 .995 .200 Setiap angkatan 
terdiri dari 20 orang 

20.842 .400 Setiap angkatan 
terdiri dari 25 orang 

2 1 .383.900 Setiap angkatan 
terdiri dari 20 orang 

1 1 . 250 .500 Setiap angkatan 
terdiri dari 20 orang 
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Ko de Uraian Volume dan 
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1 2 3 

059.03 Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan 
Informatika 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, 
Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan 
Informatika Balmon Kelas I Jakarta 

1 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 
Dalam Kota (Jakarta) 

2 Observasi dan Monitoring dan Bergerak Frekuensi Radio 1 La po ran 
Luar Kota 

3 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
4 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota I Laporan 
5 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
6 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
7 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
8 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
9 Tindaklanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
1 0  Ujian Amatir Radio 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, 
Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan 
Informatika Balmon Kelas II Medan 

1 1  Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 La po ran 
Dalam Kota 

12 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 La po ran 
Ko ta 

13 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
1 4  Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
1 5  Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
16 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
1 7 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
18 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota 1 La po ran 
1 9  Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota 1 Laporan 
20 Ujian Amatir Radio Dalam Kota 1 Laporan 
2 1  Ujian Amatir Radio Luar Kota 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, 
Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumb�rdaya Pos dan 
Informatika Balmon Kelas II Bandung 

22 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio [Dalam Kota] 1 Laporan 

23 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio [Luar Kota] 1 Laporan 

24 Penertiban Frekuensi Radio fDalam Kota] 1 Laporan 
25 Penertiban Frekuensi Radio fLuar Kota] 1 Laporan 
26 Validasi Data Frekuensi Radio fDalam Kota] 1 Laporan 
27 Validasi Data Frekuensi Radio fLuar Kota] 1 Laporan 
28 Pengukuran Frekuensi Radio 1 La po ran 
29 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
30 Ujian Negara Amatir Radio fUNAR] 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, 
Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan 
Informatika Balmon Kelas II Semarang 

3 1  Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

(Semarang) 
32 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

(Semarang) 

(dalam rupiah 

Be saran Keterangan 

4 5 

6 . 500 .000 

56.360.000 

2 1 .750.000 
60 .2 1 0 .000 

6 . 500.000 
57 .3 1 0 .000 

6 . 530.000 
1 3 .36 1 .000 
6 . 500.000 

36 .360.000 

4 .300.000 

1 7 .800.000 

1 0.000 .000 
32.440.000 

4 .375 .000 
1 9 . 569.000 
1 9 . 569.000 

9.600 . 000 
20 .600.000 
33 . 550.000 
85 . 1 00 .000 

5 . 840 .000 
24 .800.000 

24 .760.000 
66 .476.000 

4 . 570.000 
29 .250 .000 
24.790.000 
29 .650 .000 
57 .460.000 

4 .650.000 

19 .850. 000 

i 
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33 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
(Semarang) 

34 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang) 1 Laporan 
35 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

(Semarang) 
36 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

(Semarang) 
37 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
38 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
39 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

40 Ujian Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, 
Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan 
Informatika Balmon Kelas II Surabaya 
4 1  Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 

Dalam Kota 
42 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 

Luar Kota 
43 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jatim) 1 Laporan 

44 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim) 1 Laporan 

45 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

46 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota (Jatim) 1 Laporan 

47 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim) 1 Laporan 
48 Ujian Amatir Radio 1 Laporan 
49 Pengukurilll Frekuensi Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Samarinda 

50 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 
Dalam Kota Samarinda 

5 1  Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Kota Samarinda Transportasi Darat 

52 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Kota Samarinda Transportasi Udara 

53 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 La po ran 
Kota Samarinda Transportasi Laut dan Udara 

54 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
Samarinda 

55 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
56 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

Samarinda 
57 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

Transportasi Darat 
58 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

Samarinda Transportasi Udara 
59 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

Samarinda Transportasi Laut dan Udara 
60 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda 1 Laporan 
6 1  Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda 1 Laporan 
62 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 La po ran 
63 Ujian Negara Amatir Radio 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Makassar 

64 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 
Dalam Kota Makassar 

65 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota Makassar Transoortasi Laut 

66 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

1 8 . 750.000 

50.250.000 
4 .650.000 

19 .850.000 

4 .650.000 
19 .850.000 
30.770.000 

60.070.000 

6 .300 .000 

22 .075 .000 

22 . 1 00 .000 
73 .350.000 

3 1 .005 .000 
5.600.000 

20.885.000 
89. 803 .000 
22 .875.000 

6 .200.000 

27 .750.000 

38 .830.000 

4 1 .830.000 

1 9 .749 .000 

82 .763 .000 
6.200.000 

27.750.000 

38.830.000 

4 1 .830.000 

6 .200.000 
38 .830 .000 
1 8 .53 1.000 
60.705 .000 

5 .000.000 

24.050.000 

2 1 . 050.000 J 
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67 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar 1 Laporan 
68 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Makassar 1 Laporan 

Transportasi Darat 
69 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

Makassar 

70 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
Makassar Transportasi Laut 

7 1  Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
Makassar Transportasi Darat 

72 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar 1 Lap or an 
Transportasi Laut 

73 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar 1 Laporan 
Transportasi Darat 

74 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar 1 Laporan 

75 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 La po ran 
76 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Pekanbaru 

77 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 
Dalam Kota 

78 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota 

79 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 La po ran 
80 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
8 1  Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
82 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 

83 Validasi Data Pengguna Frekuensi di Dalam Kota 1 La po ran 
84 Pengukuran Frekuensi Radio 1 Laporan 
85 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Palembang 

86 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

87 
(Palembang) 
Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
(Palembang) 

88 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

(Palembang) 
89 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di  Luar Kota 1 La po ran 

(Palembang) 
90 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
9 1  Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

92 Pengukuran Frekuensi Radio 1 La po ran 
93 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 La po ran 
94 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Yogyakarta 

95 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 
Dalam Kota (DJ .  Yogyakarta) 

96 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 

Luar Kota (D . I .  Yogyakarta) 

97 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (DJ.  1 La po ran 

Y ogyakarta) 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

1 6 . 3 10 .000 

66.230 .000 

5 . 1 45 .000 

22 . 550.000 

2 1 .050.000 

22 .550 .000 

2 1 .050.000 

5 .000.000 

1 4 . 290.000 
98 .380 .000 

5 .700 .000 

26 .845.000 

20 .300 .000 
70 .4 1 5 . 000 
3 1 .850 .000 
20 .325 .000 

5 .650.000 
1 7 . 275 .000 
93 .370 .000 

5 .700.000 

1 9 . 450.000 

2 1 . 6 1 5 .000 

62 .930 .000 

5 .350 .000 
1 9 . 100 .000 
1 9 .450.000 
59.989.000 
54 .005 .000 

4 . 5 1 0 .000 

1 0 . 1 00 .000 

1 9 .788.000 

R/pt www.jdih.kemenkeu.go.id



M E NTE R !  K E U ANGAN 
F1 E P U B L l l< I N DO N E S I A  

- 7 2  -

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Inf01·matika (059) 

Volume dan Ko de Uraian Satuan Ukur 
1 2 3 

98 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (D.I .  1 Laporan 
Y ORYakarta) 

99 . Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota (D .1 .  1 La po ran 
Y ORYakarta) 

100 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota (D . I .  Yogyakarta) 1 Laporan 

1 0 1  Pengukuran Frekuensi Radio (D . I .  Yogyakarta) 1 Laporan 
102 Tindak Lanjut Hasil Penertiban (D . I .  Yogyakarta) 1 La po ran 
103 Ujian Negara Amatir Radio (D.I .Yogyakarta) 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Denpasar 

104 Obseivasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam 1 Laporan 
Kota (Bandung ) 

105 Obseivasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Kota (Bandung ) 

106 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
(Bandung ) 

107 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Bandung) 1 La po ran 

108 Validasi Data Frekuensi Dalam Kota (Bandung) 1 La po ran 
109 Validasi Data Frekuensi Luar Kota (Bandung) 1 La po ran 
1 10 Pengukuran Frekuensi Radio 1 La po ran 
1 1 1  Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
1 12 Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan lnformatika Balmon Kelas II 
Ku pang 

1 13 Obseivasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang 1 La po ran 

1 14 Obseivasi Monitoring Luar Kota Transportasi Darat 1 Laporan 
1 1 5 Obseivasi Monitoring Luar Kota Transportasi Udara NTT 1 Laporan 
1 16 Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang 1 La po ran 
1 17 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat 1 La po ran 

NTT 
1 18 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara 1 La po ran 

NTT 
1 19 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

Ku pang 
120 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

Transportasi Darat NTT 
1 2 1  Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 L11poran 

Transportasi Udara 
122 Pengukuran Stasiun Radio Dalam Kota Kupang 1 Laporan 
123 Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat 1 Laporan 
124 Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara 1 Laporan 

NTT 
125 Tindalc Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang 1 Laporan 
126 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi 1 La po ran 

Darat NTT 
127 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi 1 Laporan 

Udara NTT ' 

128 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 1 Laporan 

(dalam rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

34.788.000 

3.840 .000 

8 . 240 .000 

1 2.260.000 
3 1.900.000 
30.056.000 

6 .350.000 

26.760.000 

23.690.000 

80.2 18 .000 

6.630.000 
27.530 .000 
30.700.000 
63. 1 10.000 
45. 1 72.000 

6 . 550.000 

23.700.000 
37.550.000 
20.520.000 
30 .570.000 

47.370.000 

5 . 850.000 

23 .350.000 

37.550.000 

5 .850 .000 
35.300.000 
37 . 550.000 

9 .620.000 
1 8 . 570.000 

25 .460.000 

87.360.000 
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Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Manado 

1 29 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Dalam Kota 1 Laporan 
130 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Luar Kota 1 Laporan 
1 3 1  Operasi Penertiban Frekrad Dalam Kota 1 Laporan 
132 Operasi Penertiban Frekrad Luar Kota 1 Laporan 
133 Validasi Data Pengguna Frekrad Dalam Kota 1 La po ran 
134 Validasi Data Pengguna Frekrad Luar Kota 1 La po ran 
135  Pengukuran Frekuensi Radio 1 La po ran 
136 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 La po ran 
137 Ujian Amatir Radio 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan lnformatika Balmon Kelas II 
Jayapura 

138 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak 1 La po ran 
Dalam Kota 

139 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar 1 La po ran 
Kota Menggunakan Transportasi Darat 

1 40 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar 1 La po ran 
Kota Menggunakan Transportasi U dara ' 

1 4 1  Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar 1 Laporan 
Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut 

142 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
1 43 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
1 44 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

145 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
Menggunakan Transportasi Darat 

1 46 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
Menggunakan Transportasi Udara 

1 47 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
Menggunakan Transportasi Udara dan Laut 

148 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
1 49 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
1 50 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota 1 La po ran 
1 5 1  Tindak L�jut Hasil Penertiban Luar Kota 1 La po ran 
1 52 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota 1 La po ran 
1 53 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Aceh 

1 54 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 

1 55 
Dalam Kota 
Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 

1 56 
Luar Kota 
Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut 

157 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
158 Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi 1 Laporan 

Radio di Dalam Kota 
1 59 Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi 1 La po ran 

Radio di Luar Kota 
160 Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 

1 6 1 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
1 62 Tindak L�jut Hasil Penertiban 1 Laporan 
163 lljian Amatir Radio 1 Laporan 

(dalam rupiah] 

Besaran Keterangan 

4 5 

4 .950.000 
43 .200 .000 
24 .275 .000 
67 . 1 00 .000 

4 . 950 .000 
22 .950 .000 
20.450.000 
34 .950 . 000 
3 3 . 1 1 0 .000 

7 .350 .000 

1 6 . 3 1 0 .000 

46.720.000 

50.495.000 

20 .625 .000 
105 . 140 .000 

7 .350 .000 

1 6 . 3 1 0 .000 

46.720.000 

50 .495 .000 

7 . 490 .000 
45 .920.000 
1 4.700.000 
67 .470 .000 
1 2 . 570 .000 
44 .690.000 

4 .350 .000 

1 9 .200.000 

20 . 1 05 . 000 

5 1 .260.000 
4 .200.000 

3 1.060 .000 

4 .385 .000 
1 9 . 375 .000 
32 .670 .000 
33 .450 .000 
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Volume dan 
Ko de Uraian Satuan Ukur 

1 2 3 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas 11 
Ba tam 

164 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 
Dalam Kota Menggunakan BBM 

165 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 La po ran 
Kota Transportasi Laut 

166 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Kota Transportasi U dara 

1 67 Monitoring Borctercomm (UPT Perbatasan) 1 Laporan 
168 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
169 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
170 Validasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi 1 Laporan 

Radio Dalam Kota Menggunakan BBM 
1 7 1  Valiadasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi 1 Laporan 

Radio Luar Kota Transportasi Laut 
172 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

Transportasi Udara 
173 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
1 74 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut 1 La po ran 

175 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi 1 La po ran 
Udara 

176 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
177 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota 1 Laporan 
178 Ujian. Negara Amatir Radio Luar Kota 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Padang 

179 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 
Dalam Kota Padang 

180 Observasi dan Monitoring Bergeral{ Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Kota Padang 

1 8 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Padang 1 Laporan 
1 82 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
183 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Padang 1 La po ran 
184 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Padang 1 Laporan 
185 Pengukuran Frekuensi Radio 1 La po ran 
186 Tindak Laniut Hasil Penertiban 1 La po ran 
187 Ujian Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Jambi 

1 88 Observasi dan Monitoring Dalam Kota (Jambi) 1 Laporan 
189 Observasi dan Monitoring Luar Kota (Jambi) 1 La po ran 
190 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi) 1 La po ran 
1 9 1  Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi) 1 La po ran 
192 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

(Jam bi) 
1 93 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

(Jambi) 
194 Pengukuran Frekuensi Radio 1 Laporan 
195 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
196 Ujian Amatir Radio 1 Laporan 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

3 .384.000 

1 8 . 560.000 

3 1 .800.000 

20 .040.000 
26.370.000 
60 .560.000 

4 .900.000 

2 1 .390.000 

32 .040.000 

3 .900.000 
20 .040.000 

3 1 .800.000 

36 .332 .000 
36.624.000 
53 . 1 42.000 

4.450.000 

1 8 . 1 04 .000 

1 2 . 800.000 
28 .440.000 

2 . 970 .000 
1 7 . 550.000 
1 3 . 79 1 .000 
32.980.000 
27 . 1 10 .000 

5 .650.000 
1 9 . 1 50 .000 

1 8 .002 .000 

4 1 .258.000 
5 .650.000 

1 9 . 1 50 . 000 

1 9 . 1 50.000 
8 .390.000 

56. 150.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Ko de Uraian . Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Bengkulu 

1 97 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
1 98 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
199 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

(Transportasi U dara) 
200 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
20 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
202 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
203 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
204 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
205 Pengukuran Frekuensi Radio 1 Laporan 
206 Ujian Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Lampung 

207 Observasi dan Mop.itoring Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
208 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
209 Operasi Penertiban Frekuensi Radfo Dalam Kota 1 Laporan 
2 10 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
2 1 1  Validasi Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
2 12 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
2 13 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
2 14 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 La po ran 
2 1 5 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Pontianak 

2 16 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Dalam Kota Pontianal{ 

2 17 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota Pontianak 

2 18 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota Pontianak Transportasi Udara 

2 19 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota Pontianak Transportasi Sungai 

220 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
Pontianak 

22 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota 1 La po ran 
Pontianak 

222 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
Pontianak 

223 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
Pontianak 

224 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
Pontianak Transportasi Sungai 

225 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
Pontianak Transportasi Udara dan Darat 

226 Pengukuran Frekuensi Radio 1 Laporan 

227 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

228 Ujian Amatir Radio 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Banjarmasin 

229 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 

(dalam rupial 

Besaran Keterangan 

4 5 

4.550 .000 
1 8 . 000.000 
23 .730.000 

1 8 . 1 90 .000 
42 .650.000 
1 0 . 1 95 .000 
4 .550.000 

1 8 . 000 .000 
1 8 . 000.000 
30.600.000 

5 . 1 50 .000 
1 8 .380.000 
1 7 .495.000 
17 .302.000 
4 .695 .000 

1 8 .380.000 
1 8 .380 .000 
6 . 292 .000 

24 .500.000 

5 .700 .000 

20.050.000 

33 .935 .000 

22 . 550.000 

24.245.000 

60.935.000 

5 .700.000 

20 .050 .000 

22 .550 .000 

3 3 . 93 5 .000 I 

20.050.000 
1 0 .660.000 
59 .200.000 

5 .350 .000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Volume dan Ko de Uraian Satuan Ukur 
1 2 . 3 

230 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota 1 La po ran 
23 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
232 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
233 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
234 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
235 Pengukuran Frekuensi Radio 1 Laporan 
236 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
237 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palangkaraya 

238 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Dalam Kota (Kalteng) 

239 Observasi Monitoring Bergerak Frekuensi di Luar Kota 1 Laporan 
(Kalteng) 

240 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 

24 1 
(Kalteng) 
Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Kalteng) 1 Laporan 

242 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
(Kalteng) 

243 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 1 La po ran 
(Kalteng) 

244 Pengukuran Frekuensi Radio 1 Laporan 
245 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio 1 Laporan 
246 Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mataram 

247 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 
Dalam Kota fNTB] 

248 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 
Luar Kota [NTB] 

249 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 
Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air /Laut 

250 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] 1 La po ran 
25 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] 1 Laporan 

252 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB) 1 Laporan 
Transportasi Penyeberangan Air /Laut 

253 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] 1 Laporan 
254 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] 1 La po ran 
255 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] 1 La po ran 

Transportasi Pen ye berangan Air I Laut 
256 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Dalam 1 Laporan 

Kota [NTB] 
257 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar 1 Laporan 

Kota [NTB] 
258 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar 1 Laporan 

Kota (NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut 
259 Tindak Lanjut Hasil Penertiban [NTB] 1 Laporan 
260 Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok fNTB] 1 Laporan 
26 1 Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa fNTB] 1 Laporan 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

2 1 .625.000 
17 .350.000 
4 1 .650.000 

5 .350 .000 
2 1 .625 .000 
2 1 .455.000 
1 8 .930.000 
57.530.000 

3 . 425 .000 

27 .600 .000 

23 .000 .000 

7 1 .290.000 

3 . 180 .000 

2 1 . 595 .000 

2 2 . 1 20 .000 
5 .350 . 000 

7 1 .305 .000 

3 . 663 .000 

7 . 563 .000 

1 7 . 674.000 

1 7 . 3 1 3 .000 
28 . 1 95 .000 

53 .572 . 000 

3 . 663 .000 
7 . 563 .000 

17 .674.000 

3 . 663 .000 

7 . 563 .000 

1 7 .674.000 

30 . 1 80 .000 
44.379 . 000 
53 .498.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (0591 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Balikpapr..n 

262 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Lap or an 
Dalam Kota 

263 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota 

264 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
265 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota 1 La po ran 
266 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
267 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
268 Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
269 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
270 Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota 1 La po ran 
27 1 Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Luar Kota 1 La po ran 
272 Ujian Amatir Radio di Dalam Kota 1 Laporan 
273 Ujian Amatir Radio di Luar Kota 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palu 

274 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam 1 Laporan 
Ko ta 

275 Monitoring Observasi Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
276 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota dengan 1 La po ran 

Transfortasi Laut 
277 Operasi Penettiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
278 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

279 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 

280 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

28 1 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

282 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

283 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan 1 La po ran 

284 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

285 Ujian Amatir Radio 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Kendari 

286 Observasi Monitoring Dalam Kota 1 Laporan 

287 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

288 Observasi dan Monitoring Luar Kota Melalui Laut 1 Laporan 

289 Observasi dan Monitoring Luar Kota Melalui Udara 1 Laporan 

290 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

29 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

292 Validasi Data Dalam Kota 1 Laporan 

293 Validasi Data Luar Kota Sultra Melalui Darat 1 Laporan 

294 Validasi Data Luar Kota Sultra Melalui Laut 1 La po ran 

295 Validasi Data Luar Kota Melalui Udara 1 La po ran 

296 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

297 Pengukuran Frekuensi Radio Melalui Darat 1 La po ran 

298 Pengukuran Frekuensi Radio Melalui Laut 1 La po ran 

299 Pengukuran Frekuensi Radio Melalui Udara 1 La po ran 

300 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

30 1 Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) 1 La po ran 

(dalam rupial1 

Besaran Keterangan 

4 5 

5 . 450.000 

23 . 550.000 

22 . 500.000 
73 .500 .000 

5 . 450.000 
23 .550.000 

5 .450 .000 
23 .550 .000 
1 8 . 830 .000 
38 . 1 50 .000 
27 .352 .000 
49 . 948.000 

5 .330 .000 

20 .690.000 
26 .690.000 

59 . 5 1 6 .000 
5 .330 .000 

20 .690.000 
45 .058 .000 

5 .330 .000 
20 .690 .000 
26 .690.000 
39. 570.000 
68 .994.000 

5 .850 .000 

2 1 .360.000 
22 .960.000 
3 1 .240.000 
27 .900.000 
37 .008.000 

5 .850.000 
1 9 . 4 1 0 . 000 
24.840.000 
3 1 .240 . 000 

5 . 850 .000 
2 1 .360.000 
22 .960.000 
29 .360.000 
1 3 . 380.000 
53 .094.000 

www.jdih.kemenkeu.go.id



M E NTE R ! KEUANGAN 
R E P U B Ll f< I N DO N E S I A  

- 7 8  -

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Volume dan 
Kode Uraian Satuan Ukur 

1 2 3 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II 
Merauke 

302 Observasi dan Monitoring Dalam Kota Merauke 1 La po ran 

303 Observasi dan Monitoring Luar Kota Merauke 1 Laporan 

304 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke 1 Laporan 

305 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Merauke 1 Laporan 

306 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
Merauke 

307 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
308 Pengukuran Frekuensi Radio 1 La po ran 

309 Ujian Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ambon 

3 10 Observasi dan Monitoring Frekuensi Dalam Kota Ambon 1 Laporan 

3 1 1  Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
Ambon Transportasi Laut 

3 12 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
Ambon Transportasi Udara 

3 1 3 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon 1 La po ran 

3 1 4 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon 1 La po ran 
Transportasi Laut 

3 1 5 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon 1 La po ran 
Transportasi Udara 

3 16 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon 1 La po ran 
3 17 Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi 1 Laporan 

Laut 
3 18 Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi 1 La po ran 

Udara 
3 19 Pengukuran Parameter Teknis Dalam Kota Ambon 1 Laporan 
320 Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon 1 Laporan 

Transportasi Laut 
32 1 Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon 1 Laporan 

Transportasi Udara 
322 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 La po ran 
323 Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ternate 

324 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 
Dalam Kota Ternate 

325 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
Transportasi Kapal Ferry Maluku Utara 

326 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Kota Kepulauan Maluku Utara 

327 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
328 Operasi Penertiban Frekuensi Radio 'Luar Kota 1 Laporan 
329 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
330 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Kapal Feny 1 Laporan 

33 1 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
Kepulauan Maluku Utara 

332 Pengukuran Frekuensi Radio Trasnportasi Kapal Ferry 1 Laporan 
Maluku Utara 

333 Pengukuran Frekuensi Radio Kepulauan Maluku Utara 1 Laporan 

334 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

8 . 675 .000 
47.575 .000 

37 .875 .000 

145 .300.000 

8 .675 .000 

8 1 . 475 .000 
90. 150 .000 

173 .740.000 

4 .200 .000 

23 .870.000 

2 1 . 605 .000 

1 7 . 300 .000 

27 .674.000 

38 .3 1 0 .000 

4 .200.000 
23 . 130 .000 

2 1 .605.000 

4 .200 .000 
1 2 . 336 .000 

2 1 .605 .000 

7 . 580.000 
35 .5 1 0 .000 

6 . 175 .000 

23 .345.000 

28 .250 .000 

28.770.000 

66.394.000 

6 .500.000 
23 .345.000 

29 .250.000 

23 .345 .000 

28 .250.000 

4 .875 .000 
, 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Volume dan Kode Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

335 Ujian Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang 

336 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio · 1 La po ran 
Dalam Kota 

337 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 La po ran 
Ko ta 

338 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 La po ran 
Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara 

339 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
340 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
34 1 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan 1 La po ran 

Transportasi Laut/Udara 
342 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
343 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
344 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan 1 Laporan 

Transportasi Laut/Udara 
345 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
346 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
347 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

Menggunakan Transportasi Laut/Udara 
348 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
349 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi Dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos Dan Informatika Loka Gorontalo 

350 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 La po ran 
Dalam Kota Gorontalo 

35 1 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 La po ran 
Kota Gorontalo 

352 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Gorontalo 1 Laporan 

353 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Gorontalo 1 Laporan 

354 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Gorontalo 1 La po ran 

355 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Gorontalo 1 La po ran 

356 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Gorontalo 1 Laporan 

357 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Gorontalo 1 Laporan 

358 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
359 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi Dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos Dan Informatika Balmon Kelas II 
Tangerang 

360 Observasi Dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

36 1 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Ko ta 

362 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

363 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

364 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

365 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

366 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

367 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

368 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota 1 Laporan 

(dalam rupiah 

Besaran Keterangan 

4 5 

42. 1 70 .000 

5 . 1 55 .000 

1 6 . 275 .000 

2 1 .650.000 

5 . 1 55 .000 
1 6 . 275 .000 
2 1 .650.000 

5 . 1 55 . 000 
1 6 . 275 .000 
2 1 .650.000 

7 .855 .000 
1 8 . 975 .000 
24 .350 .000 

8 . 260.000 
37 .925 .000 

5 .350 .000 

1 7 . 500 .000 

26 .560 .000 

67.060.000 

5 .350 .000 
1 7 .500.000 

5 . 350 .000 
1 7 . 500.000 

5 .630.000 
24.540 .000 

4 .740 . 000 

1 9 . 800.000 

1 6 . 1 26 .000 

54.046.000 

7 . 530 .000 

1 9 .450.000 

5 . 160 .000 

1 9 . 660.000 

56 .805 .000 

. 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Volume dan Kode Uraian Satuan Ukur 
1 2 3 

369 Ujian Amatir Radio Dalam Kota 1 Laporan 
370 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Pos Sorong 

37 1 Obsezvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 
Dalam Kota 

372 Obsezvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 La po ran 
Luar Kota dengan Transportasi Laut 

373 Obsezvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 1 Laporan 
Luar Kota dengan Sarana Transportasi Darat 

374 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
375 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota 1 Laporan 
376 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
377 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
378 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 
379 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
380 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 

38 1 Ujian Negara Amatir Radio 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan lnformatika Loka Tahuna 

382 Obsezvasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

383 Obsezvasi dari Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
384 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
385 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
386 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
387 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
388 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
389 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 La po ran 
390 Ujian Negara Amatir Radio 1 Laporan 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Manokwari 

39 1 Obsezvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 La po ran 
Dalam Kota 

392 Obsezvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 La po ran 
Ko ta 

393 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Laporan 

394 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

395 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 

396 Pengukuran Frekuensi Radio 1 La po ran 

397 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi 1 La po ran 

398 Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) 1 La po ran 

Dokumen/Laporan Pelaksanaan Monitoring, 
Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan 
Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mamuju 

399 Obsezvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 1 Laporan 
Dalam Kota 

400 Obsezvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar 1 Laporan 
Ko ta 

40 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 

402 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

23 .025.000 
4 .950.000 

4 .790.000 

44.670.000 

30.020.000 

29.585.000 
57.920.000 

4.790 .000 
1 9 .450.000 

4 .790.000 
1 0 . 590.000 
63.200.000 

59.844.000 

4 .860.000 

3 1 . 530.000 
22.900.000 
68 .620 .000 

8 . 440.000 
4 1 . 160 .000 
4 1 . 160 .000 
8 1 .240.000 
90.325.000 

5 .400.000 

50.62 1 .000 

1 9 . 4 1 8 .000 

5 . 400.000 

48.392 .000 

48.692.000 

14 .930 .000 

88. 832 .000 

5 .400.000 

2 1 .020.000 

23 .554.000 

52.330.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Volume dan Ko de Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 3 

403 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
404 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 1 La po ran 
405 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 1 La po ran 
406 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 1 Laporan 
407 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 1 Laporan 
408 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota 1 Laporan 
409 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota 1 Laporan 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
· Kelas I Jakarta 

4 1 0  Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
4 1 1  Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

· Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Medan 

4 12 Penangan;m Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
4 1 3  Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Bandung 

4 1 4  Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 

1 Dokumen 

Kelas II Semarang 
4 1 5  Penangartan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

4 1 6  Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Surabaya 

4 1 7  · Pena.tiganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
4 1 8  Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Samarinda 

4 1 9  Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
420 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Makassar 

42 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 

1 Dokumen 

Kelas II Pekanbaru 
422 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Palembang 

423 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 

: Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Yogyakarta 

424 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 

: Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Denpasar 

425 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
426 · Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Kupang 

427 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

428 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

429 
Transportasi Darat 
Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 
Transportasi Udara 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Manado 

430 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 

(dalam rupial 

Besaran Keterangan 

4 5 

5 .400.000 
1 9 . 650.000 

5 . 400.000 

1 9 . 650.000 

6 .930.000 

53 . 160 .000 
68. 1 60 .000 

6 .500.000 
8 .980 .000 

4 .300.000 
1 9 . 569.000 

32 .600.000 

5 . 000.000 

20 .200 .000 

6 .825 .000 
22 .075 .000 

6 .200.000 
38 .830 .000 

2 1 .050 .000 

1 3 . 700.000 

1 9 .450.000 

17 .360.000 

7 . 1 20 .000 
1 8 . 460.000 

5 . 850.000 
23 .350 .000 

37 .550 .000 

20 .450.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Volume dan Kode Uraian Satuan Ukur 
1 2 3 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Jayapura 

43 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
432 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Banda Aceh 

433 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

434 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Batam 

435 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
436 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Padang 

437 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Jambi 

438 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Bengkulu 

439 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Lampung 

440 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas· II Pontianak 

44 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
442 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Banjarmasin 

443 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Palangkaraya 

444 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Mataram 

445 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
446 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Balikpapan 

447 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

448 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Palu 

449 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 1 Dokumen 
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Kendari 

450 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
45 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Merauke 

452 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
453 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Manokwari 

454 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 
455 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

7.350 .000 
45.920.000 

4 . 500.000 

19 .200.000 

3 .900.000 
19 .800.000 

1 0 . 540.000 

19 . 1 50 .000 

1 8 .000 .000 

1 8 . 380.000 

5 .700 .000 
20.050.000 

2 1 .800.000 

20.095.000 

5 .625 .000 
1 1 .709.000 

5 .450.000 

23 . 550.000 

20.690.000 

5 .850 .000 

2 1 .360 .000 

7 .500.000 
47.475 .000 

6 .450.000 
28 .400.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059) 

Kode Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Mamuju 

456 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

457 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Ambon 

458 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

459 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Ternate 

460 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

46 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Pangkal Pinang 

462 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

463 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

464 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 
Menggunakan Transportasi Laut/Udara 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Gorontalo 

465 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

466 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon 
Kelas II Tangerang 

467 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

468 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon 
Sorong 

469 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

470 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka 
Tahuna 

47 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 1 Dokumen 

472 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 1 Dokumen 

(dalam rupial 

Be saran Keterangan 

4 5 

5 . 400 .000 

1 9 . 650 .000 

4 .200.000 

2 1 .320 .000 

4 .670.000 

30 .840 . 000 

5 . 1 55 .000 

1 6 .275 .000 

2 1 .650 .000 

5 .350 .000 

1 7 . 500 .000 

4 . 8 1 0 .000 

1 9 . 625 .000 

2 . 490.000 

22 .290.000 

5 . 1 1 0 . 000 

34 .8 1 0 . 000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

063.01 Badan Pengawas Obat dan Makanan 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output )  

Perkara d i  Bidang Penyidikan Obat dan Makanan 
1 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 

Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Jakarta 

2 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Bandung 

1 Perkara 

3 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Bandung 

4 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Semarang 

5 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Semarang 

6 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Yogyakarta 

7 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Luar Kota) di Yogyakarta 

8 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Surabaya 

9 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Surabaya 

1 0  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Banda Aceh 

1 1  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Banda Aceh 

12 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Medan 

13  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) di Medan 

14 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Padang 

15  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Mal{anan (Target Operasi/Luar Kota) di Padang 

16  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Mal{anan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Pekanbaru 

17  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Pekanbaru 

18  Investigasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Jambi 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

54.090 .000 

54. 096.000 

89 .977 .000 

5 1 .300 .000 

8 1 .080.000 

54 .342.000 

85 .902 . 000 

52.706.000 

82 .052 .000 

53 .032 .000 

84.434.000 

5 1 .066.000 

77 .624.307 

5 1 .280.000 

79.430.000 

52 . 5 10 .000 

85 . 1 1 0 . 000 

5 1 .374.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

19  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Jambi 

20 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Palembang 

2 1  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Palembang 

22 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Bandar 
Lampung 

23 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Luar Kota) di Bandar 
Lampung 

24 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Pontianak 

25 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar l(ota) di Pontianak 

26 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di 
Palangkaraya 

27 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Palangkaraya 

28 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di 
Banjarmasin 

29 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Koi:a) di Banjarmasin 

30 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Samarinda 

3 1  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Samarinda 

32 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Manado 

33 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Manado 

1 Perkara 

34 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Palu 

35 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Palu 

1 Perkara 

36 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Makassar 

(dalam rupial: 

Besaran Keterangan 

4 5 

78 .928 .000 

5 1 .692 .000 

8 1 .085 .428 

5 1 .792 . 000 

8 1 . 1 84 . 000 

52 .772 .000 

86 .744.000 

53 . 9 1 0 .000 

82 . 180 .000 

52 .366 .000 

84.072 .000 

57.926 .000 

1 18 . 5 1 2 . 000 

54. 1 28 .000 

89 .986 .000 

53 .334 .000 

95 .098 .000 

54.680.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

37 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Makassar 

38 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalarn Kota) di Kendari 

39 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Kendari 

40 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalarn Kota) di Ambon 

4 1  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Ambon 

42 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalarn Kota) di Denpasar 

43 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) di Denpasar 

44 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Mataram 

45 lnvestigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) di Matararn 

46 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindal( Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Kupang 

47 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) di Kupang 

48 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindal( Pidana Obet dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Jayapura 

49 lnvestigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Jayapura 

so Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Mal(anan (Target Operasi/TKP Dalarn Kota) di Bengkulu 

5 1  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Bengkulu 

52 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindal( Pidana Obat dan 1 Perkara 
Mal(anan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Serang 

53 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Serang 

54 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Batam 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

90 . 0 1 0 .000 

53 .838 .000 

89 .966.000 

59 .974.000 

129 .298.000 

57.374.000 

1 0 1 .698 . 000 

56 .492 .000 

99.8 1 2 .000 

59.488 .000 

126 .386.000 

93. 598 .750 

1 47 . 7 14 .400 

52 . 1 30 .000 

77.690.000 

52 .756.000 

82 .822 .000 

56 .004.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

55 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Batam 

56 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Pangkal 
Pinang 

57 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Pangkal Pinang 

58 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Gorontalo 

59 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) di Gorontalo 

60 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Manokwari 

6 1  Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Manokwari 

62 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan 1 Perkara 
Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Sofifi 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(output) 

63 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Jakarta 

64 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Bandung 

65 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Semarang 

66 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Yogyakarta 

67 Sample yang Diuji MenggUnakan Parameter Kritis di 1 Sampel 

68 
Surabaya 
Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Banda Aceh 

69 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Medan 

70 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Padang 

7 1  Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Pekanbaru 

72 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Jambi 

73 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Palembang 

74 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Bandar Lampung 

75 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Pontianak 

76 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 

Palangkaraya 

(dalam rupiall 

Be saran Keterangan 

4 5 

104 .5 1 8 .000 

54.352 .000 

89 .094.000 

52 .6 1 2 .000 

8 1 .374.000 

67 .988 .000 

1 56 . 9 1 6 .000 

98 .526 .000 

5 1 6 . 994 

528 .976 

530 .942 

53 1 . 53 1  

527 .29 1 

543 .077 

532 . 1 1 1  

537.620 

539.753 

547 . 1 43 

543 .207 

54 1 .003 

547 . 444 

545. 524 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

77 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Banjarmasin 

78 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Samarinda 

79 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Manado 

80 Sample yang Diuji Menggunalcan Parameter Kritis di Palu 1 Sampel 

8 1 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Makassar 

82 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Kendari 

83 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Ambon 

84 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Denpasar 

85 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Mataram 

86 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Ku pang 

87 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Jayapura 

88 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Bengkulu 

89 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Se rang 

90 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Ba tam 

9 1  Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Pangkal Pinang 

92 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Gorontalo 

93 Sample yang Diuji Menggunalcan Parameter Kritis di 1 Sampel 
Manokwari 

94 Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Sofifi 1 Sampel 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

54 1 . 185 

570. 548 

547 .023 

556.645 

530 .658 

554.900 

588.020 

538.648 

544.233 

63 1 .220 

6 1 4 .022 

546.420 

597.833 

684.500 

6 18 . 900 

606.580 

797.300 

740.980 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotik.a Nasional (066) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

066.01 Badan Narkotika Nasional 
SBK lndeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

1 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor 1 Laporan 
dan Bahan Adiktif Lainnya Pemeriksaan 

2 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang 1 Orang 
Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial 
di Balai Besar Rehabilitasi BNN 

3 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang 1 Orang 
Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial 
di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah 

4 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang 1 Orang 
Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehab:ilitasi Medis dan Sosial 
di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka 

(dalam rupiah 

Besaran Keterangan 

4 5 

280.000 

24.055.328 

23 .852 .755 

22 .082 .820 

www.jdih.kemenkeu.go.id



NI E r\JTE fl l  l<E UANGAf\l 
li E P U B Ll l< I N D O N ES I A  

- 90 -

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi (077) 

Kode Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

077.01 Mahkamah Konstitusi RI 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

1 Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 1 Perkara 

2 Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, 1 Perkara 
PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota 

(dalarn rupiah) 

Be saran Keterangan 

4 5 

49.057.000 

59.495.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (079) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 .  

079.01 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub 
Output) 

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal 
Yang Efektif dan Efisien 

1 Laporan Hasil Reviu 1 Laporan 

Konsep dan Rancangan Pembangunan Kebijakan Iptek 
Nasional yang Tepat 

2 Indikator Iptek Nasional 1 Dokumen 

Pembinaan Peneliti Nasional 

3 Akreditasi Jurnal Ilmiah 1 Dokumen 

4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti 1 Dokumen 

Konsep Pengelolaan serta Mitigasi dan Adaptasi Bencana 
dan Perubahan Iklim Global pada Sumber Daya Perairan 
Darat 

5 Kajian Pengelolaan banau Berbasis Daya Dukung Ekosistem 5 Prototype 

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal 
Yang Efektif dan Efisien 

6 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah I Lampung 1 Laporan 
( 1  Satuan Kerja) 

7 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah II Serpong- 1 Laporan 

Banten (5 Satuan Kerja) 

8 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah III DKI Jakarta 1 Laporan 

I ( 1 1  Satuan Kerja) 

9 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah III DKI Jakarta 1 Laporan 

II ( 1 Satuan Kerja) 

1 0  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah I V  Jawa Barat 1 La po ran 

( 1 4  Satuan Kerja) 

1 1  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah V Jawa Tengah 1 Laporan 

( 1 Satuan Kerja) 

1 2  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah VI Yogyakarta 1 La po ran 

( 1  Satuan Kerja) 

1 3  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah VII Jawa 1 Laporan 

Timur ( 1  Satuan Kerja) 

1 4  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah VIII Bali 1 La po ran 

( 1  Satuan Kerja) 

1 5  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah IX Nusa 1 Laporan 

Tenggara Barat ( 1  Satuan Kerja) 

16  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah X Sulawesi 1 Laporan 

Utara ( 1  Satuan Kerja) 

17  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah XI  Maluku 1 Laporan 

( 1 Satuan Kerja) 

1 8  Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XII Papua 1 La po ran 

( 1 Satuan Kerja) 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan ! 
4 5 

184 .2 1 1 .000 

799 .85 1 . 000 

1 .007 .323 .000 

374. 590 .000 

2 .250 .000.000 

6 1 .685.000 

42.255 .000 

1 5 . 535 .000 

28 .830 .000 

62 .485 . 000 

70 .465 .000 

77 .565 .000 

73 .985 .000 

100 .805.000 

8 1 .975 .000 

88.055 .000 

98 . 195 .000 

109 .295 .000 

., 

t ;./Iv 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (080) (dalam rupiah) 

Kode Uraian Volume dan Besaran Keterangan 
Satuari Ukur 

1 2 3 4 5 

080.0 1  Badan Tenaga Nuklir Nasional 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

1 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi 1 Laporan 88 . 1 24 .000 
Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir 
Serpong 

2 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir 1 Laporan 80.950 .000 
Serpong 

3 Laporan Hasil Uji Profesiensi Laboratorium Pengukuran 1 Laporan 2 10 . 179 .000 
Radioaktivitas di Lingkungan BATAN 
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

082.01  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

1 Laporan Hasil Pemeriksaan 20 Laporan 

(dalam rupiaJ 

Be saran Keterangan 

4 5 

1 .899 .753 .000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) 

Kode Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

089.0 1  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub 
Keluaran (Sub Output) 

Jumlah Pegawai Terdiklat 

1 Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Utama BPKP 1 Orang 

2 Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Madya BPKP 1 Orang 

3 Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Auditor Muda BPKP 1 Orang 

4 Diklat Sertifikasi JFA Auditor Ahli BPKP 1 Orang 

5 Diklat Sertifikasi JFA Auditor Terampil BPKP 1 Orang 

6 Diklat Teknis Substansi Bagi Pegawai BPKP 5 Hari 1 Orang 

7 Diklat Teknis Substansi Bagi Pegawai BPKP 4 Hari 1 Orang 

8 Diklat JFA Penjenjangan Pengendali Teknis (Non BPKP) 1 Orang 

9 Diklat JFA Penjenjangan Ketua Tim (Non BPKP) 1 Orang 

10 Diklat JFA Pembentukan Auditor Ahli (Non BPKP) 1 Orang 

1 1  Diklat JFA Pembentukan Auditor Terampil (Non BPKP) 1 Orang 

12 Diklat Teknis Substansi Auditor 5 Hari (Non BPKP) 1 Orang 

13 Diklat Teknis Substansi Auditor 4 Hari (Non BPKP) 1 Orang 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

7 .890 .000 

7 .973.333 

8 . 8 1 2 .333 

1 1 . 2 1 2 . 666 

9 .570.333 

5 .272.333 

4.905.333 

3 . 4 1 6 .333 

3 .833 .666 

4 .844.000 

4 . 0 1 6 .033 

1 .949.000 

1 .770.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial ( 100) 

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

100.01 Komisi Yudisial 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output ) 

1 Laporan Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat 1 2 5  Laporan 

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output ) 

Laporan Investigasi Hakim 

2 Laporan Investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat 227 La po ran 
Pertama/Tingkat Banding/Mahkamah Agung 

3 Laporan Investigasi Pendalaman Kasus 79 Laporan 

4 Laporan Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim 6 Laporan 

Berkelaniutan 

(dalam rupial: 

Besaran Keterangan 

4 5 

9.692 .550 .000 

1 . 1 1 2 .300.000 

2 . 782 . 1 00 .000 

642 . 600.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( 106) 

�ode Uraian 
Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3. 

106.01 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran 
(Output) 

1 Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah 2 18 Penyelenggaraan 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

3 . 1 43 . 245.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ( 1 16)  

Ko de Uraian Volume dan 
Satuan Ukur 

1 2 3 

1 16.01 Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia 
SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran 
(Sub Output) 

Program Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran 
Lokal, Regional dan Nasional 

1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio 1 Paket acara 

2 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio 1 Paket acara 

3 Program Produksi SPOT 1 Paket acara 

4 Program Produksi Bulletin Berita 1 Paket acara 

5 Program Produksi Feature 1 Paket acara 

6 Program Produksi Laporan Mendalam 1 Paket acara 

7 Program Siaran Langsung Reportase 1 Paket acara 

8 Program Produksi Majalah Udara 1 Pal(et acara 

9 Program Siaran KUIS 1 Paket acara 

1 0  Program Produksi Sandiwara Radio 1 Paket acara 

1 1  Program Siaran Pagelaran 1 Paket acara 

1 2  Program Produksi Komentar 1 Paket acara 

1 3  Program Produksi Dokumenter 1 Paket acara 

1 4  Program Produksi Kaleidoskop 1 Paket acara 

1 5  Program Siaran Obrolan 1 Paket acara 

16  Program Produksi Filler 1 Paket acara 

j 

17  Program Siaran Report O n  The Spot (ROS) 1 Paket acara 

1 8  Program Siaran Flash News 1 Paket acara 

1 9  Program Produksi Pendekatan Development Broadcasting Unit 1 Paket acara 

(DBU) 

20 Program Siaran Wawancara 1 Paket acara 

2 1  Program Produksi Adlibs 1 Paket acara 

Program Produksi dan Pengembangan Siaran Internasional 

1 Program Siaran Lokal Dialog Interaktif di Dalam Studio 1 Paket acara 

2 Program Siaran Lokal Dialog Interaktif di Luar Studio 1 Paket acara 

3 Program Produksi SPOT 1 Paket acara 

4 Program Produksi Bulletin Berita 1 Paket acara 

5 Program Produksi Feature 1 Paket acara 

(dalam rupiaJ 

Be saran Keterangan 

4 5 

993 .000 

3 . 835 .000 

165 .000 

7 17 .000 

55 1 .000 

820.000 

1 . 553 .000 

769 .000 

338 .000 

1 .492 . 000 

1 1 .822 .000 

380.000 

1 . 1 89 .000 

1 . 267 .000 

389 .000 

277.000 

68 .000 

2 1 .000 

2 . 460 .000 

483 .000 

130 .000 

3 . 243 .000 

4 .435.000 

1 9 1 .000 

743 .000 

624.000 
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ( 1 16) 

Volume dan Kode Uraian 
Satuan Ukur 

1 2 � 

6 Program Produksi Laporan Mendalam 1 Paket acara 

7 Program Siaran Langsung Reportase 1 Paket acara 

8 Program Produksi Majalah Udara 1 Paket acara 

9 Program Siaran KUIS 1 Paket acara 

10  Program Produksi Sandiwara Radio 1 Paket acara 

1 1  Program Siaran Pagelaran 1 Paket acara 

1 2  Program Produksi Komentar 1 Paket acara 

1 3  Program Produksi Dokumenter 1 Pal{et acara 

14  Program Produksi Kaleidoskop 1 Pal{et acara 

1 5  Program Siaran Obrolan 1 Pal{et acara 

16  Program Produksi Filler 1 Paket acara 

17  Program Siaran Report O n  The Spot (ROS) 1 Paket acara 

1 8  Program Siaran Flash News 1 Pal{et acara 

1 9  Program Produksi Pendekatan Development Broadcasting Unit 1 Pal{et acara 
(DBU) 

20 Program Siaran Wawancara 1 Paket acara 

2 1  Program Produksi Adlibs 1 Paket acara 

Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan 

1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio Jaringan 1 Paket acara 
Nasional 

2 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio Jaringan 1 Paket acara 
Nasional 

3 Program Produksi SPOT 1 Paket acara 

4 Program Produksi Bulletin Berita 1 Paket acara 

5 Program Produksi Feature 1 Paket acara 

6 Program Produksi Laporan Mendalam 1 Paket acara 

7 Program Siaran Langsung Reportase 1 Paket acara 

8 Program Produksi Majalah Udara 1 Paket acara 

9 Program Siaran KUIS 1 Paket acara 

1 0  Program Produksi Sandiwara Radio 1 Palwt acara 

1 1  Program Siaran Pagelaran 1 .  Paket acara 

12  Program Produksi Komentar 1 Paket acara 

(dalam rupiah) 

Besaran Keterangan 

4 5 

920.000 

1 .553 .000 

874.000 

374.000 

1 . 597.000 

1 1 .822 .000 

430.000 

1 . 294.000 

1 . 372.000 

44 1 .000 

3 12 .000 

68.000 

2 1 .000 

2 . 460.000 

483 .000 

130 .000 

3 . 843.000 

5 .035 .000 

165 .000 

7 17 .000 

55 1 .000 

820.000 

1 . 553.000 

769.000 

338 .000 

1 .492.000 

1 1 .822 .000 

380.000 
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Kementerian Negara /Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ( 1 1 6 )  (dalam rupiah) 

Ko de 

1 

13 

14 

15 

16  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

2 1  

Uraian 
Volume dan 

Besaran Keterangan 
Satuan _ Ukur 

2 3 4 5 
. .  

Program Produksi Dokumenter 1 Paket acara 1 . 189 .000 

Program Produksi Kaleidoskop 1 Paket acara 1 . 267.000 

Program Siaran Obrolan 1 Pal<et acara 389 .000 

Program Produksi Filler 1 Paket acara 277. 000 

Program Siaran Report On The Spot (ROS) 1 Paket acara 68.000 

Program Siaran Flash News 1 Paket acara 2 1 .000 

Program Produksi Pendekatan Development Broadcasting 1 Paket acara 2 .460.000 
Unit (DBU) 

Program Siaran Wawancara 

Program Produksi Adlibs 

1 Paket acara 483.000 

1 Pal<et acara 130.000 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

BAMBANG P. S . BRODJONEGORO 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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